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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pembelian BBM 

melalui aplikasi MyPertamina, dan seberapa.besar peran pemerintah mewujudkan 

sistem hukum yang baik termasuk dalam hal Good Corporate Governance, dan 

bagaimana pengaruh masyarakat terkait penggunaan aplikasi MyPertamina dalam 

pembelian BBM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan komparatif. PT. Pertamina 

(Persero) merupakan perusahaan BUMN yang baru saja meluncurkan sebuah 

aplikasi yang bernama MyPertamina dengan tujuan untuk meningkatkan 

keputusan pembelian bahan bakar minyak (BBM) melalui berbagai promosi yang 

ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Selanjutnya terkait implementasi 

sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina mampu memberikan 

dampak positif dan efektif atau sebaliknya. Selain itu kesulitan masyarakat dalam 

mengakses diperlukan adanya kebiasaan masyarakat dan peran pemerintah dalam 

mengatasi setiap permasalahan, sehingga terhadap sistem pembelian BBM subsidi 

melalui aplikasi MyPertamina penyaluran dan pendistribusian dapat tepat sasaran 

dengan adanya peran pemerintah dan juga masyarakat, serta terwujudnya tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Pembelian, Bahan Bakar Minyak (BBM), 

Aplikasi, Good Corporate Governance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Minyak mentah (craude oil) adalah salah satu sumber daya alam 

yang sangat penting bagi kebutuhan kehidupan manusia. Hal ini 

menunjukan bahwa minyak mentah (craude oil) termasuk ke dalam salah 

satu jenis energi fosil yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia merupakan 

negara yang kaya akan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun 

yang tidak terbarukan. Sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan 

merupakan komoditas penting yang menguasai kebutuhan banyak orang. 

Kegiatan usaha minyak memiliki peranan penting dalam mewujudkan 

kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan energi nasional untuk mendukung 

pembangunan nasional yang berkelanjutan.1  

Pemerintah melalui Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi Negara, atau disingkat Pertamina yang dimiliki Negara Republik 

Indonesia dalam pengelolaan produksi minyak mentah (craude oil) dapat 

memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan semua 

masyarakat, baik masyarakat yang memiliki daya beli tinggi maupun 

masyarakat yang memiliki daya beli rendah.2  

Perkembangan ekonomi di era digitalisasi ini begitu pesat, Indonesia 

merupakan negara berkembang terus membangun perubahan dan 

                                                             
1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik 

Indonesia tentang Minyak dan Gas Bumi, 2017. hlm. 1.  
2 Muhardi, Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan implikasinya terhadap makro 

ekonomi Indonesia, Mimbar Jurnal Sosial dan pembangunan: Vol. 21, Nomor 4, 2005. hlm. 460.  
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pelayaanan melalui penerapan penggunaan aplikasi, agar masyarakat dapat 

mengakses layanan, informasi hingga transaksi non tunai dalam pembelian 

produk terkhusus BBM. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran 

menggeser peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam 

bentuk pembayaran non tunai (cashless) yang lebih efisien dan ekonomis.3 

Kebijakan pemerintah terkini berkaitan dengan pembelian BBM 

melalui aplikasi MyPertamina menjadi perhatian publik. Hal ini telah 

menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat mulai tingkat menengah ke 

bawah untuk mereka yang berasal dari kalangan orang kaya tentunya tidak 

menjadi masalah untuk membeli BBM jenis Pertamax, Pertamax 

Plus/Pertamax Turbo, dan Dexlite. Mereka tidak perlu repot-repot 

menggunakan aplikasi MyPertamina, karena mereka mampu membeli 

ketiga jenis BBM tersebut.4  

Selanjutnya bagi masyarakat menengah ke bawah akan menjadi 

persoalan baru dalam pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina, 

dikarenakan terdapat pengendara dari kalangan masyarakat tersebut tidak 

memiliki android dan apakah dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, 

masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak mempunyai 

smartphone dapat membeli BBM bersubsidi yaitu pertalite dan solar.5 

                                                             
3 Jefrey Tarantang et. al., Jurnal Al Qardh: Perkembangan sistem pembayaran digital 

pada era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Volume 4, hlm. 62    
4  Samsudin Simatupang, diakses dari Pro dan kontra pemberlakuan aplikasi 

MyPertamina, Pro dan Kontra Pemberlakuan Aplikasi MyPertamina – Kompasiana.com, pada 

tanggal 4 Agustus, 2022, pukul 19.30 WIB.  
5 Muhammad Fuad Zikri, Penjelasan Pertamina terkait masyarakat yang tidak ada android 

untuk akses aplikasi MyPertamina, Penjelasan Pertamina Terkait Masyarakat yang Tidak Ada 

https://padang.tribunnews.com/2022/07/04/penjelasan-pertamina-terkait-masyarakat-yang-tidak-ada-android-untuk-akses-aplikasi-mypertamina
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Kebijakan pemerintah melalui PT. Pertamina (Persero) pada awal 

bulan Juli 2022 mengenai sistem aplikasi MyPertamina menyatakan bahwa 

aplikasi MyPertamina dijadikan syarat dalam melakukan pembelian Bahan 

Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar yang bertujuan 

agar pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran. Permasalahannya adalah 

bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tersalurkan secara merata dan 

tidak tepat sasaran menjadi alasan utama sehingga Pemerintah dalam 

menerapkan kebijakan tersebut kenyataannya BBM bersubsidi yang 

disalurkan masih banyak digunakan oleh pemilik kendaraan yang tergolong 

mewah dan masuk dalam kalangan masyarakat kelas menengah atas.6  

Menurut Alfian Nasution menyatakan bahwa “Inilah yang kami 

harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan 

Solar sehingga bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun 

kebijakan terkait subsidi bersama pemerintah sekaligus melindungi 

masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. 

Pengguna terdaftar yang telah melakukan pendaftaran kendaraan dan 

identitasnya akan mendapatkan notifikasi serta akan mendapatkan kode QR 

                                                                                                                                                                       
Android untuk Akses Aplikasi MyPertamina - Tribunpadang.com (tribunnews.com), diakses pada 

tanggal 4 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB.  
6 Farah Nabilla, Ini tujuan pertamina wajibkan konsumen beli BBM aplikasi Pertamina Ini 

Tujuan Pertamina Wajibkan Konsumen Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina (suara.com), 

diakses pada tanggal 21 Juli 2022, pukul 21.09 WIB.  

https://padang.tribunnews.com/2022/07/04/penjelasan-pertamina-terkait-masyarakat-yang-tidak-ada-android-untuk-akses-aplikasi-mypertamina
https://www.suara.com/news/2022/06/28/135305/ini-tujuan-pertamina-wajibkan-konsumen-beli-bbm-pakai-aplikasi-mypertamina
https://www.suara.com/news/2022/06/28/135305/ini-tujuan-pertamina-wajibkan-konsumen-beli-bbm-pakai-aplikasi-mypertamina
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Code khusus yang menunjukan bahwa data mereka telah cocok dan dapat 

membeli Pertalite dan Solar.”7  

Jika dianalisa berdasarkan Good Corporate Governance terkait 

kebijakan  tersebut, terdapat 6 (enam) prinsip Good Corporate Governance 

dalam kegiatan usaha yang merupakan suatu tuntutan dan harus diterapkan 

agar perusahaan-perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya 

dengan baik dan eksis dalam persaingan global. Penerapan Good Corporate 

Governance pada perusahaan-perusahaan memiliki tujuan yang sangat 

penting dan strategis yaitu:8 

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan; 

2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara efektif dan efisien; 

3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ 

perusahaan demi menjaga kepentingan-kepentingan shareholders dan 

shareholders perusahaan  perusahaan; 

4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan 

BUMN) terhadap perekonomian Nasional; 

5. Meningkatkan investasi Nasional; dan 

6. Mensukseskan program privatisasi perusahaan BUMN. 

Persoalan aspek hukum merupakan hal yang sangat penting dalam 

penerapan Good Corporate Governance. Perusahaan yang pengelolaannya 

baik adalah perusahaan yang memiliki rencana strategis (strategic plan) 

jangka panjang, oleh karenanya perlu memperhatikan kepentingan pihak 

                                                             
7 Arie Nugroho, Mulai 1 Juli 2022, Beli Pertalite wajib daftar di aplikasi Pertamina, Mulai 

1 Juli 2022, Beli Pertalite Wajib Daftar di Aplikasi Pertamina - Portal Berita MyCity Jogjakarta, 

Diakses 21 Juli 2022.  
8  Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan 

Pemikiran dan Implimentasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum, Cetakan Pertama, Penerbit 

PT. Buku Kita, Yogyakarta 2007. hlm. 2-3. 

https://jogja.mycity.co.id/2022/06/28/mulai-1-juli-2022-beli-pertalite-wajib-daftar-di-aplikasi-pertamina/
https://jogja.mycity.co.id/2022/06/28/mulai-1-juli-2022-beli-pertalite-wajib-daftar-di-aplikasi-pertamina/
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aspek hukum merupakan hal yang penting dalam penerapan GCG, terutama 

di Indonesia. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang 

memiliki strategic plan jangka panjang dan untuk itu perlu memperhatikan 

berbagai pihak. Penerapan corporate governance di Indonesia dibagi 

menjadi 3 (tiga) aktifitas, yaitu: 9 

1. Menetapkan kebijakan Nasional 

2. Menyempurnakan kerangka regulasi 

3. Membangun inisiatif sektor swasta. 

Kemajuan teknologi yang saemakin pesat di era zaman digital saat 

ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan 

termasuk memiliki fungsi untuk memberikan kemudahan bagi manusia. 

Perkembangan teknologi merupakan suatu bentuk, disebut juga sistem, yang 

fungsinya untuk membantu dan mempermudah manusia dalam melakukan 

segala hal. Itulah mengapa teknologi sangat penting saat ini. Perkembangan 

teknologi memberikan manusia lebih mudah dari setiap zamannya, yang 

sebelumnya hanya sebatas mengirim pesan teks tertulis dan panggilan 

komunikasi menggunakan pulsa, dengan adanya perkembangan teknologi 

baru yang bermunculan dan semakin canggih berubah menjadi dapat 

mengirim pesan suara, dapat mengambil foto (screenshot) hingga panggilan 

video (video call),dan banyak hal lainnya,10 diantaranya dengan penggunaan 

aplikasi seperti halnya aplikasi MyPertamina. Aplikasi tersebut dapat 

                                                             
9 Ibid.  
10 Luiter Lubalu et. al, Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Item Digital dalam 

Aplikasi Game Online di Indonesia, Jurnal Konstruksi Hukum : Volume 3, Nomor 1, 2022. hlm. 

212.  
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dilakukan pengunduhan melalui aplikasi bawaan dari smartphone baik dari 

google playstore ataupun applestore. 

PT. Pertamina (Persero) adalah perusahaan BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara) milik pemerintah dan bergerak di bidang industri minyak dan 

gas bumi, telah didirikan sejak tahun 2003 berdasarkan Akta Notaris No.20 

Tahun 2003.11  Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa: 

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut 

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung 

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” 

 

BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian 

Nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan 

demokrasi ekonomi. BUMN memiliki fungsi dan peranan cukup signifikan 

dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi 

pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam lingkup politik negara. 

Berdasarkan hal tersebut, latar belakang dan perkembangan BUMN tidak 

dapat lepas dari regulasi dan kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh 

pemerintah.12  

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan penggunaan aplikasi 

MyPertamina dalam sistem pembelian BBM bersubsidi (pertalite dan solar) 

telah menuai pro dan kontra akan pemberlakuan kebijakan tersebut, 
                                                             

11 Sekilas Pertamina | Pertamina, diakses pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 22.05 WIB.  
12 Rizal Choirul Ramadhan, Jurnal Media luris: Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik 

Negara sebagai Anak Perusahaan dalam Perusahaan Holding Induk, Volume 4, Nomor 1, 2021, 

hlm. 74. 

https://pertamina.com/id/siapa-kami
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penggunaan sistem aplikasi MyPertamina masih menimbulkan 

permasalahan dimana aplikasi MyPertamina menghambat pembelian bahan 

bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat secara luas sehingga peran 

pemerintah diperlukan karena pemerintah memiliki peran penting dalam 

penanganan permasalahan masyarakat yang tidak memiliki sistem aplikasi 

MyPertamina pada saat membeli bahan bakar minyak yang bersubsidi 

tersebut.  

Idealitanya implementasi mengenai penggunaan sistem aplikasi 

MyPertamina dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) ditinjau dari 

prespektif Good Corporate Governance harus diterapkan guna 

meningkatkan keberhasilan akuntabilitas termasuk keberhasilan usaha. 

Perusahaan BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance sebagai 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari struktur perusahaan, dengan 

diterapkannya Good Corporate Governance seharusnya menjadikan 

perusahaan dapat mencapai keuntungan dalam jangka panjang dan 

berkelanjutan dengan selalu melaksanakan dan menaati ketentuan hukum 

serta menjadi harapan bagi masyarakat, dan implementasi Good Corporate 

Governance membantu meningkatkan perubahan citra  membantu 

meningkatkan perubahan citra perusahaan di kalangan para pemegang 

saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

implementasi GCG di BUMN yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) 

Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang praktik Good 

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  
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Namun realitanya penerapan penggunaan sistem aplikasi 

MyPertamina justru mempersulit masyarakat dalam pembelian bahan bakar 

minyak (BBM), tidak semua pembeli bahan bakar minyak memiliki 

handphone, dan mampu menggunakan aplikasi MyPertamina, khususnya 

orangtua, ataupun lansia, dan dengan penggunaan aplikasi MyPertamina 

juga akan mengakibatkan antrian yang panjang. Adanya larangan 

penggunaan handphone di area SPBU yang berakibat radiasi dan 

menyebabkan kebakaran seolah-olah menjadi hal yang tidak diprioritaskan, 

sehingga kebijakan pemerintah terkait penggunaan aplikasi MyPertamina di 

area SPBU patut dipertanyakan.    

Idealitanya peran pemerintah dalam menindaklanjuti kebijakan 

pengggunaan sistem aplikasi MyPertamina terkait dengan pembelian bahan 

bakar minyak (BBM) yang bersubsidi ditinjau dari prespektif Good 

Corporate Governance seharusnya diperlukan adanya sosialisasi tentang 

penggunaan aplikasi MyPertamina, setelah sosialisasi dilakukan selanjutnya 

masuk ke tahap mekanisme tujuannya agar memudahkan masyarakat dalam 

melakukan transaksi pembayaran menggunakan aplikasi MyPertamina, dan 

menikmati haknya untuk membeli BBM bersubsidi.  

Namun realitanya persoalan sosial-ekonomi yang timbul dari syarat 

kepemilikan smartphone belum dikaji secara matang sebelum kebijakan 

pengisian BBM bersubsidi dengan MyPertamina tersebut diterapkan secara 

efektif, dan sampai dengan saat ini pemerintah belum mernyelesaikan revisi 
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Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 yang akan menjadi payung hukum 

pembatasan penjualan BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi 

MyPertamina ditinjau dari Prespektif Good Corporate Governance ? 

2. Bagaimana peran pemerintah mewujudkan Good Corporate 

Governance dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui 

aplikasi MyPertamina ?  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang masalah serta rumusan yang telah 

dijelaskan di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan jawaban dari masalah yang akan diajukan. Adapun tujuan 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui persoalan implementasi sistem 

pembelian bbm melalui aplikasi MyPertamina ditinjau dari perspektif 

Good Corporate Governance. 

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan pemahaman bagaimana peran 

pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance dalam 

implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina.  
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan yakni:  

1. Memberikan informasi implementasi sistem aplikasi pembelian BBM 

melalui MyPertamina ditinjau dari perspektif good corporate 

governance.  

2. Memberikan sumbangsih pemikiran hukum tentang peran pemerintah 

dalam mewujudkan Good Corporate Governance dalam implementasi 

sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina.  

E. Orisinalitas Penelitian  

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian yang peneliti lakukan 

untuk mengantisipasi terjadinya duplikasi terkait dengan tema 

implementasi sistem aplikasi pembelian BBM melalui aplikasi 

MyPertamina ditinjau dari perspektif good corporate government, peneliti 

menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian hukum milik Camelia Malik, Program Studi Magister Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2007. 

Tesis yang berjudul “Kegagalan Penerapan Good Corporate 

Governance pada Perusahaan Publik di Indonesia.” 

Tujuan penelitian tesis ini, yang pertama untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana penerapan Good Corporate Governance  dalam 

pengelolaan perusahaan publik di Indonesia mengalami banyak 

kegagalan. Metode penelitan ini menggunakan penelitian hukum 
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normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kebiasaan yang 

berkaitan dengan Good Corporate Governance. Analisis data dalam 

penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. 

2. Penelitian hukum milik Oktavia Hadiasih, S.H., Program Studi 

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Tahun 2013. Tesis yang berjudul, “Peranan Komisi Informasi Publik 

tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan Good 

Governance di Provinsi Jawa Tengah”.  

Tujuan Penelitian tesis ini, yang pertama dapat mengetahui dan 

mengkaji perananan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan Good 

Governance di Provinsi Jawa Tengah, yang kedua dapat mengetahui 

dan mengkaji peran dan fungsi Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa 

Tengah dalam rangka mewujudkan Good Governance, yang ketiga 

dapat mengetahui dan mengkaji kendala – kendala yang dihadapi oleh 

Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian 

sengketa informasi yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan teori negara hukum dan teori negara demokrasi. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – empiris, 

dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan dan kemudian 

dibandingkan dengan aturan yang berlaku. Analisis data penelitian 

bersifat deskriptif – kualitatif.  
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3. Penelitian hukum milik Wahyu Pratama Aji, S.H Program Studi 

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Tahun 2022. Tesis yang berjudul “Transplantasi Hukum Perseroan 

Perorangan sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law”.  

Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengindetifikasi, 

mendeskripsikan dan menganalisis transplantasi hukum perseroan 

perseorangan sebagai Perseroan Terbatas penting untuk perubahan 

reformasi ekonomi di Indonesia, yang kedua dapat mengindetifikasi dan 

menganalisis bentuk perbandingan hukum Perseroan perorangan 

sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia dan negara – negara lain, yang 

ketiga dapat mengindetifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan 

bentuk implikasi transplantasi hukum Perseroan Perorangan sebagai 

Perseroan Terbatas pasca omnibus law. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini menggunakan subtansi materi-materi doktrin-doktrin 

terkandung dalam hukum perusahaan diantaranya, yang pertama 

doktrin Separte Corporate Personality, yang kedua doktrin Piecing the 

Corporate Veil, yang ketiga doktrin Fiduciary Duty, yang keempat 

doktrin Bussines Judgment Rule, yang kelima doktrin Ultra Virus dan 

Intra Vires, yang keenam doktrin Self Dealing Transaction, yang 

ketujuh doktrin Corporate Opportunity. Metode penelitian ini 

menggunakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian 

sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian 

perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian norma-
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norma hukum positif, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum dan 

doktrin hukum, putusan pengadilan. Analiss data dalam penelitian 

bersifat deskriptif-kualitatif.   

4. Penelitian karya ilmiah milik Rifa Alfianu Sofina, Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Sains dan teknologi Unniversitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021. Skripsi yang berjudul 

“Analisis faktor yang mempengaruhi Innovation Resistance dan 

Intention to use terhadap penerapan pembayaran non tunai”  

Penelitian ini membahas, yang pertama terkait penerapan pembayaran 

non-tunai MyPertamina dalam pembelian BBM pada SPBU Pertamina, 

yang kedua pengambilan data hanya dilakukan pada masyarakat yang 

pernah melakukan transaksi pembelian BBM di SPBU Pertamina 

Tahun 2021 yang mempunyai smartphone dan bukan pengguna 

MyPertamina sebagai target pasar, yang ketiga variabel yang digunakan 

pada model UTAUT2 hanya terbatas pada social influence, yang 

keempat variabel yang digunakan pada theory of planned behavior 

hanya terbatas pada self effifacy dan intention to use. Dasar teori dalam 

penelitian ini menggunakan Pembayaran Non-Tunai, Innovation 

Resistance, Innovation Resistance Theory (IRT), Social Influence, 

Theory of Planned Behavior (TPB), Uji Validitas dan Reliabilitas pada 

SEM-PLS, dan Structural Equation Modellig – Partial Least Square. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang 

merupakan penelitian yang bertujuan menguji suatu teori dengan 
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menghubungkan antar variabel. Pengumpulan data berupa angka yang 

kemudian dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis PLS-SEM dengan menggunakan bantuan 

SmartPLS tools. Analisis data dilakukan dengan beberapa evaluasi yang 

terdapat pada prosedur PLS-SEM yaitu outer model dan inner model. 

5. Made Ayu Mas Prima Mandasari, Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, Tahun 2016. Skripsi yang berjudul “Pengaturan 

Good Corporate Governance pada Perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemgaturan Good 

Corporate Governance pada perusahaan BUMN dan juga mengetahui 

tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan yang tidak 

menjalankan Good Corporate Governance. Dalam penelitian 

menggunakan 4 (empat) prinsip sebagai bentuk pondasi suatu 

perusahaan, agar berjalan sesuai dengan kaidahnya diantaranya, yang 

pertama fairness, yang kedua transparency, yang ketiga accountabillity, 

dan yang keempat responsibility. Metode penelitian yang digunakan 

penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

melakukan pendekatan pada perundang-undangan, norma-norma 

hukum, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan 

konseptual. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-

kualitatif.. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan suatu kerangka dimana masalah tersebut 

diambil dan dihubungkan dengan teori-teori tertentu yang digunakan dalam 

suatu penelitian.13 Kerangka teori sering disebut juga dengan landasan teori, 

yaitu uraian sistematis mengenai teori-teori dan hasil penelitian yang 

relevan dengan variabel-variabel yang sedang diteliti.14 Pentingnya landasan 

teori dalam suatu penelitian, agar penelitian tersebut mempunyai dasar yang 

kokoh sehingga penelitian yang menggunakan landasan teori tidak terkesan 

perbuatan yang coba-coba (trial and eror). Menurut David E. Gray 

menyatakan bahwa; “A researcher cannot conduct significant research 

without understanding the literature in the field of study”. Seorang peneliti 

tidak dapat melakukan penelitian yang signifikan tanpa memahami 

pustaka/teori terkait bidang studi yang diteliti. 15  Oleh karenanya urgensi 

landasan teori sebagai indikator untuk menjawab rumusan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini.  

Peneliti akan menggunakan teori keadilan, teori sistem hukum, dan 

teori hukum ekonomi sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelian ini, dan akan menjabarkan teori-teori sebagai 

berikut: 

 

                                                             
13 Soerjano Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Cetakan Pertama 

(Jakarta: Penerbit Ind-Hil-Co, 1990). hlm. 67.  
14 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Cetakan 

pertama (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 47.  
15  Sugiyono, Cara mudah menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cetakan Pertama 

(Bandung: Penerbit CV. Alfabeta, 2015). hlm. 5-6.  



16 
 

1. Teori Keadilan  

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dianggap sebagai inti dari 

filsafat hukum karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan 

keadilan.16  Aristoteles menuntut perlakuan yang sama bagi mereka yang 

sederajat di depan hukum. 

Dalam mewujudkan ketertiban bermasyarakat, diperlukan adanya 

sistem kehidupan masyarakat agar upaya mewujudkan perekonomian dan 

pembangunan Nasional berjalan dengan baik, dan tidak mengakibatkan 

kepincangan masyarakat dan ketidak-adilan, sebagai contoh dalam hal ini 

pendistribusian BBM melalui aplikasi MyPertamina atau laman “subsidi 

tepat” diperlukan adanya keadilan, adanya penerapan aplikasi MyPertamina 

atau laman “subsidi tepat” dapat menjadi salah satu langkah pendistribusian 

BBM satu harga melalui aplikasi MyPertamina atau laman “subsidi tepat” 

atau dapat memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai kemudahan 

penggunaan terkait harga BBM, penawaran promosi dapat dinikmati 

masyarakat luas dan tidak hanya masyarakat tertentu, hal ini tentunya dapat 

mewujudkan keberlangsungan ketahanan energi dalam perekonomian 

Nasional, selain itu terdapat timbal balik yang adil dengan membantu 

masyarakat dalam memberikan berbagai kemudahan dan informasi, harga 

yang wajar dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.   

                                                             
16 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, bandung, 

2004, hlm 24 
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Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum, selain dari 

kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum.17 Keadilan pada 

dasarnya merupakan sebuah konsep yang abstrak, tidak konkrit, sepanjang 

sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti 

tentang arti dan makna yang sebenarnya dari konsep keadilan, tetapi selalu 

dipengaruhi oleh paham atau aliran yang dianut saat itu.18  

Teori keadilan merupakan gagasan atau ide bahwa semua orang 

ingin diperlakukan secara adil, dan dengan demikian membandingkan 

kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan 

kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara 

adil intinya pencapaian kehendak agar diperlakukan secara adil.19 

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada 

setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat justitia repeat mundus.20 Teori 

keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan harus di pahami dalam 

pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles membuat pembedaan penting 

antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional sebagai berikut:21 

a. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu 

unit, inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan, 

                                                             
17 Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Untag Press, Surabaya, 2010, hlm. 63 
18 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 77 
19 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis 

Bangsa), Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 38 
20 Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum, 

LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 64 
21 Ferry Irawan Febriansyah, Op, Cit, hlm 41-42  



18 
 

dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua 

warga adalah sama di depan hukum. 

b. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi 

haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan 

sebagainya. 

Aristoteles dalam tulisannya Retorica membedakan keadilan dalam 2 (dua) 

macam, yaitu:22 

a. Keadilan distributive (justitia distributiva) sebagai keadilan 

yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-

jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing; serta 

b. Keadilan komulatif (justitia cummulativa) sebagai keadilan 

yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa 

memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini 

didasarkan pada transaksi (sunalla gamata) baik yang sukarela 

ataupun tidak. 

2. Teori Kepastian Hukum  

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) 

pengertian, yaitu:23 

                                                             
22  Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu hukum, 

Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, 

hlm. 368  
23 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm. 23 
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a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan; dan 

b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum 

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh negara terhadap individu. 

Van Apeldoorn mengemukakan 2 (dua) pengertian tentang kepastian 

hukum, sebagai berikut:24 

a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang 

berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat 

ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang 

berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-

ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa 

tersebut. 

b. Kepastian hukum berarti perlindungan, dalam hal ini pihak yang 

bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan 

penghakiman. 

Ajaran mengenai kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-

dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum 

yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. 

                                                             
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 59-60 
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Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin 

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh 

hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang 

bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, 

melainkan semata-mata untuk kepastian.25 

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan itu harus sungguh-

sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav 

Radbruch bahawa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian 

yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian 

hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan 

dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. 

Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai yaitu nilai 

keadilan dan kebahagiaan.26 

Teori ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bagaimana 

peranan pemerintah dalam meindaklanjuti kebijakan penggguanan sistem 

aplikasi MyPertamina terkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) 

yang bersubsidi sehingga memberikan dampak positif serta kepastian 

hukum kepada masyarakat. 

                                                             
25 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung 

Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 
26  BPPK, Penegakan Hukum, Menjamin Kepastian Hukum, diakses melalui link 

http://bppk.kemenkeu.go.id/penegakan-hukum-menjamin-kepastian-hukum, tanggal 27 Januari 

2023, pukul 15.18 WIB   

http://bppk.kemenkeu.go.id/penegakan-hukum-menjamin-kepastian-hukum
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3. Teori Hukum Progresif 

Progrsif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum 

Progresif dimaksudkan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti 

perkembangan zaman, mampu menjawab berubahan zaman dengan segala 

dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan 

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak 

hukum itu sendiri.27 

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang, terus 

menerus mencari kebenaran. Hukum progresif mensejajarkan kepastian, 

kemanfaatan, dan keadilan. Hukum progrsif berpegang teguh pada hati 

nurani. Jika hukum ditegakkan sesuai dengan teks perundang-undangan, 

maka akan bersifat kaku dan itu cenderung tidak adil. 

Membangun hukum yang progresif berarti memberikan kebebasan 

pada hukum terhadap suatu konsep yang kuno, yang tidak dapat lagi dipakai 

untuk melayani kehidupan masa kini. Hukum progresif berpegangan pada 

paradigma “Hukum untuk manusia”. Manusia disini merupakan symbol 

bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Hukum itu memadu dan melayani 

masyarakat. Dengan demikian diperlukan keseimbangan antara “statika” 

dan “dinamika”, antar peraturan dan “jalan yang terbuka”. Hukum akan 

dicari dan dipercaya masyarakat manakala ia mampu menjalankan tugas 

memandu dan melayani masyarakatnya. Untuk itu ia tak dapat bergayut ke 

                                                             
27 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2007, hlm ix 
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belakang melainkan ke masa kini dan depan. Itulah hakekat hukum 

progresif.28 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-

sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pula 

dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukaan melalui penelitian 

lapangan.29  Metode penelitian yuridis-sosiologis dilakukan untuk melihat 

langsung suatu peristiwa hukum yang telah terjadi dilapangan.  

2. Fokus Penelitian  

Adapun fokus penelitian adalah mengkaji implementasi sistem pembelian 

BBM melalui aplikasi MyPertamina ditinjau dari prespektif Good 

Corporate Governance dan Peranan Pemerintah mewujudkan Good 

Corporate Governance dalam implementasi sistem pembelian BBM melalui 

aplikasi MyPertamina. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan teori politik hukum, teori sistem hukum dan teori hukum 

ekonomi.. 

 

 

                                                             
28 Satjipto Rahardjo, Penafsiran Hukum yang Progresif, dalam kumpulan makalah 

Prof.Dr.Satjipto Rahardjo,SH, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 

2008, hlm. 12-13. 
29 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua  (Bandung : 

Penerbit Alfabeta, 2014). hlm. 51-53.  
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3. Jenis data   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para 

informan atau  narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, literatur-

literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu 

berbentuk jurnal, tesis serta perundang-undangan. Data sekunder meliputi:  

a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas;  

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara;  

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

5) Pearturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; 

6) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; 

7) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance); 

8) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN 

Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara.  
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b. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel, tesis atau literatur yang 

masih berkaitan dengan implementasi sistem pembelian BBM melalui 

aplikasi MyPertamina ditinjau dari perspektif Good Corporate 

Governance.  

c. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekuder, yaitu ensiklopedia 

dan kamus maupun bahan yang diperoleh dari media internet.  

4. Cara pengolahan data  

Pengolahan data dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data primer 

dan sekunder yang diolah dengan menggunakan metode deskriptif-

kualitatif. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif kemudian 

dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan yang 

diteliti.  

5. Analisis data  

Bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan 

menganalisis data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan studi pustaka 

dan studi lapangan maupun studi dokumentasi. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini penulis akan menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.   

Bab Kedua, Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance 

pengertian Good Corporate Governance, prinsip-prinsip dasar Good 

Corporate Governance, pengertian sistem aplikasi pembelian, konsep dasar 

jual beli, dan keterbukaan informasi publik Pada bab ini penulis akan 

memaparkan landasan teori dan memberikan penjelasan secara teoritik 

berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan. 

Bab Ketiga, Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai jawaban dari 

rumusan masalah 1 dan 2. Pada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan 

dan menjelaskan bagaimana implementasi sistem pembelian BBM melalui 

aplikasi MyPertamina ditinjau dari prespektif Good Corporate Governance 

dan bagaimana Peran Pemerintah mewujudkan Good Corporate 

Governance dalam implementasi sistem pembelian BBM bersubsidi melalui 

aplikasi MyPertamina. 

Bab Keempat yakni Penutup. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan 

dan saran terhadap masalah yang diteliti berdasarkan jawaban dari rumusan 

masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

rumusan masalah yang ada. Saran yang ada merupakan rekomendasi yang 

didasarkan pada kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM 

SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI MYPERTAMINA 

BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

A. Tinjauan Umum tentang Keadilan 

1. Keadilan Sebagai Tujuan Hukum 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak 

dicari oleh masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga 

untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus 

mengakomodasikan kegiatannya. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan 

hak dalam pemenuhan kewajiban, keadilan menjadi hal yang terpisahkan. 

Secara definitif memahami arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat 

beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian 

keadilan. Namun untuk memahami makna keadilan tidaklah mudah 

membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, 

karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran 

filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang 

paling dalam.30 

Aristoteles menjelaskan keadilan distributif berfokus pada distribusi, 

honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan 

dalam masyarakat. Bahwa negara seharusnya membagi atau 

mendistribusikan pangan dan kekayaan kepada para rakyat menurut jasanya. 

Keadilan yang seperti ini berarti mempercayai kepantasan dan proporsi yang 

                                                             
30 Angkasa, Filsafat Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 105 



27 
 

pas mengenai jabatan di pemerintahan atau kalangan di masyarakat. Sebagai 

contoh, Penggunaan aplikasi MyPertamina dapat mendorong penggunaan 

bahan bakar minyak bersubsidi yang tepat sasaran. Langkah pemerintah 

untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi dengan penataan yang baik 

sangat penting sebagai upaya awal yang dapat dilakukan dengan mendata 

kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi energi. Selain mendukung 

pemerintah untuk membantu masyarakat tidak mampu dan miskin, 

pengguna MyPertamina juga akan membantu program BBM satu harga 

untuk keadilan energi bagi masyarakat Indonesia hingga ke pelosok negeri 

agar kuota BBM subsidi tidak dinikmati kalangan kaya, dan yang 

didistribusikan memang sesuai dengan peruntukannya.31 

Prinsip kealdilaln ini merupalka ln paltoka ln da lri alpa l ya lng bena lr, ba lik, daln 

tepalt dallalm hidup, daln kalrena lnya l mengika lt semual oralng. Seja ltinya l kea ldilaln 

ha lrus diwujudkaln kepalda l setialp ora lng a lga lr ma lsya lra lka lt malmpu menjallalni 

hidupnya l denga ln ba lik daln tenteralm. Perwujudaln kealdilaln ini mengguna lka ln 

sua ltu a llalt ya lng berna lmal hukum. Seja llaln denga ln ungka lpa ln Prof. Sa ltjipto 

Ra lhalrdjo, ya litu hukum untuk malnusial, buka ln malnusia l untuk hukum.32 

Terdapat dua rumusan tentang keadilan, yakni: pertama, pandangan 

bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara 

penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca 

hukum, yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli 

                                                             
31 https://kalteng.antaranews.com/berita/612948/aplikasi-mypertamina-bantu-distribusi-

bbm-subsidi-tepat-sasaran, diakses pada 27 Januari 2023, pukul 18.12 WIB  
32 Ibid. 

https://kalteng.antaranews.com/berita/612948/aplikasi-mypertamina-bantu-distribusi-bbm-subsidi-tepat-sasaran
https://kalteng.antaranews.com/berita/612948/aplikasi-mypertamina-bantu-distribusi-bbm-subsidi-tepat-sasaran
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hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah 

keserasian antara kepastian hukum dan ke-sebandingan hukum.33  

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita 

kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan 

berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya 

sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.34 

Menurut La lrry Allexa lnder daln Emily Sherwin, sualtu peralturaln itu 

ha lrus memenuhi beberalpa l hall, ya litu:  

Pertalmal, a lturaln ya lng dibua lt halrus pekal terhaldalp keberaldala ln 

malsya lra lka lt da ln menjalwa lb kebutuhaln malsya lra lka lt, tujualn dialda lkalnnya l 

a lturaln a ldalla lh untuk menciptalka ln ketertiba ln dalla lm kehidupaln ma lsya lra lka lt, 

sehingga l penga lkua ln daln kebutuhaln malsya lra lka lt halrus malmpu dialkomodir 

oleh alturaln tersebut.  

Kedual, dalla lm pendekalta ln positivisme, ha ll tersebut halrus da lpa lt 

dipertimbalngka ln untuk dimalsuka ln dalla lm mualtaln ma lteri alturaln ya lng a lka ln 

dibentuk.  

Ketigal, a llalsa ln eksklusioner. Altura ln hukum da lpalt dipa lhalmi sebalga li 

a llalsa ln untuk bertindalk, alrtinya l a lturaln hukum berfungsi seba lga li “perintalh 

kedual” ya lng mengecua llikaln a llalsa ln menga ltur “perintalh pertalma l” proses 

pertimbalnga ln mora ll. 

                                                             
33 A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2005, hlm. 176 
34 Firman Freaddy Busroh, Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar), Cintya Press, Jakarta, 

2016, hlm 59. 
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Keempalt, salnksi. Ca lra l ya lng memungkinka ln untuk mempersempit 

kesenjalnga ln a lda llalh untuk meneralpka ln sa lnksi ba lgi ya lng mela lngga lr a lturaln.  

Kelimal, kecuralnga ln. Merupa lka ln sa llalh sa ltu allalsa ln kekha lwa ltiraln 

terjaldinya l penipua ln da lla lm altura ln ka lrena l ha ll itu dalpa lt mempengalruhi 

kua llitals pemba lhalsa ln malsa lla lh hukum daln morallitals.35 

Hegel dalam Philosophy of Right, melihat keadilan memiliki 

hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya keadilan dan 

solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu 

sudah mengandaikan kehadiran orang lain. Keadilan merupakan realisasi 

dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi 

kebebasan pada tataran sosial. Mendapat pengaruh dari Hegel maupun Kant, 

Habermas mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang 

sama bagi individu.36 

2. Macam-Macam Keadilan 

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti 

keadilan. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, 

yaitu:37 

a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh 

pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan 

kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip 

kesamaan proprsional; 

                                                             
35 Alexander, Larry and Emily Sherwin,.The Rule of The Rules, Morality,.Rules, and the 

Dilemmas of Law. Duke University Press,.Durham and London, 2001, hlm. 53-61 
36 Firman Freaddy Busroh, Op.Cit, hlm. 59. 
37 Dominikus Rato, Loc.Cit, hlm.64 
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b. Keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan 

memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. 

Dengan kata lain, keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan 

besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan 

berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya. 

Negara (pemerintah) tidak boleh membentuk hukum yang tidak adil. 

Lebih percaya pada prinsip-prinsip moral yang dimuat dalam undang-

undang dari pada kebijaksanaan manusia dalam bentuk putusan-putusan 

hakim. Sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian 

hukum yaitu hukum sebagai moral hidup (norma ideal). 

John Rawl mengemukakan mengenai 2 (dua) prinsip keadilan, sebagai 

berikut:38 

a. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasariah 

Kebebasan dasariah bagi setiap orang meliputi kebebasan politik 

yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati 

nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik 

pribadi, serta kebebasan dari tindakan yang semena-mena. Kebebasan 

harus diberikan secara setara bagi setiap warga, karena di dalam 

masyarakat yang adil semua warga memiliki hak dasariah yang sama 

                                                             
38 Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2015, hlm. 10-15 



31 
 

b. Ketidaksetaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, 

sehingga keduanya menjadi keuntungan bagi setiap orang, dan 

melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang 

Prinsip yang kedua diterapkan dalam pembagian pendapatan dan 

kekayaan serta dalam mendesain organisasi yang mengenal perbedaan-

perbedaan dalam otoritas, tanggung jawab. Apabila pembagian kekayaan 

dan pendapatan dilakukan tidak secara setara, hal ini harus mendatangkan 

keuntungan bagi setiap orang, dan pada saat yang sama posisi otoritas 

mudah diakses bagi semua orang. 

 Kedua prinsip ini pertama harus diterapkan pada struktur dasar 

masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban 

serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi. 

Yoachim Agus Tridiatno menyebutkan macam-macam keadilan, 

antara lain: 

a. Keadilan Atributif 

Keadilan atributif adalah keadaan di mana seseorang 

mendapatkan apa saja yang melekat pada dirinya sebagai atributnya, 

termasuk atribut sebagai seorang manusia. Sebagai seorang pribadi 

seseorang mempunyai ha katas milik pribadi, hak atas nama baik, 

adalah adil bila seseorang memiliki milik pribadi. Sebaliknya tidaklah 

adil jika seseorang tidak boleh memiliki milik pribadi. Begitu juga 

bila seseorang dihormati karena martabatnya sebagai manusia adalah 

adil. Sebaliknya sangat tidak adil bila seseorang dilecehkan 
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martabatnya, contoh: bullying adalah bentuk ketidak adilan pada 

martabat manusia. Jika seseorang mengambil hak orang lain 

merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan martabatnya sebagai 

manusia, maka dia melanggar keadilan atributif. 

Di samping itu ada pula atribut-atribut yang melekat pada 

seseorang karena profesi atau pekerjaannya. Seseorang yang bekerja 

sebagai pegawai, dosen , atau manager perusahaan. Dia pantas dan 

mendapatkan hak-haknya sesuai profesi dan pekerjaannya. Dia 

mempunyai hak atas upah, penghargaan, kompensasi, keuntungan, 

dan fasilitas yang mesti diterima Karen kontribusinya di dalam 

pekerjaan dan profesinya. Besar kecilnya upah, penghargaan, 

kompensasi, dan keuntungan seseorang bersifat proporsional, selaras 

dengan besarnya kontribusi seseorang di dalam kehidupan bersama 

atau komunitas tertentu.  

b. Keadilan Komutatif 

Keadilan komutatif menyatakan bahwa tukar menukar barang 

dan jasa harus mengikuti prinsip kesetaraan nilai dari barang dan jasa 

yang ditukar. Prinsip ini mengatur tata cara memberikan upah yang 

adil bagi para pekerja dan menentukan harga barang. Pemberian upah 

itu adil apabila besarnya upah setara dengan nilai kerja dari seorang 

pekerja/pegawai. Nilai kerja seseorang diukur dari keterampilan 

seseorang dalam mengerjakan sesuatu, keterampilan seseorang dapat 

diperoleh dari pengalaman kerja dan pendidikan seseorang, maka 
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keterampilan semakin tinggi dan pantas diberi upah yang lebih tinggi 

pula. Begitu dengan jenjang pendidikan, Seseorang yang 

berpendidikan tinggi pantas untuk mendapatkan standar upah atau gaji 

yang tinggi. 

Penetapan harga sebuah barang juga demikian. Penetapan 

sebuah barang adalah adil apabila harga tersebut setara dengan nilai 

barang itu. Nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaan, manfaat, 

keindahan, dan kelangkaan barang tersebut. Nilai suatu barang dapat 

diukur dari biaya (cost) untuk mengadakan barang tersebut. Sebuah 

buku diberi harga Rp. 50.000,00/buku karena seluruh biaya untuk 

memproduksi buku tersebut sebanyak Rp. 50.000,00/buku termasuk 

ongkos tenaga distributor, gudang, dan sebagainya, atau seperti 1 liter 

minyak diberi harga Rp.15.000,00/liter karena seluruh biaya untuk 

memproduksi olahan minyak tersebut sebanyak Rp.15.000,00 

termasuk ongkos pendistribusian, dan sebagainya. 

c. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif menyatakan bahwa keuntungan dan beban 

organisasi, komunitas, dan kelompok sosila harus dibagi secara 

proporsional pada seluruh anggota organisasi, komunitas, dan 

kelompok sosial. Prinsip keadilan distributive memberi pedoman 

kepada mereka yang memiliki otoritas dalam negara, organisasi sosial, 

serta kelompok-kelompok sosial lainnya agar mereka membagikan 

keuntungan dan beban negara, organisasi, komunitas, dan kelompok 
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sosial kepada seluruh anggotanya secara proporsional dengan 

kebutuhan, kemampuan, dan jasa seluruh anggota. Seorang pemimpin 

harus dapat membagikan secara proporsional beban dan 

tanggungjawabnya kepada seluruh anggotanya. Begitu pula 

keuntungan dan hasil yang diperoleh harus dibagikan secara 

proporsional kepada seluruh anggota. 

Dalam konteks pemerintahan, pemerintah harus mau 

membagikan beban dan keuntungan pemerintahannya kepada seluruh 

rakyat. Pemerintah harus berani mewajibkan rakyatnya mengerjakan 

segala sesuatu yang menjadi beban seluruh negara. Keberanian 

pemerintah itu didukung oleh tuntutan keadilan distributif. Sebaliknya, 

pemerintah juga harus bersedia membagikan segala keuntungan yang 

diperoleh. Pembagian keuntungan dapat berupa penyediaan fasilitas-

fasilitas bagi seluruh masyarakat. 

d. Keadilan Kontributif 

Keadilan kontributif menyatakan bahwa anggota organisasi, 

komunitas, dan kelompok sosial harus memberikan kontribusi atau 

sumbangan bagi organisasi, komunitas, dan kelompok sosial yang 

mereka ikuti. Besarnya kontribusi atau sumbangan harus proporsional 

dengan kemampuan mereka masing-masing. Keadilan kontributif 

menuntut setiap anggota agar peduli akan kesejahteraan bersama 

seluruh organisasi, komunitas, dan kelompok-kelompok mereka. 
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Sebagai contoh kewajiban warga negara untuk membayar pajak 

adalah bentuk pemenuhan tuntutan keadilan kontributif. 

Keadilan distributif dan kontributif saling berkaitan. Keadilan 

distributif memberikan tuntutan kepada pihak-pihak yang memiliki 

wewenang untuk memerintah dan mengatur negara, organisasi, dan 

kelompok sosial, sedangkan keadilan kontributif memberikan tuntutan 

pada anggota atau warga negara, organisasi, dan kelompok sosial. 

e. Keadilan Sosial 

Di samping setiap orang atau individu, setiap komunitas, atau 

kelompok sosial juga memiliki hak. Hak yang bersifat komuniter atau 

sosial tersebut harus dipenuhi sehingga terjadilah keadilan sosial. Jadi 

keadilan sosial adalah di mana komunitas atau kelompok 

mendapatkan apa yang menjadi hak dari komunitas atau kelompok itu. 

Keadilan sosial menyatakan bahwa kekayaan atau kesejahteraan suatu 

bangsa harus dibagikan secara proporsional kepada daerah-daerah, 

organisasi, komunitas, atau kelompok sosial yang dimiliki bangsa itu. 

Prinsip keadilan sosial menuntut bahwa kesejahteraan atau 

kekayaan suatu bangsa tidak hanya dinikmati oleh sebagian individu, 

keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial 

berusaha menyeimbangkan sektor-sektor msyarakat yang kuat dan 

yang lemah, daerah-daerah yang kaya dengan daerah-daerah yang 

miskin. Bahkan dalam skope yang lebih luas, keadilan sosial menuntut 
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bahwa negara-negara kaya harus memberikan bantuan kepada negara-

negara yang miskin. 

Prinsip-prinsip keadilan proporsional di atas memberikan jaminan 

kepada setiap individu atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki ha 

katas upah, kompensasi, atau bantuan untuk menuntut hak-hak mereka. 

Prinsip-prinsip ini juga mendesak mereka yang memiliki kewajiban untuk 

memberikan upah, hadiah, kompensasi, dan sumbangan agar mereka 

bersedia memenuhi kewajiban mereka. 

Prinsip-prinsip keadilan di atas, yaitu keadilan atributif, keadilan 

komutatif, keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan sosial 

adalah tuntutan-tuntutan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat 

hidup bersama dalam masyarakat. Tuntutan-tuntutan ini adalah mutlak bagi 

pengembangan martabat manusia. Maka tuntutan-tuntutan di atas harus 

dilindungi agar sungguh-sungguh dapat dipenuhi. Harus ada pihak luar yang 

mendesakkan prinsip-prinsip tersebut agar dipenuhi dan ditaati. Pelanggaran 

atas prinsip-prinsip keadilan di atas adalah pengrusakan atas kehidupan 

bersama, bahkan pengkhianatan atas martabat sosial manusia. Pelanggaran 

itu disebut kejahatan. Oleh karena itu untuk mengganti biaya kerusakan dan 

pengkhianatan atas martabat sosial dan kehidupan bersama tersebut, 

diterapkanlah hukuman atau retribusi, yaitu biaya yang harus dibayar oleh 

mereka yang melanggar dan merusak tatanan hidup bersama. Itulah yang 

disebut keadilan retributif atau keadilan punitif. 
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Keadilan retributif atau keadilan punitif adalah keadaan di mana 

pihak-pihak yang melanggar martabat manusia dan tatanan hidup bersama 

dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan 

mendapatkan hukuman atas pelanggaran mereka. Negara lewat lembaga 

peradilan, menetapkan besarnya hukuman yang harus ditanggung oleh si 

pelanggar tatanan hidup bersama. Di sini terlihat bahwa keadilan retributif 

merupakan penjaga dan penjamin terhadap dilaksanakannya prinsip-prinsip 

keadilan.39 

Perusak dan pelanggar prinsip-prinsip keadilan di atas harus di hukum 

agar mereka tidak melakukan pengrusakan dan pelanggaran lagi kelak di 

kemudian hari. Dengan demikian, martabat manusia dan tatanan hidup 

bersama akan terus terjaga di kemudian hari. Besarnya retribusi atau 

hukuman ditentukan selaras dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. 

Penentuan bentuk hukuman dilakukan oleh lembaga peradilan yang 

mewakili kepentingan masyarakat atau negara. 

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Juall beli secalral etimologis, bera lrti menuka lr halrtal denga ln ha lrtal. 

Seda lngka ln menurut terminologi juall beli aldalla lh persetujualn sa lling 

mengika lt alntalra l penjuall ya lkni pihalk ya lng menyera lhka ln a ltalu menjuall 

ba lralng da ln pembeli sebalga li pihalk ya lng membalya lr a ltalu membeli balralng 

ya lng di.jua ll. 

                                                             
39 Ibid, hlm. 16-17 
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Menurut R..Subekti mendefinisikaln juall beli alda llalh sua ltu perjalnjialn 

bertimball ballik dalla lm malna l pihalk ya lng sa ltu (si.penjuall) berjalnji untuk 

menyera lhka ln ha lk milik altals sua ltu ba lra lng seda lng piha lk ya lng la linnya l (si 

pembeli) berjalnji untuk membalya lr ha lrga l ya lng terdiri altals sejumlalh ualng 

seba lga li imballaln da lri perolehaln ha lk milik tersebut.40 

Menurut Sallim H.S, perjalnjialn juall beli alda llalh sua ltu perjalnjialn ya lng 

dibualt alnta lral pihalk penjuall daln pihalk pembeli. Di dallalm perjalnjialn itu 

pihalk penjuall berkewaljibaln untuk menyera lhka ln obyek juall beli kepaldal 

pembeli daln berhalk menerimal ha lrga l da ln pembeli berkewaljibaln untuk 

membalya lr ha lrga l da ln berhalk menerimal obyek tersebut.41 

Menurut Wirjono Prodjodikoro menya lta lka ln juall beli alda llalh sua ltu 

persetujualn dimalna l sua ltu pihalk mengika lt diri untuk waljib menyera lhka ln 

sua ltu ba lralng da ln piha lk la lin wa ljib membalya lr ha lrga l, ya lng dimufa lka lti merekal 

berdual. 

Seda lngka ln menurut Palsa ll 1457 KUHPerda ltal, pengertialn juall beli 

a ldalla lh sua ltu persetujualn denga ln malna l piha lk ya lng sa ltu mengika ltkaln dirinya l 

untuk menyera lhka ln sua ltu balra lng, da ln pihalk ya lng la lin untuk membalya lr 

ha lrga l ya lng telalh dijalnjikaln.  

Denga ln demikialn dalpa lt disimpulkaln balhwa l juall beli alda llalh sua ltu 

perjalnjialn ya lng mengika lt a lntalral piha lk penjuall daln pembeli dimalnal piha lk 

                                                             
40  R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1 
41 Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 49 
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pembeli membalya lr ha lrga l da lri obyek ba lralng, sementalra l piha lk penjuall 

menyera lhka ln obyek ba lra lng ya lng ditentuka ln. 

2. Syarat Sah.Jual Beli 

Juall Beli merupalka ln sua ltu perikaltaln, da ln mengenali sya lra lt-sya lra lt sa lh 

juall beli salmal denga ln sya lra lt sa lhnya l sua ltu perikaltaln alta lu perjalnjialn. Sya lra lt 

sa lh perikaltaln a ltalu perjalnjialn menurut KUHPerda ltal Pa lsa ll 1320, ya litu: 

a. Sepa lkalt pa lral pihalk ya lng mengika ltka ln dirinya l 

Sya lra lt perta lmal untuk sa lhnya l sua ltu perjalnjialn a lda llalh a lda lnya l sua ltu 

kesepalka ltaln a lta lu konsensus pa lda l pa lra l pihalk. Ya lng dima lksud denga ln 

kesepalka ltaln alda llalh persesua lialn kehenda lk alntalra l palra l pihalk dallalm 

perjalnjialn. Jaldi dallalm hall ini tidalk boleh aldalnya l unsur pema lksa laln 

kehendalk da lri sallalh sa ltu pihalk pa lda l pihalk lalinnya l. 

Sepa lkalt juga l dinalma lkaln sua ltu perizinaln, terjaldi oleh kalrenal kedual 

belalh piha lk sa lmal-sa lma l setuju mengenali ha ll-ha ll ya lng pokok da lri sua ltu 

perjalnjialn ya lng dia lda lka ln. Da llalm ha ll ini kedual bela lh pihalk menghenda lki 

sesua ltu ya lng sa lma l secalra l timball ba llik. Alda l lima l calra l terjaldinya l 

persesua lialn kehendalk, ya litu:42 

1. Ba lha lsa l. ya lng sempurna l da ln tertulis. 

2. Ba lha lsa l. ya lng sempurna l secalra l lisaln. 

3. Ba lha lsa l. ya lng tida lk sempurnal a lsa ll da lpalt diterimal oleh piha lk 

lalwa ln (kalrena l dallalm kenya lta la lnnya l seringka lli seseoralng 

menya lmpa lika ln denga ln balha lsa l ya lng tida lk sempurnal tetalpi 

dimengerti oleh pihalk lalwa lnnya l). 

4. Ba lha lsa l isya lra lt a lsa ll dalpa lt diterimal oleh piha lk lalwa lnnya l. 

                                                             
42 Ibid, hlm. 33 
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5. Dia lm altalu membisu, tetalpi a lsa ll dipalha lmi alta lu diterimal pihalk 

lalwa ln. 
 

b. Ca lkalp untuk membualt sualtu perjalnjialn 

 

Ca lkalp a lrtinya l a ldalla lh kemalmpua ln untuk melalkuka ln sualtu 

perbualta ln hukum ya lng da llalm ha ll ini alda llalh membualt sualtu perjalnjialn. 

Perbua ltaln hukum a lda llalh sega lla l perbua lta ln ya lng da lpa lt menimbulkaln 

a lkibalt hukum. Oralng ya lng ca lka lp untuk melalkuka ln perbualtaln hukum 

a ldalla lh oralng ya lng suda lh dewa lsa l. Ukura ln kedewalsa la ln aldalla lh berumur 

21 talhun sesua li denga ln pa lsa ll 330 KUHPerda ltal. 

Untuk melalkukaln perja lnjialn, tidalk semua l oralng dewa lsa l da lpa lt 

melalkukaln perbualtaln hukum, seperti disebutkaln dallalm palsa ll 443 

KUHPerda lta l: 

“Setialp ora lng dewa lsa l, ya lng sela llu beralda l da llalm kealda laln dungu, 

gila l alta lu maltal gelalp, ha lrus ditempaltkaln di balwa lh penga lmpualn, 

seka llipun ial kalda lng-ka lda lng ca lka lp mengguna lka ln pikiralnnya l. 

Seora lng dewa lsa l boleh juga l ditempaltkaln di balwa lh penga lmpualn 

ka lrenal keborosaln.” 

Selalin itu dallalm pa lsa ll 1330 KUHPerda ltal disebutkaln ba lhwa l oralng ya lng 

tidalk calka lp untuk melalkuka ln perjalnjialn alda llalh: 

1. Alna lk ya lng belum dewalsa l. 

2. Ora lng ya lng dita lruh di balwa lh penga lmpualn.  

3. Perempualn ya lng tela lh ka lwin dallalm ha ll.-.ha ll ya lng ditentukaln 

unda lng.-.unda lng da ln pa lda l umumnya l semual ora lng ya lng oleh 

unda lng.-.unda lng dila lra lng untuk membualt persutujualn tertentu. 
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c. Sua ltu hall.tertentu 

 

Sua ltu hall tertentu disebut jugal denga ln obyek perja lnjialn. Obyek 

perjalnjialn ha lrus jelals da ln ditentukaln oleh pa lra l pihalk ya lng da lpa lt berupal 

ba lralng ma lupun ja lsa l nalmun juga l da lpalt berupal tidalk berbualt sesua ltu. 

Obyek Perja lnjialn juga l bia lsa l disebut denga ln Presta lsi. Presta lsi terdiri 

a ltals:43 

1. Memberikaln sesualtu, misallnya l membalya lr ha lrga l, menyera lhka ln 

ba lralng. 

2. Berbua lt sesua ltu, misallnya l memperbaliki balra lng ya lng rusa lk, 

membalngun ruma lh, melukis sualtu lukisaln ya lng dipesa ln.  

3. Tidalk berbualt sesua ltu, misallnya l perja lnjialn untuk tidalk mendirikaln.  

4. Sua ltu balnguna ln, perja lnjialn untuk tida lk mengguna lka ln merek 

da lga lng tertentu. 
 

d. Sua ltu sebalb ya lng ha lla ll 

 

Di dalla lm Palsa ll 1320 Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum perda ltal tidalk 

dijelalska ln pengertialn seba lb ya lng ha llall. Menurut Albdul Ka ldir 

Muha lmmald, ya lng dima lksud denga ln sebalb ya lng ha lla ll alda llalh balhwa l isi 

perjalnjialn tersebut tidalk bertentalnga ln denga ln peralturaln perundalng-

unda lnga ln, kesusilala ln da ln ketertibaln umum. Sya lra lt pertalmal daln kedual 

merupalka ln sya lra lt subyektif kalrena l berkalitaln denga ln subyek perja lnjialn 

da ln sya lra lt ketiga l daln keempalt merupa lkaln sya lra lt obyektif kalrenal 

berkalitaln denga ln obyek perja lnjialn. 

                                                             
43 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 69 
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Da lri penjelalsa ln di a ltals da lpa lt disimpulka ln ba lhwa l sya lra lt pertalmal 

da ln kedual Pa lsa ll 1320 KUHPerda lta l disebut Sya lra lt Subjektif, kalrenal 

melekalt pa ldal diri oralng ya lng menjaldi subjek perjalnjialn. Alpa lbilal tidalk 

sya lra lt tersebut tidalk tepenuhi malkal perjalnjialn dalpa lt dibaltallkaln, 

sehingga l sela lmal pa lral piha lk tidalk membaltallka ln perjalnjialn malkal 

perjalnjialn malsih tetalp berlalku da ln memiliki kekualtaln hukum. Sya lra lt 

ketiga l daln keempalt Palsa ll 1320 KUHPerda ltal disebut Sya lra lt Obyektif, 

ka lrenal mengenali sesualtu ya lng menja ldi obyek perjalnjialn. Jikal sya lra lt ini 

tidalk terpenuhi, malkal perjalnjialn ba ltall demi hukum daln dia lngga lp sejalk 

semulal tidalk pernalh a ldal perjalnjialn. 

Selalin sya lra lt di a lta ls, pa lda l da lsa lrnya l sua ltu perjalnjialn ha lrus memualt 

beberalpa l unsur perjalnjialn ya litu:44 

1. Unsur esentiallial, seba lga li unsur pokok ya lng wa ljib a lda l da llalm 

perjalnjialn, seperti identitals pa lral piha lk ya lng ha lrus dica lntumkaln 

da llalm sua ltu perjalnjialn, termalsuk perja lnjia ln ya lng dila lkukaln jua ll 

beli secalra l elektronik. 

2. Unsur nalturallial, merupalka ln unsur ya lng dia lngga lp a ldal da llalm 

perjalnjialn wa llalupun tidalk ditualngka ln secalra l tegals da lla lm 

perjalnjialn, seperti itikald ba lik da lri malsing-ma lsing piha lk da llalm 

perjalnjialn.  

                                                             
44 R.Subekti, Op.Cit, hlm.20 
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3. Unsur alccedentiallial, ya litu unsur ta lmbalha ln ya lng diberika ln oleh 

pa lral piha lk dalla lm perjalnjialn, seperti kla lusulal ta lmbalha ln ya lng 

berbunyi “ba lralng ya lng suda lh dibeli tidalk da lpalt dikemballikaln”. 

3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli 

Alsa ls-a lsa ls ya lng terda lpalt dalla lm sualtu perja lnjialn umumnya l terdalpa lt 

da llalm perjalnjialn juall beli. Dallalm hukum perjalnjialn a ldal beberalpa l a lsa ls, 

secalra l umum alsa ls perjalnjialn a ldal limal ya litu: 

a. Alsa ls Kebeba lsa ln Berkontra lk 

Alsa ls Kebeba lsa ln Berkontra lk da lpa lt diliha lt dallalm Pa lsa ll 

1338 a lya lt 1 Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Perda ltal ya lng 

berbunyi “Semual perjalnjialn ya lng dibua lt secalral sa lh berlalku 

seba lga li unda lng-unda lng ba lgi merekal ya lng membua ltnya l”. Alsa ls 

Kebeba lsa ln berkontralk a lda llalh sua ltu a lsa ls ya lng memberikaln 

kebebalsa ln kepalda l palra l pihalk untuk: 

1. Membualt a ltalu tidalk membualt perjalnjialn. 

2. Menga lda lka ln perjalnjialn denga ln sia lpalpun. 

3. Menentukaln isi perjalnjialn, pelalksa lnala ln, da ln persya lra lta lnnya l, 

da ln 

4. Menentukaln bentuknya l perja lnjialn, ya litu tertulis altalu lisaln. 

Alsa ls kebebalsa ln berkontralk mempunya li a lrti balhwa l setialp 

ora lng boleh menga lda lkaln perjalnjialn alpa l sa ljal walla lupun belum 

a ltalu tidalk dialtur dalla lm undalng-unda lng. Alsa ls kebeba lsa ln 

berkontralk diba ltalsi oleh tiga l ha ll, ya litu tidalk dila lralng oleh 

unda lng-unda lng, tida lk bertentalnga ln denga ln kesusilala ln, da ln tidalk 

bertentalnga ln denga ln kepentinga ln umum. Da lri a ldalnya l ketentua ln 
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umum tentalng sa lhnya l sua ltu perja lnjialn dalpa lt disimpulkaln ba lhwa l 

pembualt Undalng-Unda lng pa lda l a lsa lsnya l memalng menga lkui 

kemungkina ln a ldalnya l perja lnjialn-perja lnjialn ya lng la lin da lri ya lng 

suda lh di sebutkaln da llalm perjalnjialn khusus da ln ini membuktikaln 

berlalkunya l a lsa ls kebebalsa ln berkontralk.45 

b. Alsa ls Konsensua llisme 

 

Alsa ls konsensuallisme dalpa lt dilihalt dalla lm palsa ll 1320 alya lt 

(1) Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Perdalta l. Da llalm pa lsa ll 

tersebut dinya lta lka ln balhwa l sa lla lh saltu sya lra lt a ldalnya l sua ltu 

perjalnjialn a ldalla lh alda lnya l kesepa lka ltaln da lri kedual belalh piha lk.46 

Alsa ls konsensuallisme menga lndung pengertia ln balhwa l sua ltu 

perjalnjialn pa ldal umumnya l tidalk dia lda lkaln seca lral forma ll 

melalinkaln cukup denga ln kesepalkalta ln alnta lral kedual belalh pihalk 

sa ljal. Kesepa lka ltaln merupalka ln persesua lialn a lntalra l kehendalk da ln 

pernya lta laln da lri kedual belalh pihalk. 

c. Alsa ls Mengika ltnya l Sua ltu Perjalnjialn 

 

Alsa ls ini terdalpa lt dallalm palsa ll 1338 alya lt (1) Kita lb Unda lng-

Unda lng Hukum Perda lta l dimalnal sua ltu perjalnjialn ya lng dibua lt 

secalra l salh berlalku sebalga li unda lng-unda lng ba lgi pembua ltnya l. 

Setialp ora lng ya lng membualt kontra lk, dia l terikalt untuk 

memenuhi kontralk tersebut kalrenal kontralk tersebut 

menga lndung ja lnji-jalnji ya lng ha lrus dipenuhi daln jalnji tersebut 

                                                             
45 J. Satrio, 1993, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Alumni, Bandung, hlm 36 
46 Salim H.S, Op.cit, Hlm 10 
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mengika lt palral pihalk sebalga lima lna l mengika ltnya l undalng-

unda lng. 

d. Alsa ls Itika ld Ba lik 

 

Perjalnjialn ha lrus dilalksa lnalka ln denga ln iktika ld balik (Palsa ll 1338 

a lya lt 3 KUHPerda lta l). Iktika ld balik a ldal dua l ya litu:47 

1. Bersifa lt obyektif, alrtinya l menginda lhkaln kepaltutaln daln 

kesusilala ln. Contoh, Al mela lkukaln perja lnjialn denga ln B 

membalngun ruma lh. Al ingin memalka li keralmik calp ga lja lh 

na lmun di palsa lraln ha lbis malka l diga lnti calp semut oleh B. 

2. Bersifa lt subjektif, alrtinya l ditentukaln sikalp ba ltin seseoralng. 

Contoh, Al ingin membeli motor, kemudialn da ltalngla lh B 

(penalmpilaln premaln) ya lng ma lu menjuall motor talnpa l suralt-

sura lt denga ln ha lrga l sa lnga lt muralh. Si Al tida lk malu membeli 

ka lrenal talkut bukaln ba lra lng ha lla ll altalu ba lralng tida lk lega ll. 

e. Alsa ls Kepriba ldialn 

Alsa ls ini merupalka ln alsa ls ya lng menentukaln balhwa l 

seseora lng ya lng a lka ln melalkukaln da ln a lta lu membualt kontra lk 

ha lnya l untuk kepentingaln perseora lnga ln sa ljal. Ha ll ini dalpa lt 

dilihalt dallalm pa lsa ll 1315 daln palsa ll 1340 KUHPerda lta l.  

Pa lda l pa lsa ll 1315 KUHPerda lta l berbunyi: “Pa ldal umumnya l 

seseora lng tida lk da lpalt menga lda lkaln perika ltaln a ltalu perjalnjialn 

selalin untuk dirinya l sendiri”. Inti ketentualn ini ba lhwa l 

seseora lng ya lng menga lda lka ln perjalnjialn halnya l untuk 

kepentingaln dirinya l sendiri.  

                                                             
47 Handri Rahardjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 
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Seda lngka ln bunyi pa lsa ll 1340 KUHPerda ltal ya litu: 

“Perjalnjialn halnya l berlalku alnta lral pihalk ya lng membualtnya l”. ini 

beralrti balhwa l perjalnjialn ya lng dibua lt oleh palra l pihalk ha lnya l 

berlalku alnta lral pihalk ya lng membualtnya l, nalmun ketentualn itu 

a ldal pengecua llialnnya l, seba lga limalna l ya lng terdalpa lt dallalm palsa ll 

1317 KUHPerda lta l ya litu: “Da lpa lt pulal perjalnjialn dialdalka ln 

untuk kepentinga ln pihalk ketiga l, bilal sua ltu perjalnjialn ya lng 

dibualt untuk diri sendiri, alta lu sua ltu pemberialn ora lng la lin, 

menga lndung sua ltu sya lra lt semalca lm itu”. Sedalngka ln da lla lm  

pa lsa ll 1318 KUHPerda lta l, tidalk halnya l menga ltur perjalnjialn diri 

sendiri, tetalpi juga l untuk kepentinga ln alhli wa lrisnya l da ln untuk 

ora lng-ora lng ya lng memperoleh halk da lri palda lnya l”. 

C. Tinjauan Umum tentang Aplikasi Digital 

Pa lda l eral digitallisalsi ya lng sema lkin ma lju dengaln ba lnya lknya l ra lga lm 

teknologi ya lng ca lnggih menja ldikaln publik menjaldi melek teknologi, da ln suda lh 

tidalk heraln lalgi pengguna la ln halndphone oleh malsya lra lka lt luals menjaldi hall ya lng 

tidalk bisa l terlepalska ln dallalm berbalga li urusa ln, misallnya l untuk komunikalsi, 

video calll, video meeting online, hingga l online tralnsalction. 

Selalin itu, Ba lnya lknya l fitur a lplikalsi halndphone ya lng bera lga lm, 

malsya lra lka lt semalkin mudalh mendalpaltka ln beralga lm informalsi, contohnya l: 

a lplikalsi berital, a lplikalsi galmes, a lplikalsi pembalya lra ln, a lplikalsi juall beli produk 

(e-commerce), daln malsih ba lnya lk la lgi. Ma lsya lra lka lt alka ln lebih jeli daln men-

detalil da llalm pencalrialn sua ltu produk sa lmpali denga ln menca lri promo menalrik 
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demi mendalpa ltkaln ya lng diinginka ln, sehingga l konsumen semalkin tertalrik 

untuk membeli produk ya lng diinginka ln. Ha ll ini menjaldi sebualh ta lntalnga ln ba lgi 

perusa lhala ln untuk meya lkinka ln malsya lra lka lt sebalga li konsumen dallalm memilih 

produk da lri perusalhala ln tersebut. 

1. Pengertian Aplikasi Digital 

Perkembalnga ln a lplikalsi berbalsis digita ll da llalm sistem operalsi mobile 

telalh menjaldi populalr. Progra lm a lplikalsi ya lng berjalla ln palda l sma lrtphone 

da ln talblet disebut alplikalsi mobile. Alplika lsi mobile bialsa lnya l 

dikembalngka ln da ln dioperalsika ln sesua li denga ln Sistem Operalsi merekal, 

da ln bialsa lnya l tersedia l da lri alplikalsi distribusi pla ltform, seperti Google Pla ly, 

Alpple Alpp Store. Popula lrita ls a lplikalsi mobile terus meningka lt, dimalnal 

pengguna la ln merekal telalh menjaldi sema lkin lalzim, da ln lebih ba lnya lk 

pelalngga ln selula lr ya lng mengguna lka ln a lplikalsi da lripalda l melalkukaln web 

browsing pa lda l peralngka lt merekal.  

Perkembalnga ln dunia l digitall kini mulali ba lnya lk menjalmur di berbalga li 

tempalt. Yalng ma lnal ra lncalnga ln digita ll tidalk halnya l mengha lsilka ln peralngka lt 

kerals sa lja l, tetalpi juga l peralngka lt luna lk ya lng diopera lsika ln oleh bralinwa lre. 

Sa llalh sa ltunya l a lda llalh pengemba lnga ln tenta lng a lpa l itu mobile alpps? Mobile 

alpps keba lnya lka ln dikembalngka ln untuk dipalsa lng di sma lrtphone a ltalu jalm 

digita ll. Mobile alpps sendiri dikembalngka ln oleh tenalga l ma lnusia l ya lng 

mengua lsa li bidalng IT, dima lna l di dalla lmnya l a ldal sistem pemrogralma ln 

seba lga li komponen utalma l dallalm pembalnguna ln sua ltu a lplikalsi. Pembualtaln 

a lplikalsi mobile ini memiliki tujualn ya lng bera lga lm, terga lntung denga ln 
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kebutuhaln sektor ya lng diinginka ln. Ba lnya lk sekalli berbalga li ka ltegori ya lng 

telalh memalnfa la ltkaln pengguna la ln mobile alpps seba lga li medial penya llur 

informalsi. Seperti sektor perbalnka ln, pemerintalha ln, pendidikaln, industri, 

malrketing, kesehalta ln daln lalin seba lga linya l. Pengguna la ln a lplikalsi 

sma lrtphone sendiri telalh membalntu ba lnya lk piha lk untuk menja llalnka ln 

pekerjalalnnya l seha lri-ha lri denga ln muda lh da ln efisien.48 

E-Commerce merupalkaln sua ltu sistem altalu pa lra ldigma l balru da llalm 

dunial bisnis, ya lng menggeser pa lra ldigma l perdalga lnga ln tra ldisionall menjaldi 

electronic commerce ya litu denga ln memalnfala ltkaln teknologi ICT 

(Informaltion alnd Communicaltion Technology), altalu denga ln ka lta l lalin 

teknologi internet. Definisi e-commerce secalra l umum: “Proses membeli, 

menjuall, balik da llalm bentuk balra lng, ja lsa l a ltalupun informa lsi ya lng dila lkuka ln 

melallui medial internet”.49 

Electronic commerce (EC) merupalka ln konsep ba lru ya lng bisa l 

diga lmba lrkaln seba lga li proses jua ll-beli balra lng a lta lu ja lsa l denga ln 

mengguna lka ln World Wide Web Internet altalu proses juall beli altalu 

pertukalra ln produk, jalsa l da ln informalsi melallui jalringa ln informalsi a ltalu 

a lplikalsi digitall.50 E-commerce merupalka ln tra lnsa lksi ya lng dila lkuka ln secalra l 

elektronik, salla lh sa ltu medial ya lng diguna lkaln da llalm e-commerce alda llalh 

                                                             
48  Tekno, Mobile Apps : Pengertian, Manfaat & Keunggulan Aplikasi Mobile (majapahit.id), 

diakses pada https://majapahit.id/blog/2021/03/17/apa-itu-mobileapps/#:~:text=Manfaat%20 

Aplikasi%20Mobile%201%20Sebagai%20sarana%20penyebar%20informasi,jarak%20jauh%20..

%205%20Meningkatkan%20Proses%20Bisnis%20, tanggal 11 Desember 2022, pukul 13.39 
49 Sri Haryanti, Tri Irianto, “Rancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Untuk Usaha 

Fashion Studi Kasus Omah Mode Kudus” Journal Speed Sentra Penelitian Engineering dan 

Edukasi, Vol.3 No.1, 2011, hlm. 10 
50  I Gusti Made Karmawan, “Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan dalam Proses 

Bisnis E-Commerce pada Perusahaan Amazon.com ComTech”, Vol.5 No.2, 2014, hlm.749 

https://majapahit.id/blog/2021/03/17/apa-itu-mobile-apps/#:~:text=Manfaat%20Aplikasi%20Mobile%201%20Sebagai%20sarana%20penyebar%20informasi,jarak%20jauh%20...%205%20Meningkatkan%20Proses%20Bisnis%20


49 
 

internet. Menurut Ka lrma lwa ln (Ja luhalri) e-commerce aldalla lh sua ltu jenis da lri 

mekalnisme bisnis secalra l elektronik ya lng memfokuskaln diri pa ldal tra lnsa lksi 

bisnis berbalsis individu denga ln mengguna lkaln internet (teknologi berbalsis 

jalringa ln digita ll) sebalga li medium pertukalra ln balra lng a ltalu jalsa l balik alnta lral 

dua l bualh institusi (business to business) da ln konsumen lalngsung (business 

to consumer), melewalti kendalla l rualng daln wa lktu ya lng sela lmal ini 

merupalka ln hall-ha ll ya lng domina ln.51 

E-commerce (electronic commerce) merupa lkaln tralnsa lksi komersiall 

ya lng dilalkuka ln alnta lral penjuall daln pembeli dimalna l palda l prosesnya l 

mengguna lka ln medial elektronik seperti internet ya lng seca lral fisik tidalk 

memerlukaln pertemualn pihalk ya lng bertralnsa lksi 52  Sedalngka ln menurut 

Da lvid Ba lum, E-commerce a lda llalh sa ltu set dina lmis teknologi, alplikalsi, da ln 

proses bisnis ya lng melibaltka ln perusalha laln, konsumen da ln komunitals 

tertentu melallui tralnsa lksi elektronik daln perda lga lnga ln ba lra lng, pela lya lna ln 

sertal informalsi ya lng disuguhka ln secalra l elektronik. Perkembalnga ln e-

commerce memungkinkaln keuntunga ln balgi konsumen da ln perusa lhala ln. 

Keha ldira ln internet sebalga li pendukung a lkses kemudalhaln da llalm 

berkomunikalsi di malsya lra lka lt menjaldi pelualng ba lgi piha lk-piha lk tertentu, 

seperti tidalk a lda lnya l ba lta ls wa lktu da ln rua lng da lla lm pemalsa lraln produk, 

penurunaln bia lya l opera lsiona ll, daln peningka ltkaln pa lngsa l pa lsa lr da lla lm negeri 

                                                             
51  Jaidan Jauhari, “Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan 

memanfaatkan e- commerce” Jurnal Sistem Informasi Vol. 2 No.1, 2010, hlm. 159-168 
52  Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: 

Magistra  Insania Press, 2004, hlm. 16 
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malupun lualr negeri merupalka ln bentuk pelualng a ltalu keunggula ln alktivita ls 

pengguna la ln internet balgi perusa lha laln. Seda lngka ln ba lgi konsumen, ma lnfala lt 

ya lng dida lpa lt ya litu kemudalha ln bertralnsa lksi ta lnpal terikalt rua lng da ln wa lktu, 

da ln kemudalhaln da lla lm proses pembalya lra ln elektronik (calshless) eba lga li a lla lt 

tralnsfer pembelialn produk ya lng diinginka ln. 

2. Manfaat Aplikasi Digital 

Mobile alpps pa ldal a lwa llnya l dibualt sebalga li sa lralna l penya llur informalsi 

seha lri-ha lri. Nalmun kalrenal ba lnya lknya l sektor ya lng mengguna lka ln mobile 

a lpps, malka l fungsi da ln ma lnfa la lt ya lng da lpalt dinikmalti pun berbedal-beda l. 

Bebera lpa l malnfa la lt pengguna la ln a lplika lsi mobile secalral umum a lda llalh seba lga li 

berikut: 

a. Seba lga li sa lra lnal penyeba lr informalsi, Alplika lsi mobile ya lng pa lling uta lma l 

a ldalla lh dikembalngka ln seba lga li medial informalsi, ba lik informalsi sekitalr 

hingga l di dunia l. Penyeba lra ln informalsi ini bisa l dilalkukaln denga ln 

mudalh denga ln a lda lnya l a lplikalsi mobile ya lng dira lnca lng berba lsis website. 

Contoh alplikalsi ya lng dikembalngka ln a lda llalh portall berital, malja llalh 

elektronik, daln lalin sebalga linya l. 

b. Membalngun bra lnd perusa lha la ln lewalt alplikalsi mobile, Balgi ya lng ba lru 

merintis perusalha laln, bisa l mulali mengemba lngka ln bralnd ya lng 

didirikalnnya l denga ln mengguna lka ln alplika lsi mobile. Sudalh ba lnya lk 

perusa lhala ln ya lng sela lin melalya lni pela lngga ln secalra l la lngsung, da ln juga l 

melallui mobile alpps. Contohnya l a lplikalsi perbalnkaln, alplikalsi 

supermalrket, daln malsih ba lnya lk la lgi. 
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c. Memudalhka ln pekerjalaln ma lnusial, Mobile a lpps memiliki malnfa la lt ya lng 

lebih untuk membalntu pekerjalaln ma lnusia l menjaldi lebih mudalh. 

Ba lnya lk dikemba lngka lnnya l a lplikalsi oleh pa lral developer, dengaln tujualn 

ya lng berbeda l-beda l. Alda l ya lng diguna lka ln untuk mengumpulka ln resep 

malsa lka ln, mencaltalt keualnga ln, menya llurka ln hobi, hingga l untuk menjua ll 

produk-produk da lga lnga ln. 

d. Menjallin komunikalsi ja lralk jaluh, Ma lnfa lalt ya lng bisa l kita l temukaln palda l 

pengemba lnga ln a lplikalsi mobile ya lkni da lpa lt menjallin komunikalsi a lntalr 

sesa lme balik itu jalra lk dekalt malupun ja lngka lualn ya lng lua ls. Ha ll ini bisal 

dilihalt denga ln a lplikalsi jejalring sosia ll seperti Fa lcebook, Twitter, 

Insta lgra lm Wha ltsa lpp daln la lin-la lin ya lng bisa l menghubungka ln a lntalra l 

sa ltu oralng denga ln ora lng la linnya l ya lng sa lling berinteralksi. 

e. Meningka ltka ln Proses Bisnis, Ketika l Alnda l bekerjal, Alplika lsi mobile 

da lpalt berguna l untuk bisal meningka ltkaln proses bisnis ya lng seda lng 

Alnda l ja lla lni. Misa llnya l, seperti a lplikalsi Wha ltsAlpp, Telegra lm da ln lalin 

seba lga linya l. Alda l ba lnya lk seka lli palra l pekerjal ya lng a lktig untuk 

mengguna lka ln a lplikalsi ini seba lga li medial pendukung pekerja laln da llalm 

berkomunikalsi.53 

D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas 

1. Pengertian Perseroan Terbatas 

Perseroa ln Terbaltals a lda llalh sua ltu ba ldaln intelektuall ya lng dicipta lkaln 

oleh hukum, ya lng terdiri da lri beberalpa l oralng individu ya lng berna lung 

                                                             
53 Tekno, Op.Cit 
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dibalwa lh sa ltu nalma l bersalmal dimalna l Perseroa ln Terbalta ls tersebut sebalga li 

ba ldaln intelektuall tetalp sa lmal da ln eksis meskipun a lnggota lnya l da lpa lt beruba lh-

uba lh.54 

Unda lng-unda lng Perseroa ln Terbalta ls dialtur dallalm Undalng-unda lng 

No.40 Ta lhun 2007. Pa lsa ll 1 alngka l 1 UUPT 2007, berbunyi:  

Perseroa ln Terbaltals ya lng sela lnjutnya l disebut perseroaln a ldalla lh balda ln 

hukum ya lng merupa lkaln persekutualn moda ll, didirikaln berda lsalrka ln 

perjalnjialn, melalkukaln kegia lta ln usa lha l denga ln moda ll da lsa lr ya lng seluruhnya l 

terbalgi da llalm sa lhalm da ln memenuhi persya lra lta ln ya lng ditetalpka ln dalla lm 

unda lng-unda lng ini serta l peralturaln pelalksa lna lalnnya l. 

Da lri deifinisi sebalga limalna l dimalksud Pa lsa ll 1 alngka l 1 UUPT No. 40 

Talhun 2007 dia ltals, ma lka l menurut Ridwa ln Kha lira lndy unsur-unsur ya lng 

melekalt pa ldal Perseroa ln Terbaltals a lda llalh:55 

1. Perseroa ln Terbalta ls a ldalla lh balda ln hukum. 

2. Perseroa ln Terbalta ls a ldalla lh persekutualn moda ll. 

3. Didirikaln berdalsa lrka ln perjalnjialn. 

4. Memiliki kegialta ln usa lhal. 

5. Moda llnya l terdiri dalri salha lm-sa lha lm. 

Da llalm sua ltu Perseroaln Terbaltals terdalpa lt orga ln-orga ln di dalla lmnnya l 

ya lng memega lng wewena lng da ln talnggung ja lwa lb malsing-ma lsing. Orga ln-

                                                             
54 Munir Fuady, 2002, Perseroan Terbatas dalam Paradigman Baru, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 2  
55 Ridwan Khairandy, 2009, Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, 

dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, hlm. 4 
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orga ln tersebut terdiri dalri Ra lpalt Umum Pemegalng Sa lha lm, Direksi daln 

Dewa ln Komisa lris. 

1. Ra lpalt Umum Pemega lng Sa lha lm 

Secalra l umum RUPS sebalga li orga ln Perseroa ln memega lng 

sega lla l wewena lng ya lng tida lk disera lhka ln kepalda l direksi da ln Dewa ln 

Komisa lris na lmun dalla lm baltals ya lng ditentukaln da llalm UUPT No. 

40 Talhun 2007 daln/a ltalu Alngga lra ln Da lsa lr Perseroaln sebalga lima lnal 

tercalntum dalla lm palsa ll 75 alya lt (1) UUPT No. 40 Talhun 2007. Oleh 

ka lrenal itu RUPS da lpa lt dikalta lkaln merupa lkaln orga ln tertinggi 

Perseroa ln. 

Denga ln wewena lng seperti dialta ls, RUPS mempunya li ha lk 

untuk memperoleh segalla l keteralnga ln ya lng berka litaln denga ln 

kepentingaln Perseroa ln dalri Direksi daln Komisalris.56 

2. Direksi 

Da llalm Pa lsa ll 92 alya lt (2) UUPT No. 40 Talhun 2007 

disebutkaln ba lhwal Direksi berwenalng menjallalnka ln pengurusa ln 

seba lga limalna l dimalksud pa ldal a lya lt (1) sesua li denga ln kebijalka ln ya lng 

dipalnda lng tepa lt, dallalm ba ltals ya lng ditentuka ln dallalm UUPT No.40 

Talhun 2007 da ln/a lta lu a lngga lra ln da lsa lr. Pengertia ln menjallalnka ln 

pengurusa ln, meliputi pengelolala ln da ln memimpin tuga ls seha lri-ha lri 

ya lkni membimbing daln membinal kegia lta ln a ltalu a lktifitals Perseroa ln 

                                                             
56 Richard Burton Simatupang, 2003, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm.7  
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kealra lh pencalpalia ln malksud da ln tujualn ya lng ditetalpkaln da llalm 

a lngga lra ln dalsa lr. Ha ll ni kemballi ditegalska ln dalla lm Penjelalsa ln Palsa ll 

92 a lya lt (2). Fungsi pengurusa ln, menuga lska ln Direksi untuk 

mengurus Perseroa ln ya lng a lnta lral lalin meliputi pengurusa ln sehalri-

ha lri dalri Perseroaln. Fungsi pengurusa ln ini denga ln sendirinya l 

menurut hukum memberi wewenalng kepa lda l Direksi “menjallalnkaln” 

pengurusa ln. Denga ln demikialn, direksi mempunya li ka lpa lsitals 

menjallalnka ln pengurusa ln Perseroaln na lmun tetalp terbaltals 

seba lga limalna l ditegalska ln da llalm Pa lsa ll 92 alya lt (2) UUPT 

No.40/2007 ya lng telalh dijelalskaln dia ltals. 

3. Dewa ln Komisa lris 

Definisi Dewaln Komisa lris dialtur dalla lm Palsa ll 1 alngka l 6 

UUPT No. 40 Ta lhun 2007, da lla lm ketentualn tersebut disebutkaln 

ba lhwa l Dewaln Komisa lris a lda llalh orga ln Perseroa ln ya lng bertuga ls 

melalkukaln penga lwa lsa ln seca lra l umum da ln/a lta lu khusus sesua li 

denga ln a lngga lra ln da lsa lr sertal memberi nalsehalt kepalda l Direksi. 

Kebera lda laln komisalris da llalm setialp Perseroa ln Terbaltals 

merupalka ln sua ltu kehalrusa ln. Ba lhka ln terha ldalp Perseroa ln Terbalta ls 

tertentu, aldal keha lrusa ln untuk memiliki pa lling sedikit 2 (dual) 

Komisa lris. 

2. Asas-Asas dalam Hukum Perseroan Terbatas 

Sa ltjipto Ralhalrdjo menga lta lkaln ba lhwa l a lsa ls hukum merupa lkaln 

jalntungnya l pera lturaln hukum daln memiliki posisi sebalga li ra ltio legis, ya lng 
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a lkaln memberikaln ba lntualn dalla lm memalha lmi peralturaln-pera ltura ln hukum.57 

Denga ln demikialn, alsa ls hukum bukalnlalh peralturaln ya lng bersifa lt nya lta l 

melalinkaln berupal sebualh pondalsi pikira ln altals kebenalra lm, doktrin altalu 

proposisi ya lng menda lsa lri lalhirnya l ka lida lh hukum ya lng diterjemalhka ln da llalm 

hukum positif. Begitu pulal dalla lm sistem hukum perusalhala ln perusalha la ln, 

sistem hukum ya lng diba lngun tida lk terlepals da lri a lsa ls-a lsa ls hukum ya lng 

mendalsa lrinya l seba lga li raltio legis dalri sistem tersebut.58 

Alpa lbila l dika lji secalral komprehensif, da llalm sistem hukum perusa lhala ln 

Indonesia l terdalpa lt a lsa ls-a lsa ls hukum ya lng dija ldika ln dalsa lr pembentukaln 

hukum perusalha la ln ya lng berla lku. 

1. Alsa ls Domisili  

Alsa ls Domisili alda llalh a lsa ls ya lng mengha lruska ln sua ltu balda ln 

usa lha l memiliki tempalt keduduka ln (domisili) berfungsi seka lligus 

seba lga li kalntor pusa lt sualtu balda ln usalha l. Domisili altalu tempalt 

kedudukaln ba ldaln usa lha l ini untuk mempermudalh sualtu ba ldaln 

usa lha l dalla lm mengalda lkaln hubunga ln hukum denga ln pihalk la lin. 

2. Alsa ls Kekelua lrga la ln 

Alsa ls kekelua lrga la ln ini merupalka ln sua ltu a lsa ls ya lng dinya lta lka ln 

secalra l konstitusionall da llalm UUD 1945 pa lda l Pa lsa ll 33 a lya lt (1) ya lng 

menyebutka ln ba lhwa l Perekonomialn disusun seba lga li usa lha l bersa lmal 

berdalsa lr a ltals a lsa ls kekelualrga la ln. Dima lksudka ln balhwa l dalla lm 

melalkukaln pengurusa ln perusa lha la ln, direksi, pemega lng sa lha lm da ln 

                                                             
57 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, 1996, Cet.IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.45-47 
58 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2002, Cet.III, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 

hlm.34   
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komisalris serta l ka lrya lwa ln ya lng bekerja l da llalm perusalha la ln dituntut 

untuk membalngun sistem kekelualrga la ln sebalga li ba lngsa l Indonesia l 

denga ln menghorma lti daln menjunjung tinggi kebera lga lmaln. 

3. Alsa ls Hukum Perja lnjialn 

Alsa ls Hukum Perjalnjialn dalpa lt ditemukaln dallalm pengertialn 

Perseroa ln Terbaltals seba lga li sa llalh sa ltu bentuk baldaln usa lha l ya lng 

berbalda ln hukum, da llalm Unda lng-unda lng PT 1995, Unda lng-unda lng 

PT 2007, daln UU Ciptal Kerjal 2020, ba lhwa l Perseroaln Terbaltals 

a ldalla lh balda ln hukum ya lng merupa lkaln persekutualn modall ya lng 

didirikaln berdalsa lrkaln perjalnjialn. Da lri definisi tersebut dalpalt 

diketalhui balhwa l PT sebalga li balda ln usa lhal didirikaln altals da lsa lr 

perjalnjialn ya lng dilalkuka ln oleh dual pihalk a ltalu lebih. 

Penga ltura ln tentalng perja lnjialn di a ltur da llalm Pa lsa ll 1313 

KUHPerda lta l ba lhwa l perjalnjialn a lda llalh sua ltu peristiwal di malna l 

seora lng berja lnji kepalda l ora lng la lin a lntalra l 2 (dua l) ora lng itu sa lling 

berjalnji untuk melalkukaln sesua ltu.59 

Da lri peristiwal ini timbul sua ltu hubunga ln perikaltaln.60 Berikut 

a ldalla lh alsa ls-a lsa ls umum da lla lm hukum perja lnjialn, ya lkni a lsa ls mora ll, 

a lsa ls kealdilaln, a lsa ls kepa ltutaln, a lsa ls kebialsa la ln, alsa ls keseimbalnga ln, 

a lsa ls konsensua llisme, alsa ls persa lma laln ha lk, a lsa ls proporsiona llitals, 

a lsa ls kepalstia ln hukum, alsa ls palctal sunt servalndal, alsa ls itikald ba lik 

(good falith) daln alsa ls kebebalsa ln berkontralk. 

                                                             
59 R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Prandnya 

Paramita, 2009, Jakarta, hlm.338 
60 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2003, Jakarta, hlm. 5  
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4. Alsa ls Sepalralte Lega ll Personallity 

Alsa ls ini seca lral konkrit da lpalt ditemukaln pa ldal Pa lsa ll 3 a lya lt (1) 

Unda lng-unda lng No. 40 Ta lhun 2007 tentalng Perseroa ln Terbaltals 

ya lng menentukaln Pemega lng Sa lha lm Perseroaln tidalk bertalnggung 

jalwa lb seca lral priba ldi a ltals perika ltaln ya lng dibua lt a ltals na lma l 

perseroaln da ln tidalk bertalnggung ja lwa lb alta ls kerugia ln Perseroaln 

melebihi salha lm ya lng dimilikinya l. Alsa ls ini merupalka ln kesa ltualn 

hukum ya lng terpisa lh dalri subjek hukum pribaldi ya lng menjaldi 

pendiri alta lu pemega lng sa lha lm dalri perseroa ln tersebut dikalrena lkaln 

a ldal sua ltu talbir (veil) pemisalh alnta lral perseroaln seba lga li sua ltu legall 

entity denga ln palra l pemegalng sa lha lm dalri perseroaln tersebut. 

3. Bentuk-Bentuk Perseroan Terbatas 

Sejalra lh penga lturaln mengena li Perseroaln Terbaltals di Indonesia l telalh 

menga llalmi beberalpa l perubalhaln da llalm bentuk balda ln hukum. Secalra l singka lt 

penga ltura ln dallalm Kita lb Undalng-unda lng Hukum Da lga lng (KUHD) ha lnya l 

dikenall 1 (sa ltu) bentuk, ya litu Perseroa ln Terbalta ls ya lng sifa ltnya l tertutup 

ya lng penulisalnnya l disingka lt denga ln “PT”. 61 Sementalral dalla lm Undalng-

unda lng No. 1 ta lhun 1995 tentalng Perseroa ln Terbaltals. Perseroa ln Terbaltals 

dibedalka ln menjaldi 2 (dual) ma lcalm, ya litu: 

1. Perseroa ln Terbalta ls Tertutup (PT), 

2. Perseroa ln Terbukal (PT. Tbk). 

                                                             
61 Mariam Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2011, 

hlm. 42 
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Kemudia ln dallalm Unda lng-unda lng No. 40 Talhun 2007 tentalng 

Perseroa ln Terbaltals sebelum lalhirnya l Unda lng-unda lng No. 11 Ta lhun 2020 

tentalng Cipta l Kerja l, bentuk-bentuk PT di Indonesia l dikenall menjaldi 3 (tiga l) 

jenis, ya litu: 

1. Perseroa ln Terbalta ls Tertutup (PT), 

2. Perseroa ln Terbukal (PT. Tbk) , 

3. Perseroa ln Publik (Persero). 

Setelalh lalhirnya l Unda lng-unda lng Ciptal Kerja l da ln Peraltura ln 

Pemerintalh No.8 Ta lhun 2021 tentalng Moda ll Da lsa lr Perusa lhala ln da ln 

Penda lftalra ln Pendirialn, Peruba lha ln, da ln Pembuba lraln Perusa lha la ln ya lng 

memenuhi Kriterial Usa lha l Mikro daln Kecil, terdalpalt talmba lhaln 1 (sa ltu) 

bentuk Perseroaln Terbaltals ya lng ba lru, ya litu: 

1. Perseroa ln Terbalta ls Tertutup (PT), 

2. Perseeroaln Terbukal (PT. Tbk), 

3. Perseroa ln Publik (Persero), 

4. Perseroa ln Peroralnga ln. 

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perseroan Terbatas 

Da llalm pengelolala ln Perseroaln Terbalta ls terdalpa lt beberalpa l prinsip 

ya lng dipedomalni a lntalral la lin: 

a. Sepalralte Entity daln Limited Lialbility 

Menurut hukum terjaldi pemisalhaln a lntalra l Perseroa ln denga ln 

pemega lng sa lha lm (sepalralte entity) terhitung seja lk Perseroa ln mendalpalt 

keputusaln pengesa lha ln da lri Kementeria ln Hukum da ln HAlM ya lng 

diga leriska ln palda l Pa lsa ll 9 a lya lt (1) Unda lng-unda lng Perseroa ln Terba ltals No. 
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40 Talhun 2007. Sejalk talngga ll pengesa lha ln tersebut, perseroaln terpisalh 

(sepalralte) da lri pemega lng sa lha lm. Pendiri da ln pengurus da ln seja lk sa lalt itu 

pulal perseroa ln berbedal (distimct) dalri person hukum ya lng la lin. 

Prinsip limited lialbility alda llalh prinsip ya lng menga lngga lp secalral 

umum pemegalng sa lha lm keball terhalda lp pertalnggung ja lwa lbaln priba ldi 

a ltals huta lng da ln perbualta ln melalwa ln hukum ya lng dila lkuka ln oleh 

Perseroa ln dilualr jumlalh investa lsi ya lng merekal setorkaln dalla lm bentuk 

sa lha lm. Limited lialbility palda l intinya l merupalka ln metode untuk 

melindungi pemega lng sa lha lm ba lik Perseroa ln terbukal malupun tertutup.62 

b. Prinsip Good Corporalte Governalnce 

Pelalksa lna la ln Good Corporalte Governalnce tidalk terlepals da lri 

perusa lhala ln ya lng memiliki balda ln hukum ya lng sa lh sesua li denga ln 

ketentualn Unda lng-unda lng. Meijers menya ltalka ln Ba lda ln Hukum itu aldalla lh 

meliputi ya lng menja ldi pendukung ha lk da ln kewa ljibaln begitu juga l 

pendalpa lt Loemalnn da ln E. Utrecht. 63  Ya lng menjaldi perhaltialn kital 

bersa lmal ba lhwa l ba ldaln hukum itu mempunya li keka lya la ln (vermogen) ya lng 

sa lmal seka lli terpisalh dalri kekalya la ln a lnggotalnya l, ya litu da lla lm hall balda ln 

hukum itu berupal korpora lsi. Ha lk da ln kewa ljibaln balda ln hukum sa lmal 

seka lli terpisalh da lri Ha lk da ln kewaljibaln a lnggota lnya l. 

Istila lh good corpora lte governa lnce muncul pa ldal a lkhir ta lhun 1980 

ya lng diperkena llkaln oleh Caldbury Committee dalla lm sua ltu lalpora ln ya lng 

dikenall denga ln Caldbury Report. Ka lta l governalnce sebalga li the a lctivity or 

                                                             
62 Daniel R. Kahan, Shareholder Liability For Corporate Torts: A Historical 

Perspective, Georgetown University Journal, Vol. 97, No. 4, 2009 
63 Chaidir ali, Badan Hukum, PT. Alumni Bandung, 2005, Bandung, hlm. 18  
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malnner of goverring, seda lngka ln a lrti da lri goverring seba lga li halving the 

power or right to govern.64  

Ma lka l good corporalte governalnce dia lrtikaln seba lga li sebua lh 

perusa lhala ln ya lng telalh dikelolal secalral balik daln didalsa lrka ln paldal prinsip-

prinsip falirness, alccountalbility, responsibility, tralnspalrency. Denga ln 

prinsip ini nilali perusalhala ln dalla lm jalngka l pa lnjalng a lka ln na lik talnpal 

menga lba likaln kepentinga ln stalkeholder ya lng la lin. Pemberla lkualn prinsip 

good corporalte governalnce merupalka ln lalngka lh penting memba lngun da ln 

memulihkaln kepercalya la ln publik terhalda lp perusa lhala ln.65 

Perusa lha laln Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l seha lrusnya l meneralpka ln 

prinsip-prinsip GCG berda lsa lrkaln pera ltura ln Menteri BUMN Nomor Per-

01/M-MBU/2011 pa lda l talngga ll 1 Algustus 2011 tentalng peneralpa ln 

pra lktik GCG pa lda l Ba lda ln Usa lhal Milik Nega lra l ya lng memualt hall-ha ll 

seba lga li berikut:66 

Secalra l umum terdalpa lt 5 (limal) prinsip da lsa lr dalri good corporalte 

governalnce ya litu:  

1) Tralnspalralncy (keterbukala ln informalsi) Keterbukala ln da llalm 

melalksa lnalka ln penga lmbilaln keputusaln da ln keterbukala ln da llalm 

                                                             
64  Tan Kamello dalam Sri Suyono, Perlindungan Hukum terhadap Karyawan dalam 

Rancangan Merger di antara BUMN, (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 

2003) 
65 Jonathan Crowter (ed), Good Corporate Governance, (New York: Oxford Advanced 

Learners Dictionary, 1995), hlm.515. 
66  Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER-01/M-MBU/2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Coprorate Governance. 
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mengemukalka ln informalsi ma lteriil da ln releva ln mengena li 

perusa lhala ln.  

2) A lccountalbility (alkuntalbilitals) Kejelalsa ln fungsi, struktur, sistem da ln 

pertalnggung ja lwa lba ln orga ln perusa lha laln sehingga l pengelola laln 

perusa lhala ln terlalksa lna l secalra l efektif. 

3) Responsibility (pertalnggungja lwa lba ln) Kesesua lia ln (kepa ltuhaln) 

didalla lm pengelolala ln perusalha laln terhalda lp prinsip korporalsi ya lng 

seha lt sertal peralturaln perundalnga ln ya lng berlalku. 

4) Independency (kemalndirialn) Sua ltu kea lda laln dima lnal perusa lha la ln 

dikelolal secalra l professionall talnpal benturaln kepentinga ln daln 

penga lruh/teka lnaln da lri pihalk malna ljemen ya lng tidalk sesua li denga ln 

peraltura ln daln perundalng-unda lnga ln ya lng berla lku da ln prinsip-

prinsip korporalsi ya lng seha lt. 

5) Falirness (kesetalra laln da ln kewa ljalraln) Perla lkua ln ya lng a ldil da ln setalra l 

di dallalm memenuhi halk-ha lk stalkeholders ya lng timbul berdalsa lrka ln 

perjalnjialn sertal peraltura ln perundalnga ln ya lng berla lku.  

Da llalm menjallalnka ln pengurusa ln Perseroa ln, Direksi Perseroaln ha lrus 

berpedomaln palda l prinsip-prinsip pengelolala ln Perseroaln a ltalu Perusa lha la ln 

ya lng ba lik. 

E. Tinjauan Umum tentang Good Corporate Governance 

Da llalm konteks perusalha la ln, istilalh corporalte governalnce dialsosia lsika ln 

denga ln kewa ljibaln direksi kepa ldal perusa lha laln untuk menjalmin ba lhwa l dirinya l 

a lkaln memenuhi semual kewaljibalnnya l sesua li denga ln kewaljibaln ya lng 
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dibebalnka ln kepalda lnya l da ln juga l menjalmin balhwa l kegia ltaln bisnis perusalhala ln 

tersebut alkaln dilalksa lna lkaln ha lnya l demi kepentinga ln perusalha laln sema ltal. 

Kemudia ln istilalh corporalte governalnce menjaldi lebih luals la lgi, tida lk 

ha lnya l meliputi kewaljibaln direksi terhaldalp perusalha la ln, tetalpi kewaljibaln direksi 

kepalda l perusalha la ln secalral keseluruhaln, ya lng meliputi pemegalng sa lha lm. Dalla lm 

ha ll ini direksi memberikaln jalminaln balhwa l perusalha laln a lkaln memenuhi seluruh 

kewa ljibalnnya l palda l palra l pemegalng sa lha lmnya l. Perusa lha laln alka ln dikendallikaln 

da ln dijallalnka ln oleh direksi ha lnya l denga ln tujua ln untuk mena lmbalh nilali 

kekalya la ln pemega lng sa lha lm.67 

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Menurut Sutaln Remy Sja lhdeini, corporalte governalnce alda llalh sua ltu 

konsep ya lng menya lngkut struktur perseroa ln, pembalgia ln tuga ls, pembalgia ln 

kewenalnga ln da ln pembalgia ln beba ln talnggung ja lwa lb da lri malsing-ma lsing 

unsur ya lng membentuk struktur perseroa ln da ln mekalnisme ya lng ha lrus 

ditempuh oleh malsing-ma lsing unsur da lri struktur perseroaln tersebut. 

Konsep ini juga l menya lngkut hubunga ln-hubunga ln a lnta lral unsur-unsur da lri 

struktur perseroaln itu, mulali da lri RUPS, direksi, komisalris, juga l menga ltur 

hubunga ln-hubunga ln a lntalra l unsur-unsur da lri struktur perseroaln denga ln 

unsur-unsur di lualr perseroaln ya lng pa lda l ha lkikaltnya l merupalka ln stalkeholder 

da lri perseroaln ya litu nega lra l ya lng sa lnga lt berkepentingaln a lkaln perolehaln 

pa ljalk dalri perseroaln ya lng bersa lngkuta ln da ln malsya lra lka lt luals ya lng meliputi 

pa lral investor public dalri perseroaln itu (da llalm hall perseroaln merupalkaln 

                                                             
67 Kala Anandarajah, The New Corporate Governance Code in Singapore, Journal of 

International Financial Markets, Volume 3(6), 2001, hlm.262 
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perseroaln publik) callon investor, kreditur, daln callon kreditur perseroaln. 

Denga ln demikialn da lpalt dikaltalka ln balhwa l corporalte governalnce merupalkaln 

sua ltu konsep ya lng lua ls.68   

Di Almerika l Serikalt, konsep corporalte governalnce itu sendiri lebih 

bermalkna l pa ldal ta lnggung ja lwa lb sosia ll perusa lha laln (sociall responsibility) daln 

perilalku etis palral stalkeholders ya lng dida llalmnya l termalsuk pa lral ka lrya lwa ln, 

pelalngga ln, supplier, kreditur, daln seba lga linya l. Di sini perusa lha la ln berperaln 

seba lga li trustee daln hubunga ln a lntalra l perusa lha laln denga ln pa lra l stalkeholder-

nya l ha lrus dida lsa lrkaln pa ldal kontralk sociall, di malnal perusa lhala ln secalra l morall 

terikalt palda l constituency staltues untuk memperhaltikaln seluruh kepentingaln 

da ln kelompoknya l.69 

Di Inggris, konsep corporalte governalnce dialsosia lsikaln denga ln 

pertalnggungja lwa lba ln daln kewa ljibaln direksi terkalit dengaln urusa ln finalnsia ll 

perusa lhala ln. Sistem hukum perusalha la ln Inggris menga lnut sistem tripalrtite 

ya lng terdiri dalri direksi, pemega lng sa lha lm, daln aluditor perusalha laln. Peralna ln 

pemega lng sa lha lm da ln aluditor a ldallalh untuk memalstikaln ba lhwa l direksi tidalk 

a lkaln mengguna lka ln kekua lsa lalnnya l untuk tujualn ya lng bertentalnga ln denga ln 

kepentingaln perusa lhala ln.70 

                                                             
68 Misahardi wilamarta, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

Perseroan Terbatas, Jakarta: Center for Education and Legal Studies, 2007, hlm. 2 
69 Saleem Sheikh, Introduction to the Corporate Governance Themed Issue, International 

Company and Commercial Law Review, Volume 9 (10), 1998, hlm.267 
70 Ibid. 
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“The 1992 Report of the Committee of the finalnciall A lspect of 

Corporalte Governalnce mendefinisikaln corporalte governalnce sebalga li 

“the system by which compalnies alre directed alnd controlled.”  

Da lri definisi dialtals da lpa lt dikaltalka ln balhwa l corporalte governalnce 

bermalkna l sebalga li sua ltu sistem dimalna l perusalha la ln itu dialralhka ln da ln 

dikendallikaln. The OECD (Orgalnisaltion for Economic Co-operaltion alnd 

Development) Corporalte Governalnce Principles of 1999 mendefinisikaln 

corporalte governalnce denga ln: 

“Corporalte governalnce involves al set of relaltionship 

between al compalny’s malnalgement, its boalrd, its shalreholder alnd 

other stalkeholder. Corporalte governalnce allso provides the 

structure through which the objectives of the compalny alre set, alnd 

the mealns of alttalining those objectives alnd monitoring 

performalnce alre determined”. 

Da lri pengertialn ya lng diberika ln oleh OECD (Orga lnisa lsi Kerja l Sa lmal 

da ln Pembalnguna ln Ekonomi) dalpa lt dikalta lkaln ba lhwa l pengelolala ln 

perusa lhala ln ya lng ba lik a ldalla lh menga lcu kepalda l a ldalnya l hubunga ln a lnta lral 

pihalk ma lnaljemen, direksi, pemega lng sa lha lm, daln juga l piha lk lalinnya l ya lng 

berkepentinga ln. 

“corporalte governalnce ya lng diguna lka ln oleh perusalha laln a ldallalh 

good corporalte governalnce als “the legall alnd pralcticall system of 

the exercise of power alnd control in the conduct of the business of 

al corporaltion including in palrticulalr the relaltionship almong the 

sha lreholders, the boalrd director, alnd its committees, the executive 

officers, alnd other constituencies (such als: employees, locall 

communities, maljor customers alnd suppliers).” 



65 
 

Corporalte governalnce ya lng umum diguna lka ln a ldalla lh corporalte 

governalnce sebalga li sistem hukum da ln pralktik untuk menjalla lnkaln 

kewenalnga ln da ln kontrol dallalm kegialta ln bisnis perusalhala ln. Kegia lta ln itu 

meliputi hubungaln khusus a lntalral pemega lng sa lha lm, komisalris, daln komite-

komitenya l, direksi, pejalba lt eksekutif, da ln kostituen lalinnya l (seperti: 

pega lwa li, malsya lra lka lt lokall, pelalngga ln, da ln pihalk supplier). 

Pa lra l palkalr da ln pralktisi dalla lm bidalng corporalte governalnce 

mendefinisikaln corporalte governalnce da llalm a lrti ya lng lua ls, merekal 

cenderung mendefinisikaln corporalte governalnce sebalga li “the institutions 

thalt influence how business corporaltions a lllocalte resources alnd returns” 

daln “the orgalnizaltion alnd rule thalt alffect expectaltions albout the exercise of 

control of resources in firms”. Palra l alhli ekonomi mendifinisikaln 

governalnce sebalga li “aln Institutionall fralmework in which integrity of the 

tralnsalction is decide”. Definisi-definisi corporalte governalnce dallalm alrti 

ya lng lua ls tida lk ha lnya l terfokus pa lda l a lturaln-a ltura ln forma ll daln institusi 

corporalte governalnce sa ljal, melalinka ln juga l mencalkup pra lktik-pralktik 

informall ya lng muncul ka lrenal tidalk lengka lpnya l a ltura ln hukum ya lng a lda l. 

Selalin itu definisi ini jugal tidalk meliputi pa ldal struktur internall tetalpi juga l 

lingkunga ln eksterna ll, termalsuk pa lsa lr sa lhalm da ln lalbour malrket, sistem 

kepalilitaln daln kebijalkaln pemerintalh tentalng persa linga ln usa lha l.71 

                                                             
71 Jeswald W. Salacuse, Corporate Governance, Culture and Convergence: Corporations 

American Style or with a European Touch”, European Business Law Review, Volume 14, 2003, 

hlm. 34  
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Pa lra l malna ljer perusalha la ln, pembualt kebijalka ln, daln Lalwyer, cenderung 

mengguna lka ln corporalte governalnce dalla lm alrti ya lng lebih sempit. Balgi 

merekal corporalte governalnce merupalka ln sua ltu sistem ya lng terdiri altals 

a lturaln-a ltura ln da ln institusi-institusi ya lng menentukaln kenda lli daln alra lh 

perusa lhala ln da ln juga l menjelalska ln tentalng hubunga ln a lnta lral pa lrtisipaln da lla lm 

sua ltu perusa lhala ln. The United Kingdom’s 1992 Caldbury’s Report juga l 

mendefinisikaln corporalte governalnce dalla lm alrti ya lng sempit ya litu seba lga li 

“the system by which businesses alre directed alnd controlled”. Da llalm 

pra lktiknya l definisi corpora lte governalnce da llalm alrti sempit ini lebih paldal 

fokus pa lda l struktur internall daln pelalksa lna la ln proses pembualtaln keputusaln.72  

Corporalte Governalnce dallalm alrti sempit paldal dalsa lrnya l berbicalral 

tentalng dua l alspek ya lkni governalnce structure altalu boalrd structure daln 

governalnce process alta lu governalnce mechalnism pa lda l perusa lhala ln. 

Governalnce structure alda llalh struktur hubunga ln pertalnggungja lwa lba ln daln 

pembalgia ln pera ln di alntalra l berbalga li orga ln utalma l perusalha la ln ya litu pemilik 

a ltalu pemegalng sa lha lm, penga lwa ls a ltalu komisalris, da ln pengelolal altalu direksi 

a ltalu ma lnaljemen. Sedalngka ln governalnce process membicalralka ln tentalng 

mekalnisme kerjal da ln interalksi a lktuall di alntalra l orga ln-orga ln tersebut.73  

Menurut Caldbury Committee, corporalte governalnce menga lcu paldal 

sistem dimalna l perusa lhala ln dialra lhkaln da ln dikontrol. Dewaln direksi ini 

bertalnggungja lwa lb untuk menga ltur perusa lha laln. Fungsi pemega lng sa lha lm 

                                                             
72 Ibid, hlm. 35 
73 Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di 

Perusahaan, Penerbit PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 2 
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a ldalla lh untuk memilih direksi daln a luditor untuk memalstikaln ba lhwa l 

penga ltura ln perusalha laln tersebut sesuali denga ln ketentualn ya lng berla lku. 

Pertalnggungja lwa lba ln dewa ln termalsuk juga l menyusun tujua ln straltegis 

perusa lhala ln, memimpin perusalhala ln denga ln ba lik, mengalwa lsi malna ljemen 

perusa lhala ln dalla lm kegialtaln bisnisnya l, da ln melalporka ln kepaldal pemega lng 

sa lha lm setialp bentuk kompensalsi ya lng diterimalnya l.74 

Denga ln demikialn seperti telalh dikemukalka ln dialtals ba lhwa l tidalk aldal 

definisi ya lng universa ll tertalng konsep corporalte governalnce. Konsep ini 

ha lnya l dika litkaln denga ln kewa ljibaln direksi terhalda lp perusa lhala lnnya l, ya lng 

menga lcu paldal penga lra lhaln da ln pengendallialn ya lng berdalsa lrka ln palda l sistem 

pertalnggungja lwa lba ln daln alkunta lbilitals boalrd secalra l kolektif, daln tidalk aldal 

sta lndalr formula l GCG ya lng efektif ya lng da lpa lt diteralpka ln da lla lm seluruh 

perusa lhala ln. Ka lrena l peneralpa ln sistem GCG a lka ln disesualika ln denga ln 

kealda la ln malsing-ma lsing perusa lha la ln. Untuk itu, malkal perusa lhala ln ha lrus 

memformulalsika ln stalndalr GCG mereka l sendiri berdalsa lrka ln kealda laln 

perusa lhala ln merekal malsing- ma lsing denga ln tetalp mengalcu palda l stalnda lr 

GCG ya lng berla lku di Indonesia l da ln stalnda lr Interna lsionall (best pralctices). 

Secalra l teoritis konsep Good Corpora lte Governalnce bukaln sesua ltu 

ya lng ba lru ba lgi ma lna ljemen perusalhala ln, tetalpi di Indonesia l konsep ini 

menjaldi fenomenal balru da llalm talta l kelolal perusalha laln semenjalk pa lscal krisis 

talhun 1977. Alwa llnya l konsep GCG di Indonesia l diperkenallkaln oleh 

pemerintalh Indonesia l da ln Internaltionall Monetalry Fund (IMF) da lla lm 

                                                             
74 Saleem Sheikh, Op.cit, hlm 268  
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ra lngka l economy recovery palsca l krisis. GCG merupa lkaln sua ltu sistem 

pengelolala ln perusalha la ln ya lng mencerminka ln hubunga ln ya lng sinergi a lnta lral 

malna ljemen daln pemega lng sa lha lm, kreditor, pemerintalh, supplier, daln 

sta lkeholder lalinnya l. 75 

Istila lh Corporalte Governalnce pertalmal ka lli diguna lkaln pa ldal 1970-a ln 

ketikal terdalpa lt beberalpal ska lnda ll korporalsi ya lng terjaldi di Almerikal Serika lt 

da ln beberalpa l tindalkaln perusa lhala ln-perusa lha laln di Almerika l Serikalt ya lng 

terlibalt dallalm kegialta ln berpolitik ya lng tidalk sehalt daln budalya l korupsi. 

Terjaldinya l kega lga lla ln perusalha laln berskalla l besalr, skalnda ll-ska lnda ll keualnga ln 

da ln krisis-krisis ekonomi di berbalga li Nega lra l telalh membualt balnya lk 

perusa lhala ln memusaltkaln perha ltialnnya l pa lda l pentingnya l peneralpa ln corporalte 

governalnce.76 

Good Corporalte Governalnce sebalga li sebualh lalnda lsa ln konseptuall 

merupalka ln lalngka lh malju dallalm pengelola laln perusa lhala ln. Denga ln 

meneralpkaln Good Corporalte Governalnce menga lndung a lrti ba lhwal 

perusa lhala ln tersebut dikelolal denga ln talta l kelolal ya lng memberikaln jalminaln 

berlalngsungnya l sistem daln proses penga lmbilaln keputusaln orga ln perusalha laln 

ya lng berla lndalska ln pa lda l prinsip kea ldilaln, tra lnspa lralnsi, bertalnggung ja lwa lb 

da ln alkunta lbel. 

                                                             
75 Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, hlm. 87-88 
76 Ridwan Khairandy Kamelia Malik, Good Corporate Governance: Perkembangan 

Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media Yogyakarta, 

Cet.I, Yogyakarta, 2007 hlm.60 
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2. Konsep Dasar Good Corporate Governance 

Setialp nega lra l memiliki corporalte governalnce code tersendiri ya lng 

menga ltur balga lima lna l perusalha la ln itu dikelolal da ln dia lralhka ln demi 

kepentingaln perusalha la ln itu sendiri. Daln secalra l teoritis halrus dialkui balhwa l 

denga ln melalksa lna lka ln prinsip GCG a lda l beberalpa l malnfa la lt ya lng bisa l dipetik, 

a lntalra l lalin:77 

1. Meningka ltka ln kinerjal perusalha laln melallui terciptalnya l proses 

penga lmbilaln keputusaln ya lng lebih ba lik, meningkaltka ln efisiensi 

operalsiona ll perusalhala ln, sertal lebih meningka ltka ln pelalya lna ln kepalda l 

stalkeholder. 

2. Mempermudalh diperolehnya l da lna l pembia lya la ln ya lng lebih muralh da ln 

tidalk rigid (ka lrenal fa lktor kepercalya la ln) ya lng pa lda l alkhirnya l a lka ln 

meningka ltkaln corporalte va llue. 

3. Mengemba llikaln kepercalya la ln investor untuk menalnalmkaln moda llnya l 

di Indonesia l. 

4. Pemega lng sa lha lm a lkaln meralsa l puals denga ln kinerjal perusa lhala ln kalrena l 

seka lligus a lka ln meningka ltkaln sha lreholder va llue da ln deviden. Khusus 

ba lgi BUMN a lka ln da lpa lt membalntu penerimala ln AlPBN teruta lmal da lri 

ha lsil priva ltisalsi. 

Konsep Good Corporalte Governalnce palda l intinya l a lda llalh: Perta lma l, 

internall ba llalnce alnta lr orga ln Perusa lha la ln RUPS, Komisa lris, da ln Direksi 

da llalm hall ya lng berka litaln denga ln struktur kelembalga la ln daln mekalnisme 

operalsiona ll ketiga l orga ln perusalha laln tersebut. Kedua l, externall ballalnce, ya litu 

pemenuhaln talnggung ja lwa lb perusalha laln sebalga li entitals bisnis dalla lm 

malsya lra lka lt da ln stalkeholders. 

                                                             
77 Nindyo Pramono, Op.Cit, hlm.84 
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Corporalte Governalnce terkalit lalngsung denga ln pembualtaln kebijalka ln 

publik kalrenal hukum, regulalsi, daln institusi-institusi ya lng a lda l merupalkaln 

sumber ya lng pa lling penting ba lgi pembentukaln keralngka l norma ltif taltal 

kelolal perusalha la ln di sua ltu Nega lra l. Peraltura ln perundalng-unda lnga ln di 

bidalng pa lsa lr moda ll, perseroaln terbalta ls, perbalnka ln, alsura lnsi, kepalilitaln alka ln 

mempengalruhi kebijalka ln da ln perilalku setia lp perusalha laln.  

Pembualt kebijalkaln publik memiliki talnggung ja lwa lb untuk 

memalstikaln a ldalnya l keseimbalnga ln a lnta lra l peraltura ln ya lng dibua ltnya l denga ln 

perjalnjialn ya lng dibua lt palra l pelalku palsa lr. Hukum da ln kua llitals 

pelalksa lna lalnnya l oleh lembalga l regula ltor da ln penga ldilaln merupalka ln ba lgia ln 

ya lng sa lnga lt esensiall balgi terwujudnya l good corporalte governalnce. 

3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Pemalha lmaln prinsip-prinsip da lsa lr Good Corporalte Governalnce 

sebenalrnya l merupa lkaln esensi ya lng sa lnga lt mendalsa lr dalla lm ralngka l 

implementalsi Good Corporalte Governalnce. Sallalh sa ltu lalngka lh ya lng 

bermalnfa lalt dalla lm peneralpa ln Good Corpora lte Governalnce alda llalh jikal kital 

melihalt prinsip-prinsip ya lng diberlalkuka ln oleh Orgalnisaltion for Economic 

Co-operaltion alnd Development (OECD) da ln diperguna lka ln oleh alnggota l itu 

sendiri. 

Prinsip-prinsip OECD ya lng berka litaln denga ln GCG menca lkup 5 

(limal) bidalng uta lmal ya litu, ha lk-ha lk pemega lng sa lha lm (the rights of 

shalreholders) da ln perlindunga lnnya l, perlalkua ln ya lng a ldil ba lgi seluruh 
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pemega lng sa lha lm (the equitalble trealtment of shalreholders), pera lna ln 

stalkholders dallalm corporalte governalnce (the role of stalkeholders in 

corporalte governalnce), pengungka lpa ln da ln tralnspa lralnsi (disclosure alnd 

tralnspalrency), daln talnggung ja lwa lb direksi daln komisalris (the responsibility 

of the boalrd) terhaldalp perusa lhala ln, pemega lng sa lha lm daln pihalk-piha lk ya lng 

berkepentinga ln lalinnya l.78   

Indonesia l mulali meneralpkaln prinsip Good Corporalte Governa lnce 

sejalk mena lndalta lnga lni letter of intent (LOI) denga ln IMF, ya lng sa lla lh sa ltu 

ba lgia ln pentingnya l a lda llalh penca lntumaln ja ldwall perba likaln pengelolala ln 

perusa lhala ln-perusa lha la ln di Indonesial. Seja llaln denga ln hall tersebut, Komite 

Na lsiona ll Kebijalka ln Corporalte Governalnce (KNKCG) berpenda lpa lt balhwal 

perusa lhala ln-perusa lha la ln di Indonesia l mempunya li talnggung ja lwa lb untuk 

meneralpkaln sta lndalr Good Corporalte Governalnce ya lng tela lh diteralpka ln di 

tingka lt Internalsiona ll. Nalmun wa llalu menya ldalri pentingnya l Good Corporalte 

Governalnce, balnya lk piha lk ya lng melalporka ln malsih rendalhnya l perusa lha laln 

meneralpkaln prinsip Good Corporalte Governalnce kalrena l doronga ln regulalsi 

da ln menghinda lri salnksi ya lng a lda l diba lndingka ln menga lngga lp prinsip 

tersebut sebalga li ba lgia ln dalri kultur perusa lha laln. Selalin itu, kewaljibaln 

peneralpa ln prinsip Good Corporalte Governalnce sehalrusnya l mempunya li 

penga lruh ya lng positif terhalda lp kua llitals la lpora ln keua lnga ln ya lng 

dipublikalsikaln. 

                                                             
78  Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Implementasi Good Corporate 

Governance dalam menyikapi bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan 

Komisaris Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No.6, 2003, hlm.26 
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Secalra l ringka ls prinsip-prinsip pokok corporalte governalnce ya lng 

perlu diperhaltikaln untuk terselengga lra lnya l pralktik alda llalh Kea ldilaln 

(falirness), Tra lnspa lra lnsi alta lu Keterbukala ln (Tralnspalrency), Alkunta lbilitals 

(A lccountalbility), daln Responsibilitals (Responsibility). 79  Prinsip-prinsip 

da lsa lr tersebut sifaltnya l tida lk mengikalt da ln memberikaln pedomaln kepaldal 

nega lra l-nega lra l untuk memperbaliki pengelola laln perusa lha laln di nega lra l 

merekal. Prinsip-prinsip itu alka ln diuralikaln seba lga li berikut: 

1. Kea ldila ln (falirness) 

Prinsip-prinsip OECD memualt secalral lua ls konsep kealdilaln denga ln 

dua l prinsip terpisalh. Prinsip perta lma l menya lta lka ln: “kera lngka l 

pengelolala ln halrus melindungi halk-ha lk pemega lng sa lha lm.” Secalra l 

umum, prinsip ini menga lkui alda lnya l ha lk kepemilikaln dalri pemega lng 

sa lha lm. Palral pemega lng sa lha lm tersebut memiliki halk untuk 

mengikutsertalka ln kepentingaln merekal da llalm perusalhala ln tersebut. 

Prinsip pertalmal ta ldi juga l menga lkui ha lk pemega lng sa lha lm untuk ikut 

sertal da lla lm penga lmbilaln keputusa ln penting ya lng dibua lt perusa lha laln, 

seperti pemilihaln direksi daln persetujualn a ltals proses merger a ltalupun 

a lkuisisi. Pengelolala ln pemega lng sa lha lm da llalm perusalha la ln juga l 

berkalitaln denga ln ha lk untuk turut sertal da llalm prosedur voting, da ln 

kemalmpualn pemega lng sa lha lm untuk memberikaln ga lga lsa ln-ga lga lsa ln 

                                                             
79 Misahardi Wilamarta, Op.Cit, hlm.2-3 
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da llalm ralpa lt pemegalng sa lha lm daln untuk menga lda lkaln RUPS lua lr 

bialsa l.80 

Prinsip kedual menya lta lkaln ba lhwal “keralngka l pengelola laln 

perusa lhala ln halrus da lpalt memalstika ln perla lkualn ya lng seta lral balgi pa lra l 

pemega lng sa lha lm, termalsuk pemega lng sa lha lm minoritals da ln a lsing. 

Semual pemega lng sa lha lm memiliki kesempa ltaln memperoleh ga lnti rugi 

a ltals pelalngga lra ln ha lk-ha lk mereka l”. Prinsip kedual ini menga ldung 

malkna l balhwa l hukum halrus melindungi ha lk pemega lng sa lha lm 

minoritals da lri pengguna la ln alset ya lng tida lk sesua li daln tra lnsalksi ya lng 

dilalkuka ln oleh pemegalng sa lha lm malyorita ls.81 

Prinsip kealdilaln ini dalpalt diwujudkaln alnta lral lalin denga ln 

membualt peralturaln perusa lhala ln ya lng melindungi kepentinga ln 

minoritals, membualt pedomaln perilalku perusalha laln (corporalte 

conduct) daln a ltalu kebijalka ln-kebijalka ln ya lng melindungi perusa lha laln 

terhalda lp perbualta ln buruk ora lng da llalm, self-dealling da ln konflik 

kepentingaln, menetalpkaln peraln da ln talnggung ja lwa lb direksi daln 

komite, termalsuk di da llalmnya l sistem remuneralsinya l, menya ljikaln 

informalsi secalra l wa ljalr (full disclosure), da ln mengedepalnka ln equall 

job opportunity.82 

 

 

                                                             
80 Hasnati, Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good 

Corporate Governance, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.66 
81 Ibid. 
82 Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Op.Cit, hlm. 27 
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2. Tralnspa lra lnsi a ltalu Keterbuka laln (Tralnspalrency) 

Prinsip keterbukalaln merupa lkaln prinsip ya lng penting untuk 

mencegalh terjaldinya l tinda lkaln penipualn (fralud). Menurut Ba lrry Al.K. 

Rider ”More disclosure will inevitalbly discouralge wrongdoing alnd 

albuse”. Denga ln pemberialn informalsi berda lsa lrkaln prinsip keterbukalaln 

ini, malka l da lpalt dia lntisipalsi terjaldinya l kemungkina ln pemega lng sa lha lm, 

investor, a ltalu stalkeholder ketika tidak memperoleh informalsi alta lu 

fa lktal malteriall ya lng a lda l.83 

Prinsip tralnspa lralnsi a ltalu keterbukala ln merupalka ln sallalh sa ltu 

unsur pokok peneralpa ln GCG da lla lm sua ltu perusalha laln ya lng 

merupalka ln kebutuhaln mutlalk da llalm pralktik corporalte ya lng modern.84 

 Keterbuka la ln bukaln ha lnya l kewa ljibaln ba lgi perusa lha laln publik 

ya lng a lka ln da ln telalh melalkukaln pena lwa lra ln umum, tetalpi juga l menja ldi 

ha lk investor. Perlindunga ln investor ha lnya l da lpa lt dicalpali melallui 

tralnspa lra lnsi. Keterbukala ln merupalka ln sya lra lt mutlalk ya lng ha lrus 

dipaltuhi oleh perusalha la ln publik. Tra lnspa lralnsi memungkinkaln 

investor untuk membualt keputusaln tentalng berinvesta lsi di perusalhala ln, 

a lpalka lh merekal membeli, menjuall, a ltalu memiliki investalsi menjaldika ln 

tralnspa lra lnsi sebalga li efek ya lng ba lik ba lgi investor. Oleh kalrenal itu, 

                                                             
83 Bismar Nasution, Jurnal Hukum Bisnis: Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate 

Governance, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 6 
84 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utomo, Bandung, 2005. 

hlm. 60 
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sebelum emiten melalkuka ln penalwa lra ln umum, emiten halrus 

mengungka lpka ln semua l informalsi mengena li hall tersebut.85 

Menurut Colin H.C Ba lcon, beberalpa l a lspek perusa lhala ln perlu 

diketalhui oleh palra l pemega lng sa lha lm da ln investor potensia ll da llalm 

menga lmbil keputusaln untuk investa lsi merekal, alspek-a lspek ya lng 

dimalksud a lntalra l lalin:86 

a. Net operalting profit 

b. Gross profit malrgin 

c. Prediksi Penjuallaln da lri metode ya lng sederhalna l sa lmpali metode 

ya lng ca lnggih ya lng dimiliki perusalhala ln. 

d. Eva llua lsi jenis daln tingka lt risiko ya lng timbul daln dihalda lpi oleh 

perusa lhala ln. 

e. Pena lmbalha ln modall ya lng diperlukaln alga lr dalpa lt mencalpali talrget 

perusa lhala ln. 

f. Keterga lntunga ln perusa lhala ln terhalda lp ora lng-ora lng perusa lha la ln 

ya lng menjalba lt altalu menduduki jalbalta ln-ja lba ltaln kunci. 

g. Informa lsi tentalng a lset-a lset tetalp perusalha la ln daln 

pengelolala lnnya l.  

Sega lla l bentuk informalsi seha lrusnya l dibukal kepa ldal publik 

denga ln a ldil. Informalsi tersebut halrus dipersialpka ln, dialudit daln 

kemudialn diungka lpka ln ke public melallui pembukualn ya lng 

berkuallitals denga ln memenuhi stalnda lr GAlAlP (Generallly 

A lccepted Aluditing Principle) daln best pralctices.  

Sega lla l bentuk informalsi halrus dibuka l kepalda l publik dengaln 

a ldil. Informalsi tersebut halrus dipersialpka ln, dialudit daln kemudialn 

                                                             
85 Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal di Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006, 

hlm.166 
86 Zulkarnain Sitompul, Jurnal Hukum Bisnis: Gagasan untuk memperkuat Sistem 

Perbankan, Volume 22, Nomor 6, 2003, hlm. 42 
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diungka lpka ln ke public melallui pembukujaln ya lng berkua llitals denga ln 

memenuhi stalnda lr GAlAlP (Generallly Alccepted Aluditing Principle) 

da ln best pralctices. Selalin itu aludit talhuna ln halrus dila lkukaln oleh 

a luditor independen dengaln tujualn untuk memberikaln jalminaln 

objektifitals pelalksa lna laln a luditnya l. Da ln ya lng tida lk ka llalh pentingnya l 

ya litu da llalm mengumumkaln informalsi ke publik, halrus dila lkukaln 

denga ln a ldil, tepalt wa lktu, daln efisien.87 

Pra lktik kegia ltaln usa lha l ya lng seha lt mensya lra ltka ln pentingnya l 

memegalng prinsip keterbukala ln (tralnspalrency) sehingga l 

malksima llisalsi lalba l perusa lhala ln tidalk menimbulkaln vested interest 

ya lng menga lra lh kepaldal memalksimallkaln kepentingaln pribaldi denga ln 

bialya l ya lng dibeba lnka ln kepa ldal perusa lhala ln. Tra lnspa lralnsi da llalm 

pengguna la ln dalna l perusa lhala ln sa lnga lt penting demi menjalga l 

keseimbalnga ln kepentinga ln-kepentinga ln ya lng a lda l, ba lik a lntalra l 

pemega lng sa lha lm da ln malna ljemen, malupun a lntalra l pemegalng sa lha lm 

pengenda lli daln pemega lng sa lha lm minoritals termalsuk investor non-

sa lha lm.88 

Di Almerikal Serika lt, Securities Exchalnge Committee 

menga ldopsi alturaln implementalsi Salrbalnes-Oxley 407 ya lng 

mengha lruska ln perusalha laln publik untuk membukal semual informalsi 

mengena li kealhlialn keua lnga ln komite aludit. Jikal perusa lha la ln publik 

                                                             
87 Hasnati, Op.Cit, hlm.74 
88 Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Op Cit hlm. 9 
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tidalk memiliki seoralng a lhli keua lnga ln, ma lka l perusa lhala ln tersebut halrus 

menjelalska ln a llalsa lnnya l.89 

Di sa lmping itu, Salrbalnes-Oxley 2002 section 407 mewaljibkaln 

SEC (Securities Exchalnge Committee) untuk mengesa lhkaln a lturaln 

ya lng memerintalhka ln issuer untuk membuka l informalsi a lpalka lh komite 

a luditnya l terdiri dalri kuralng lebih 1 alnggota l ya lng merupa lkaln a lhli 

keualnga ln. Sela lin itu, perusalha laln publik ya lng efeknya l dida lftalrka ln 

pa ldal SEC diwaljibkaln pulal untuk membukal bentuk corporalte 

governalnce ya lng dibua lt oleh malna ljemen daln dewa ln komisalris 

perusa lhala ln tersebut, sertal komposisi da ln a lhli finalnsiall da llalm komite 

a ludit. Menurut section 407, definisi alhli keua lnga ln ya lng a lda l da llalm 

komite aludit alda llalh seba lga li seora lng ya lng (i) memalha lmi prinsip-

prinsip alkunta lnsi dalla lm GAlAlP da ln la lpora ln keualnga ln, (ii) memiliki 

kemalmpualn untuk menilali alplikalsi umum dallalm GAlAlP mengena li 

a lkuntalnsi, (iii) memiliki penga llalma ln da ln menyia lpka ln, mengaludit, 

menga lna llisal, alta lu mengeva llua lsi la lporaln keualnga ln ya lng 

mengha ldirkaln isu-isu kompa lra lble ya lng ditemukaln da llalm lalpora ln 

keualnga ln perusa lha laln, (iv) memalha lmi kontrol internall daln prosedur 

da llalm pelalporaln keualnga ln, (v) mema lhalmi fungsi komite aludit.90  

3. Alkunta lbilitals (A lccountalbility) 

                                                             
89 Jillian M Lutzy, Analysis of the proposed NYSE Corporate Governance and audit 

Committee Listing Requirement, De Paul Bisnis & Commercial Law Journal, Volume 2, 2003, 

hlm. 115 
90 Adrian M.Morse Jr, Breaking the circle: the problem of Independent Directors Policing Public 

Company Financial Disclosure under the SEC’s new rules Governing Public Company Audit 

Committee, Annual Review of Banking and  Financial Law, Volume 23, 2004, hlm.706 
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Prinsip a lkuntalbilitals menya lta lka ln ba lhwa l keralngka l pengelola laln 

perusa lhala ln halrus memalstika ln pedomaln stra ltegis sua ltu perusalha laln, 

penga lwa lsa ln efektif altals pengelolala ln dewa ln pertalnggungja lwa lba ln 

kepalda l perusa lhala ln da ln pa lra l pemega lng sa lha lm. Prinsip ini berimplikalsi 

pa ldal kewa ljibaln hukum palra l direksi, ya lkni diisya lra ltka ln untuk 

menjallin  hubunga ln ya lng berba lsiska ln kepercalya la ln denga ln pemega lng 

sa lha lm daln perusalha laln. Direksi tidalk boleh memiliki kepentinga ln 

pribaldi da llalm menga lmbil keputusaln da ln bertindalk seca lral a lktif, ba lik 

da ln berdalsa lrkaln pa lda l informalsi ya lng diperoleh secalral menyeluruh.91 

Prinsip a lkuntalbilitals terdiri dalri a lspek ya lng menega lska ln ba lhwa l 

a ldal ja lminaln dihormaltinya l sega lla l ha lk pa lral stalkehoder, a ldalnya l 

kesempaltaln ba lgi palra l stalkeholder untuk mendalpa ltkaln ga lnti rugi ya lng 

efektif altals pelalngga lra ln ha lk-ha lk mereka l, dibukalnya l mekalnisme  

pengemba lnga ln prestalsi ba lgi pihalk stalkeholder ya lng berkepentinga ln, 

da ln alda lnya l a lkses ba lgi semua l pihalk untuk informalsi ya lng releva ln.92 

Prinsip a lkuntalbilitals ini diwujudkaln a lntalra l lalin denga ln 

menyia lpka ln la lpora ln keualnga ln (finalnciall staltement) denga ln a lkuralt, 

tepalt wa lktu; mengembalngka ln komite a ludit daln risiko untuk 

mendukung fungsi penga lwa lsa ln oleh dewaln komisalris; 

mengembalngka ln da ln merumuska ln kemba lli peraln da ln fungsi internall 

aludit daln risiko untuk mendukung funsi penga lwa lsa ln oleh dewaln 

komisalris; mengembalngka ln da ln merumuska ln peraln daln fungsi 

                                                             
91 Hasnati, Op.Cit, hlm.69 
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internall aludit sebalga li mitral bisnis stra ltegis berdalsa lrkaln best 

pralctices, menalnga lni sega lla l bentuk perselisihaln; penegalka ln hukum 

da llalm perusalhala ln (melallui sistem pengha lrga la ln da ln salnksi); 

pengguna la ln externall aluditor ya lng memenuhi sya lra lt (berbalsis 

profesionallisme).93 

Prinsip a lkuntalbilitals terkalndung kewa ljiba ln untuk menya ljika ln 

da ln melalporka ln sega llal tindalk talnduk da ln kegialta ln perusalhala ln di 

bidalng a ldministra lsi keualnga ln buka ln ha lnya l kepa lda l pemegalng sa lha lm 

tetalpi kepaldal semua l pihalk ya lng berkepentinga ln. Alkunta lbilitals juga l 

menya lngkut perlindunga ln da ln jalminaln kepalda l setialp pemega lng 

sa lha lm, alga lr da lpalt menya lmpa likaln halk sua lralnya l untuk berpalrtisipalsi 

da llalm RUPS ta lhunaln ma lupun RUPS la linnya l. Berka litaln denga ln ha ll 

itu, malkal keha ldiraln a lnggota l direksi da ln alnggota l komisa lris 

independen diperlukaln a lga lr da lpa lt mengha lsilkaln pengelola laln 

perusa lhala ln ya lng lebih bertalnggungja lwa lb da ln objektif. Melallui prinsip 

a lkuntalbilitals da lla lm Good Corporalte Governalnce, malka l pemisalha ln 

a lntalra l pemilik altalu pemega lng sa lha lm da ln pengurus da llalm ralngka l 

pengelolala ln perusalha la ln menjaldi jelals da ln tega ls.94 

Alkunta lbililitals ba lgi pengurus perseroa ln, beralrti pengurus 

perseroaln halrus memiliki talnggung ja lwa lb terhalda lp perseroaln daln 

pihalk la lin ya lng terka lit. Jikal dewaln direksi secalra l sungguh-sungguh 
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memegalng a lkunta lbilitalsnya l terha lda lp kepentinga ln pemega lng sa lha lm, 

malka l setialp a lnggota l dewaln halrus mewa lkili pemegalng sa lha lm da lripalda l 

malna ljemen. Direksi sesungguhnya l dipilih oleh pemega lng sa lha lm, 

tetalpi dallalm prosesnya l menyerupa li pemilihaln pa ldal pa lrtali dalla lm sualtu 

nega lra l, ya litu ma lna ljemen mengontrol proses voting daln memilih salla lh 

sa ltu nominalsinya l. Da lla lm pralktik good governalnce lebih menekalnka ln 

pa ldal penyedia laln sa lra lna l daln mekalnisme ya lng memberi dewaln 

perusa lhala ln independensi lebih besalr da lripalda l malna ljemen denga ln 

ha lralpa ln dewa ln a lkaln lebih mewalkili kepentinga ln pemegalng sa lha lm 

denga ln ba lik.95 

4. Responsibilitals (Responsibility) 

Prinsip responsibilitals mencalkup pa ldal ha ll-ha ll terkalit dengaln 

pemenuhaln kewaljibaln sosia ll perusa lha laln seba lga li ba lgia ln da lri 

malsya lra lka lt. Perusa lha la ln da llalm memenuhi pertalnggungja lwa lba lnnya l 

kepalda l palra l pemegalng sa lha lm daln stalkeholders  halrus sesua li denga ln 

hukum daln perundalng-unda lnga ln ya lng berlalku. Secalra l singka lt, 

perusa lhala ln ha lrus menjunjung tinggi supremalsi hukum (rule of lalw), 

a lntalra l lalin halrus mengikuti peraltura ln perpaljalka ln, peralturaln 

ketenalga lkerjala ln daln keselalma ltaln kerjal, pera lturaln kesehaltaln, 

peraltura ln lingkunga ln hidup, peralturaln perlindunga ln konsumen, daln 

lalra lnga ln pra lktik monopoli sertal persalinga ln usa lha l tidalk sehalt.96 

                                                             
95 Jesswald W. Salasuce, Op.cit, hlm 79 
96 Misahardi Wilamarta, Op.Ci, hlm. 70 
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Di sa lmping itu, orga ln perseroaln memiliki fungsi penga lwa lsa ln 

untuk memalstikaln penga lwa lsa ln ya lng efektif terhalda lp direksi ya lng 

ha lrus mempertalnggungja lwa lbka ln kebija lkaln ya lng dibua lt kepa lda l 

perusa lhala ln sertal pa lra l pemegalng sa lha lm. Pertalnggungja lwa lba ln kepa ldal 

perusa lhala ln merupalka ln sya lra lt ya lng ha lrus dijunjung tinggi oleh direksi, 

ka lrenal melallui corporalte opportunity ya lng dimiliki direksi, malkal 

direksi memiliki kesempaltaln ya lng luals untuk menga llihkaln 

keuntunga ln perseroaln untuk kepentingaln pribaldi. 97 oleh kalrenal itu 

check alnd ballalnce halrus diperhaltikaln. Direksi halrus menja llin 

hubunga ln da ln memupuk kepercalya la ln a lntalra l pemegalng sa lha lm, 

perusa lhala ln, daln stalkeholders.98 

Prinsip responsibilitals seoralng direksi perusa lhala ln tidalk ha lnya l 

bertuga ls semalta l-ma ltal untuk menjallalnka ln bisnis perusalha laln sehalri-

ha lri, membualt lalpora ln keualnga ln, mengikuti seluruh alturaln hukum 

ya lng berlalku, tetalpi jugal mengha lra lpkaln alga lr direksi dalpa lt memenuhi 

kehendalk malsya lra lka lt di lingkunga lnnya l da ln memenuhi kepentinga ln 

seluruh stalkehoders99  

Prinsip responsibilitals ini diwujudkaln denga ln kesa lda lraln ba lhwa l 

talnggung ja lwa lb merupa lkaln konsekuensi logis da lri a lda lnya l wewena lng, 

menya lda lri a lka ln alda lnya l ta lnggung ja lwa lb sosia ll, menghindalri 

penya lla lhguna la ln kekualsa laln, menjaldi profesionall dengaln tetalp 

menjunjung etikal da llalm menjallalnka ln kegia ltaln usa lha l, da ln 

                                                             
97 Ibid. 
98 Ibid, hlm. 71 
99 Munir Fuady, Op, Cit, hlm. 79 
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menciptalka ln daln memelihalra l lingkunga ln kegia lta ln usalha l ya lng 

seha lt.100 

Prinsip ini menga lndung prinsip ya lng mencerminkaln kinerjal 

pengelolala ln perusalha laln ya lng ba lik; halrus mengalku sta lkeholders daln 

mendorong kerja lsa lmal ya lng a lktif a lntalra l perusa lhala ln denga ln 

stalkeholders untuk menciptalka ln kemalkmuraln; halrus menciptalka ln 

kesempaltaln kerjal ya lng didukung oleh keseha ltaln finalnsia ll; halrus a lda l 

kerjalsa lmal a lntalra l perusa lhala ln denga ln stalkeholders ya lng sa lnga lt  

membalntu kinerjal perusa lhala ln da ln tindalka ln perusalha la ln, bertalnggung 

jalwa lb seca lral sosia ll.101  

Berba lga li nega lra l, perusa lha la ln da llalm menjallalnka ln kegia ltaln 

usa lha lnya l diwa ljibkaln  untuk menyedia lka ln jalsa l keseha ltaln da ln pensiun, 

mendorong keberalga lma ln ra ls da ln gender da lla lm pengguna la ln tena lga l 

kerjal daln pralktik promosi jalba ltaln, memberi dukunga ln finalnsiall ralma lh 

terhalda lp lingkunga ln, memformulalsi da ln menga ldopsi teknologi ya lng 

ra lmalh terhalda lp lingkunga ln. 102  Ba lhwa l ha lrus dipa lhalmi prinsip 

responsibilitals merupa lkaln istilalh ya lng berbedal denga ln a lkunta lbilitals. 

Prinsip responsibilitals lebih dikalitkaln denga ln ta lnggung ja lwa lb sosia ll 

perusa lhala ln (corporalte sociall responsibility) di malnal perusalha la ln 

seba lga li sua ltu institusi sosiall ya lng beralda l di tenga lh-tenga lh 

malsya lra lka lt. 

                                                             
100 Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, Loc.Cit 
101 Misahardi Wilamarta, Loc.cit. 
102 Hasnati, Op.cit, hlm. 72 
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Da llalm prinsip responsibilitals ya lng ditekalnka ln a ldalla lh 

perusa lhala ln ha lrus berpega lng kepa lda l hukum ya lng berla lku da ln 

melalkukaln kegia lta ln denga ln bertalnggung ja lwa lb kepa lda l seluruh 

stalkeholders daln kepa lda l malsya lra lka lt, denga ln tida lk melalkuka ln 

tindalka ln-tinda lkaln ya lng merugika ln pa lral stalkeholders alta lupun 

malsya lra lka lt. 103  Selalin itu perusalha la ln dalla lm memenuhi 

pertalnggungja lwa lba lnnya l kepa ldal pa lral pemega lng sa lha lm daln 

stalkeholders halrus sesua li denga ln hukum da ln perundalng-unda lnga ln 

ya lng berla lku. Da llalm menjallalnka ln kegia ltaln usa lha lnya l, perusa lha laln 

ha lrus menyedia lkaln jalsa l kesehaltaln, pendidikaln, tunjalnga ln 

kesejalhteralaln da ln pensiun ba lgi pa lra l ka lrya lwa lnnya l. Sela lin itu, 

perusa lhala ln juga l dituntut untuk tidalk ha lnya l tunduk kepa lda l Unda lng-

unda lng Perseroa ln Terbalta ls, tetalpi juga l tunduk pa ldal unda lng-unda lng 

ya lng la lin sepertu Undalng-unda lng Ketena lga lkerjala ln, Unda lng-unda lng 

Lingkunga ln Hidup, Unda lng-unda lng Alnti Monopoli daln Persa linga ln 

Usa lha l tidalk seha lt. 

Selalin itu perusalha laln da llalm memenuhi pertalnggungja lwa lba lnnya l kepa ldal 

pa lral pemega lng sa lha lm daln stalkeholders ha lrus sesua li denga ln hukum da ln 

perundalng-unda lnga ln ya lng berlalku. Da lla lm menjallalnka ln kegia ltaln usa lha lnya l, 

perusa lhala ln ha lrus menyedia lka ln jalsa l kesehalta ln, pendidikaln, tunjalnga ln 

kesejalhteralaln da ln pensiun balgi pa lra l ka lrya lwa lnnya l. Selalin itu, perusalha laln juga l 

dituntut untuk tidalk ha lnya l tunduk kepalda l UUPT sa lja l, tetalpi juga l tunduk pa ldal 

                                                             
103 Munir Fuady, Op.cit, hlm.79 
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unda lng-unda lng ya lng la lin seperti Unda lng-unda lng Ketena lga lkerja laln, Unda lng-

unda lng Lingkunga ln Hidup, Unda lng-unda lng Alnti Monopoli daln Persa linga ln 

Usa lha l tidalk seha lt. 

Pemerintalh memegalng pera lna ln penting ya lng mendukung denga ln 

menerbitkaln da ln memberlalkuka ln penga ltura ln ya lng mema ldali, misa llnya l tenta lng 

pendalfta lrn perusalha laln, pengungka lpa ln da ltal keualnga ln perusa lha la ln, sertal 

peraltura ln-pera lturaln tentalng ta lnggung ja lwa lb komisalris daln direksi. Nalmun 

perusa lhala ln memegaln ta lnggung ja lwa lb utalma l untuk melalksa lna lkaln sistem 

corporalte governalnce ya lng ba lik sa lnga lt beralrti ba lgi kepentinga ln-kepentinga ln 

pemega lng sa lha lmnya l, fina lnsirnya l (penya lnda lng da lna l) serta l ka lrya lwa lnnya l, da ln 

ba lgi perusa lhala ln itu sendiri. Perusalha la ln-perusa lha la ln halrus menga lntisipa lsi 

pemberlalkua ln ya lng lebih tega ls da lri peraltura ln perundalng-unda lnga ln ya lng a lda l, 

membaltalsi pemberlalkua ln peraltura ln perunda lng-unda lnga ln ya lng ba lru, serta l 

menga lntisipalsi penga lwa lsa ln malsya lra lka lt ya lng sema lkin talja lm terhalda lp tindalka ln 

da ln lalngka lh ya lng dia lmbil perusalha laln-perusa lha laln tersebut. 

F. Tinjauan Umum tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Keterbukaan Informasi publik sangat penting untuk mengetahui  

transparansi dan keterbukaan instansi atau perusahaan atas informasi material 

dan relevan mengenai instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu keterbukaan 

informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian ini agar 

penerapan aplikasi MyPertamina yang menjadi salah satu langkah untuk 

mendata dan bertransaksi dalam pendistribusian bahan bakar minyak berjalan 
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dengan baik dari tahap penerapan hingga pelaksanaannya sehingga 

pendistribusian sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran. 

Terciptanya keterbukaan informasi publik atau transparansi menjadi 

prinsip dasar  terwujudnya good corporate governance dimana Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) yang kemudian 

mengusulkan pengalihan penugasan kepada anak perusahaan yaitu PT. 

Pertamina Patra Niaga sesuai pasal 8 A Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2021, 

dan melalui siding Komite BPH Migas menjelaskan bahwa harapan kepada 

Pertamina meski dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, 

Pertamina (Persero) tetap bertanggung jawab atas komitmennya. Atas dasar 

tersebut menjadi acuan bahwa keterbukaan informasi sangat diperlukan dalam 

penelitian ini dan masyarakat dapat berperan melakukan pengawasan dalam 

penerapan aplikasi MyPertamina agar sesuai dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat.  

Penga ltura ln ha lk a ltals kebebalsa ln memperoleh informalsi publik sebalga li ha lk 

da lsa lr (balsic right) suda lh seha lrusnya l dija lmin dalla lm ketentualn konstitusi altalu 

unda lng-unda lng da lsa lr. Konstitusi merupalka ln pondalsi dimalna l hall-ha ll mendalsa lr 

ha lrus diletalkkaln da ln dia ltur, termalsuk di da llalmnya l ha lk a lsa lsi ma lnusia l. Ha lk 

a lsa lsi malnusia l merupalkaln ha ll niscalya l ya lng menyeba lbka ln malrta lbalt malnusia l 

termulialka ln.104 

                                                             
104 Muhammad Mihradi, Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2011, hlm (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 49 
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Secalra l teoritik, konstitusi balgi sua ltu nega lra l memiliki malkna l sa lnga lt 

penting. Di da lla lm konstitusi tercermin tujua ln bernega lral beserta l prinsip-prinsip 

ya lng ha lrus dia ldopsi guna l membaltalsi penyelengga lra laln Nega lra l da lri pra lktik 

otoriterialnisme. Perumusaln konstitusi sena lntialsa l diletalkka ln  dallalm semalnga lt 

demokralsi sehingga l ma lmpu merefleksika ln alpa l ya lng dina lmalka ln jiwal balngsa l 

(the nalsionall soul) a ltalu a lspiralsi otentik ba lngsa l (the genuine alspiraltion of 

naltion wide). Konstitusi alda l ya lng tertulis daln a ldal ya lng tida lk tertulis. 

Konstitusi tertulis disebut undalng-unda lng da lsa lr. Tertulis alrtinya l terkodifikalsi 

da llalm sa ltu dokumen. Tidalk tertulis bera lrti tersebalr dalla lm berbalga li altura ln, 

tidalk terdokumentalsi da llalm saltu dokumen a ltalu na lska lh. 

Terkalit dengaln kesepalka ltaln bersa lmal tentalng the rule of lalw da lpa lt 

dimalkna li sebalga li bentuk penyelengga lra la ln pemerintalhaln ya lng tunduk pa lda l 

konsepsi nega lra l hukum. Altura ln ma lin menjaldi prinsip hukum disepa lkalti pulal 

seba lga li hukum ya lng diba lngun seca lral legitimalte. Alrtinya l malmpu meralngkum 

kemaljemukaln ga lya l hidup daln orientalsi nilali sehingga l da lpa lt memberikaln peraln 

seba lga li kekualtaln integraltif malsya lra lka lt. Sya lra ltnya l meminjalm pemikiraln Jurgen 

Ha lberma ls ba lhwa l hukum tersebut ha lrus diha lsilkaln da lri proses demokra lsi 

deliberaltif. Sua ltu proses dimalnal pembentuka ln kebijalka ln da llalm bentuk hukum 

ditempuh melallui konsultalsi publik a ltalu diskursus publik. Ha lra lpa lnnya l terja ldi 

peningka ltaln intensitals pa lrtisipalsi wa lrga l nega lra l dalla lm pembentukaln a lspiralsi 
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da ln opini alga lr hukum ya lng diha lsilkaln pemerintalh semalkin mendekalti halra lpaln 

ya lng diperintalh.105 

Berkena la ln denga ln jalminaln hal ka ltals kebeba lsa ln memperoleh informalsi 

publik, tidalk dalpa lt dilepalska ln a lspek tela lalhnya l pa lda l politik hukum ya lng 

berlalku daln alka ln diberlalkuka ln terhaldalp kebijalka ln-kebijalka ln menya lngkut 

perlindunga ln terhalda lp halk memperoleh informalsi publik. Politik hukum 

da lpalt dimalkna li seba lga li legall policy ya lng a lka ln a lta lu telalh dila lksa lnalka ln 

secalra l na lsionall oleh pemerintalh Indonesial, ya lng meliputi: pertalmal, 

pembalnguna ln hukum ya lng berintikaln pembualtaln da ln pembalha lrualn 

terhalda lp malteri-ma lteri hukum alga lr da lpa lt sesua li denga ln kebutuhaln; kedual, 

pelalksa lna laln ketentualn hukum ya lng telalh da ln termalsuk penega lsa ln fungsi 

lembalga l da ln pembinala ln pa lral penega lk hukum.106 

Berda lsa lrka ln politik hukum, malkal a lra lh pembalnguna ln hukum 

bersumber dalri Pa lncalsila l sebalga li cita l hukum (rechts idee) seka lligus normal 

funda lmentall nega lral (stalalts fundalmentall norm) ya lng menga llir palda l baltalng 

tubuh palsa ll-pa lsa ll di da llalm UUD 1945 seba lga li konstitusi tertulis. 

Kententua ln UUD 1945 kemudialn dijalba lrkaln ke dallalm berbalga li bentuk 

Keteta lpaln Ma ljelis Permusya lwa lra ltaln Ra lkya lt (MPR) da ln pera lturaln 

perundalng-unda lnga ln di ba lwa lhnya l.107 

Jalminaln kebebalsa ln a lkses informa lsi publik tidalk halnya l disya lra ltka ln 

oleh Palsa ll 28F UUD 1945, tetalpi juga l mencerminkaln nilali-nilali Palnca lsilal, 

                                                             
105 Ibid, hlm. 50-51 
106 Ibid, hlm. 52 
107 Ibid, hlm. 58 
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khususnya l ketentualn tentalng keda lulaltaln ralkya lt (demokralsi). Kemudialn 

Keteta lpaln MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengena li halk alsa lsi malnusia l ya lng 

ditega lska ln dallalm Palsa ll 20 daln 21 untuk menjalmin balhwa l setialp ora lng 

berkomunikalsi, mencalri, memperoleh, memiliki, menyimpa ln, mengola lh daln 

menya lmpa lika ln informalsi melallui semual sa lluraln ya lng a lda l. Ha ll ya lng sa lmal 

juga l tertualng da lla lm UU No. 39 Ta lhun 1999 tentalng Ha lk Alsa lsi Ma lnusia l. 

Inga ltla lh balhwa l ha lk publik altals kebebalsa ln informalsi a ldallalh ba lgia ln da lri halk 

a lsa lsi malnusia l. Oleh ka lrenal itu, Pera ltura ln MPR No. IV/MPR/1999 “Ga lris 

Besa lr Ha llua ln Nega lra l Talhun 1999-2004”, ya lng tertua lng da lla lm Butir 9 

Alra lha ln Kebijalka ln Pembalnguna ln Perunda lng-unda lnga ln Na lsiona ll, ba lhwal 

perlindunga ln daln pemenuhaln ha lk alsa lsi malnusia l perlu diperkualt. Juga l pa ldal 

talhun 1999, UU No. 25 tentalng Progra lm Pembalnguna ln Na lsiona ll (Propena ls) 

disa lhkaln, memalksa l pemerintalh da ln DPR untuk menyusun Unda lng-Unda lng 

tentalng Keterbukala ln Informa lsi da ln Tralnspa lralnsi.108 

Menginga lt, kalrena l ga lris-ga lris Ha llua ln Nega lra l (GBHN) tida lk dikenall 

sejalk ta lhun 2004, menurut Saltya l Alrina lnto, orientalsi politik hukum ke depaln 

didalsa lrka ln pa ldal Pera lturaln Presiden (Perpres) Nomor 7 Ta lhun 2005 tentalng 

Pera lturaln Perunda lng-unda lnga ln Na lsiona ll Ta lhun 2004. Jalngka l Menenga lh 

Rencalna l Pengembalnga ln -2009. Sa lla lh sa ltu keppres dimalksud menga ltur 

tentalng penyempurna la ln mualtaln hukum (malteri), struktur hukum (institusi), 

                                                             
108 Ibid, hlm.59  
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da ln budalya l hukum (culture) ya lng juga l menjalwa lb kebutuhaln keterbukala ln 

da ln alkses informa lsi publik.109 

Da lri berbalga li ketentualn di alta ls ba lhwa l kebijalka ln hukum untuk 

melalksa lnalka ln almalna lt tersebut ke depaln ha lrus berupal undalng-unda lng ya lng 

menjalmin kebebalsa ln informalsi publik. Ha ll ini juga l berimplikalsi, tidalk 

ha lnya l sebalga li pelalksa lna laln a lmalnalt konstitusi, tetalpi sebalga li a llalt untuk 

memaljukaln pemberalntalsa ln korupsi, ka lrena l ha lk tersebut jugal dija lmin dallalm 

Unda lng-Unda lng Nomor 28 Talhun 1999 tentalng Penyelengga lra la ln Nega lral 

ya lng Bersih da ln Beba ls Korupsi. Ha lk a lta ls informalsi juga l dija lmin dallalm 

Unda lng-Unda lng Nomor 31 Ta lhun 1999 tentalng Pemberalntalsa ln Tindalk 

Pida lnal Korupsi. Menurut pemalha lmaln konstitusi, jalminaln a lkses informalsi 

publik ya lng bebals telalh menjaldi halk funda lmentall ya lng ha lrus ditentukaln 

da llalm peralturaln perundalng-unda lnga ln ya lng menda lsa lrinya l. 

Jalminaln alta ls kebebalsa ln informalsi publik telalh dialkui daln dijalmin 

da llalm berbalga li peralturaln perundalng-unda lnga ln. Ha ll ini merupalkaln talnda l 

ba lhwa l pemerintalh berkomitmen terhalda lp demokraltisalsi, penghorma ltaln 

terhalda lp supremalsi hukum daln terwujudnya l good governa lnce. Selalin untuk 

menjalmin alkses publik terhalda lp informalsi, berbalga li pera lturaln perunda lng-

unda lnga ln ya lng berlalku menyeimba lngka ln keberalda laln peralturaln tentalng ha ll-

ha ll ya lng buka ln merupalka ln pengeta lhualn publik, seperti ralha lsial da lga lng. 

Meskipun ha lk a lkses beba ls a ltals informa lsi publik dijalmin dalri taltalra ln 

konstitusi hingga l pera ltura ln perundalng-unda lnga ln, ma lsya lra lka lt malsih 

                                                             
109 Ibid. 
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kesulitaln da llalm menga lkses informa lsi. Ha ll ini diya lkini diseba lbka ln oleh 

beberalpa l ha ll, ya litu: Perta lmal, pera lturaln ya lng berlalku seringka lli tidalk 

konsisten; Kedual, a lrtikel ralha lsia l itu fleksibel daln memungkinkaln 

interpretalsi ya lng a lmbiva llen. Ketigal, perjalnjialn tra lnspalra lnsi ha lnya l 

memberikaln jalminaln umum tetalpi tidalk menentukaln mekalnisme 

penega lka lnnya l, termalsuk pemulihaln ya lng tersedial daln konsekuensi jikal halk 

tersebut dilalngga lr.110  

                                                             
110 Ibid, hlm 60 
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BAB III  

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBELIAN BBM MELALUI APLIKASI 

MYPERTAMINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

A. Implementasi Sistem Pembelian BBM melalui Aplikasi MyPertamina 

ditinjau dari Prespektif Good Corporate Governance 

Pa lda l eral modern salalt ini memiliki sebualh tralnsporta lsi kendalra la ln 

bermotor menjaldi sebua lh kewaljibaln a lga lr dalpa lt mempermudalh melalkukaln 

kegia ltaln da ln mempersingka lt wa lktu tempuh dalla lm bepergialn kemalnalpun, 

untuk mengguna lka ln tra lnsportalsi kendalra laln bermotor membutuhkaln balhaln 

ba lkalr ya lng berfungsi untuk menggera lkka ln mesin alga lr da lpalt melalju denga ln 

lebih cepalt, selalin itu tipe kendalra la ln memiliki jenis balha ln ba lkalr ya lng berbeda l-

bedal. Penyedia l balha ln balkalr di Indonesial PT. Pertalminal (Persero) merupalka ln 

sua ltu perusa lhala ln milik nega lral ya lng dimiliki sepenuhnya l oleh pemerintalh 

Indonesia l da ln kalrenalnya l tida lk memperda lga lngka ln sa lha lmnya l di Bursa l Efek 

Indonesia l (BEI).111 

Di sisi lalin eral digitall di tengalh malsya lra lkalt memudalhka ln kital untuk 

bertralnsa lksi dallalm saltu gengga lma ln ya litu melallui smartphone. Alwa llnya l ya lng 

ha lnya l seba lga li a llalt komunikalsi da ln interalksi sosia ll jalra lk jaluh, fungsi 

smalrtphone sa la lt ini bukaln ha lnya l a lla lt komunikalsi na lmun memiliki inova lsi 

teknologi ya lng sema lkin luals denga ln bera lga lm a lplikalsi, sa llalh sa ltunya l a lplikalsi 

pembalya lra ln ya lng da lpa lt diunduh daln kemudialn da lpalt diguna lka ln seba lga li alla lt 

                                                             
111 Danila Devina, Jurnal e-Proceeding of Management: Pengaruh Promosi melalui aplikasi 

MyPertamina terhadap keputusan pembelian bahan bakar Pertamax di masyarakat Kota Bandung, 

Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm.2 
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bertralnsa lksi lebih mudalh da ln talnpa l mengguna lka ln ualng tuna li ya lng dikena ll 

denga ln istilah calshless. 

Prinsip-prinsip ta ltal kelolal perusalha la ln ya lng ba lik telalh dipralktikkaln sejalk 

perusa lhala ln didirikaln. Kepemilikaln izin, ba ldaln usa lha l (direktur altalu pejalbalt) 

a ldalla lh bukti balhwa l talta l kelolal perusalha la ln ya lng ba lik telalh diikuti palda l tingka lt 

minimall. Na lmun, alpa lka lh pengurusa ln izin, direksi, direktur daln ha ll-ha ll lalin 

terkait Perseroaln telalh dila lkukaln sesua li denga ln prinsip-prinsip GCG? Tentu 

sa ljal ja lwa lbalnnya l tida lk. Ya lng esensia ll halnya l dimiliki oleh sifalt pendirialn a ltalu 

pengopera lsia ln bisnis, dallalm hall ini kebutuhaln ya lng dima lksud a lda llalh 

kehalrusa ln da ln wa ljib dipenuhi (malndaltory).112 

Tentu saljal, bisnis Perusa lhala ln berlalngsung da lla lm bentuk daln formulal 

sta lndalr da ln dilalkuka ln sesua li denga ln sta lndalr seperti malna ljemen, perizinaln, 

ka lrya lwa ln, perjalnjialn pihalk ketiga l, modall da ln altura ln internall Perusa lhala ln (bialsa l 

disebut Alngga lra ln Da lsa lr) sertal ha ll lalinnya l ya lng bersifa lt keha lrusa ln daln wa ljib 

dipenuhi sebalga li pera lngka lt/orga ln perusa lha laln. Seperti ha llnya l ma lkhluk hidup, 

setialp malkhluk hidup selallu memiliki orga ln da lsa lr ya lng ha lrus a lda l (misa llnya l 

jalntung, ota lk, ginja ll, ha lti, daln lalin-la lin). 

Talta l kelolal perusa lhala ln ya lng ba lik (Good Corporalte Governalnce) di PT. 

Pertalminal (Persero) disusun da llalm pedomaln ta ltal kelolal perusalha laln PT. 

Pertalminal (Persero), ya lng dida llalmnya l menga ltur tentalng susuna ln ba ldaln taltal 

kelolal perusalha la ln (RUPS, Direksi da ln Dewa ln Komisi), proses ta lta l kelolal 

perusa lhala ln, sertal ba ldaln pendukung ta lta l kelolal perusalha laln. 

                                                             
112 Harold Fayol Lumempouw, Jurnal Lex Administratum: Kajian tentang Kerangka Hukum 

Nasional dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia, Vol.III, 

2015, hlm. 88 
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Selalin itu, dallalm ralngka l peneralpa ln taltal kelolal ya lng ba lik, PT Pertalminal 

(Persero) juga l membalngun sinergi denga ln Komisi Pemberalntalsa ln Korupsi 

(KPK) seba lga li ba lgia ln dalri kerjalsa lmal untuk mencega lh tindalka ln korupsi ya lng 

terjaldi di lingkunga ln perusa lha la ln. 

Seba lga li penyedia l energi di Indonesia l, Pertalminal ha lrus sena lntialsal 

melindungi daln menyela lmaltka ln kekalya la ln nega lra l ya lng dikelolal Perta lminal di 

sega lla l bidalng da ln mengoptimallkalnnya l sebesa lr-besa lrnya l untuk kepentinga ln 

malsya lra lka lt, ba lngsa l, da ln nega lra l. Seba lga li ba lgia ln da lri kerjalsa lmal ini, Pertalminal 

selallu memintal balntualn Komisi Pembera lntalsa ln Korupsi untuk membalntu 

memalntalu pelalksa lnala ln progra lm daln proyek stra ltegis di sektor hulu daln hilir 

miga ls untuk memalstikaln semual progra lm da ln proyek stra ltegis tersebut berjallaln 

lalnca lr daln konsekuen denga ln tujualn ya lng ditetalpka ln oleh pemerintalh.113 

Alda lnya l a lplikalsi MyPertalminal diha lralpka ln memudalhka ln malsya lra lka lt 

da llalm melalkuka ln tralnsa lksi pembelialn BBM. Rea llitalnya l pa lda l a lwa ll mulal 

diberlalkukalnnya l penda lftalra ln pengguna l Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) 

bersubsidi ya lng dimulali sejalk 1 Juli 2022, malsya lra lka lt salla lh kalpralh memalha lmi 

pengguna la ln lalmaln resmi MyPertalminal https://subsiditepalt.mypertalminal.id/  

da ln alplikalsi MyPertalminal. 

Pa lda l eral digitallisalsi ya lng sema lkin ma lju dengaln ba lnya lknya l ra lga lm 

teknologi ya lng ca lnggih menja ldikaln publik menjaldi melek teknologi, da ln suda lh 

tidalk heraln lalgi pengguna la ln smalrtphone oleh malsya lra lka lt luals menjaldi hall 

                                                             
113 https://pertamina.com/id/gcg-implementation, diakses pada tanggal 09 November 2022, 

pukul 21:45. 

https://subsiditepat.mypertamina.id/
https://pertamina.com/id/gcg-implementation
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ya lng tida lk bisa l terlepalska ln da llalm berbalga li urusaln, misa llnya l untuk komunikalsi, 

video calll, video meeting online, hingga l online tralnsalction.  

Selalin itu, Ba lnya lknya l fitur a lplikalsi halndphone ya lng bera lga lm, malsya lra lka lt 

semalkin mudalh mendalpa ltkaln beralga lm informalsi, contohnya l: a lplika lsi berital, 

a lplikalsi galmes, a lplikalsi pembalya lra ln, a lplika lsi juall beli produk (e-commerce), daln 

malsih ba lnya lk lalgi. Ma lsya lra lka lt alkaln lebih jeli daln men-detalil dallalm pencalrialn 

sua ltu produk salmpa li dengaln mencalri promo menalrik demi mendalpaltka ln ya lng 

diinginka ln, sehingga l konsumen semalkin tertalrik untuk membeli produk ya lng 

diinginka ln. Ha ll ini menja ldi sebualh ta lnta lnga ln ba lgi perusa lha la ln untuk meya lkinka ln 

malsya lra lka lt seba lga li konsumen untuk memilih produk dalri perusalhala ln tersebut. 

Promosi merupalkaln sa lla lh saltu calra l alga lr konsumen ya lkin da lla lm 

menga lmbil keputusaln da llalm pembelialn sua ltu produk a lta lu ja lsa l sehingga l 

keberhalsilaln promosi da lpalt menjaldi sebua lh tren produk ya lng dijua ll da ln diminalti 

ba lnya lk ma lsya lra lka lt, dallalm ha ll ini PT. Pertalminal (Persero) promosi mengena li 

a lplikalsi ya lng dimilikinya l berna lmal a lplikalsi MyPertalminal. 

Menurut Muha lmmald Iva ln Syuha lda l, Alplikalsi MyPertalminal merupa lkaln 

sebua lh alplikalsi superalpp ya lng dikemals sedemikialn rupal ya lng ma lna l didalla lmnya l 

menalwa lrka ln kemudalhaln ya lng memualt berbalga li produk ya lng dita lwa lrka ln seperti: 

Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM), Pelumals Pertalminal (Lubricalnts), Bright Ga ls. 

Alplika lsi MyPertalminal ya lng bertujua ln untuk memudalhka ln tralnsa lksi di SPBU 

Pertalminal da lpa lt dilalkuka ln denga ln pemba lya lra ln digita ll LinkAlja l, OVO, Gopa ly, 

da ln debit calrd (khusus BNI, BRI Ma lndiri), untuk tra lnsa lksi pembalya lra ln elektronik 
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a ltalu e-palyment tersebut denga ln mengguna lka ln QR Code ya lng kemudialn 

ditunjukkaln kepalda l operaltor SPBU. Ha ll ini dalpa lt dilalkuka ln sa la lt melalkuka ln 

tralnsa lksi di SPBU a lta lu merchalnt ya lng telalh bekerjal sa lma l denga ln Perta lminal. 

Da llalm setialp tralnsa lksi pembelialn mela llui alplikalsi MyPertalminal, pelalngga ln 

mendalpa ltkaln poin loya llti dalri pembelialn produk tersebut. Poin-poin ya lng 

terkumpul dalpa lt ditukalrkaln denga ln berba lga li ma lcalm rewalrd seperti: mercha lndise, 

voucher, da ln lalin-la lin. Selalin itu juga l terdalpalt riwalya lt pembelialn sehingga l 

memudalhkaln pelalngga ln mema lntalu pengelualra ln bulalna ln pembelialn BBM, da ln 

da llalm alplikalsi MyPertalminal pelalngga ln da lpalt denga ln mudalh menemukaln SPBU 

terdekalt untuk memudalhkaln pela lngga ln menemukaln SPBU terdekalt pa ldal sa la lt 

ba lhaln ba lkalr kendalra laln a lkaln ha lbis. Pengguna laln a lplikalsi MyPertalminal pelalngga ln 

denga ln mudalh mendalpaltka ln informalsi terba lru terkalit promosi BBM, Bright Ga ls, 

Pelumals Perta lminal, daln produk lalinnya l besertal ha lrga l ba lhaln ba lka lr terbalru.  

Selalin itu, alplikalsi MyPertalminal menyedialka ln sa llalh sa ltu pilihaln menu 

subsidi tepalt untuk pengguna la ln BBM bersubsidi (Pertallite daln Sola lr) ya lng 

kemudialn a lpalbilal pelalngga ln pilih a lka ln dialra lhka ln menuju lalma ln 

https://subsiditepalt.mypertalminal.id/ untuk penda lftalraln, a lpa lbilal penda lftalraln telalh 

berhalsil selalnjutnya l pela lngga ln menerimal QR code ya lng da lpa lt digunalka ln untuk 

tralnsporta lsi BBM bersubsidi denga ln menunjukkaln QR code tersebut kepa ldal 

operaltor SPBU sa la lt melalkukaln pembalya lra ln tunali malupun nontunali (calhsless). 

Berbeda l denga ln a lplika lsi MyPerta lminal, fungsi uta lmal a lplikalsi 

MyPerta lminal alda llalh seba lga li a llalt pembalya lra ln pembelialn Ba lha ln Ba lka lr Minya lk 

(BBM) denga ln mengguna lka ln pemba lya lraln non tuna li (calshless) di SPBU 

https://subsiditepat.mypertamina.id/


96 
 

Pertalminal. Sela lin itu keberalda laln a lplikalsi digita ll MyPerta lminal bertujualn untuk 

menghimpun dalta l da ln informalsi dalri malsya lra lka lt a lga lr pendistribusialn BBM 

bersubsidi lebih tepalt sa lsa lra ln, hall ini seba lga li potensi terjaldinya l penyelewenga ln 

a ltalu ka lsus penya lla lhguna la ln BBM bersubsidi di lalpalnga ln.  

Seda lngka ln https://subsiditepalt.mypertalminal.id/ merupalkaln la lmaln resmi 

MyPertalminal bertujualn untuk pengeceka ln kelalya lka ln penerimal subsidi tepa lt 

denga ln melalkuka ln pendalftalra ln terlebih da lhulu. Untuk menerimal Ba lha ln Ba lka lr 

Minya lk (BBM) bersubsidi pengguna l ha lrus mendalftalrka ln terlebih dalhulu, hall ini 

dikalrena lkaln BBM bersubsidi merupalka ln BBM ya lng disubsidi oleh negalra l dalri 

AlPBN da ln jumlalhnya l dibaltalsi sesua li denga ln kuota l ya lng tersedial. Ha lrga l BBM 

bersubsidi ditetalpka ln oleh pemerintalh da ln ditujukaln untuk konsumen tertentu. 

Jenis balhaln ba lka lr ya lng dipromosika ln a ldalla lh biosolalr da ln pertallite. 

Sa la lt ini nega lral terbebalni oleh subsidi solalr mencalpa li Rp. 10.500/liter daln 

pertallite 8.100/liter. Alta ls da lsa lr tersebut sebalga li bentuk pengendallialn, pemerintalh 

menuga lska ln Pertalminal melallui alna lk usa lha lnya l PT.Perta lminal Pa ltral Nia lga l untuk 

meneralpkaln progra lm digitallisa lsi SPBU (IT Nozzle) dallalm pendistribusialnnya l 

a lga lr setialp liter ya lng dikelua lrkaln da lpa lt diketalhui denga ln jelals seba lga li da lsa lr 

penghitunga ln subsidi melallui verifikalsi a ltalu konfirmalsi pembelialn. Penga ltura ln 

pembelialn Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) ya lng didukung a lplika lsi MyPertalminal 

mendorong kuota l tidalk melebihi baltals ya lng ditetalpka ln pemerintalh. 

Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) merupa lkaln sa llalh saltu sumber energi ya lng 

sa lnga lt penting ba lgi ma lsya lra lka lt dunial. Kebera lda laln Ba lha ln Ba lka lr Minya lk pa lda l 

https://subsiditepat.mypertamina.id/
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talhun 2025 diperkiralkaln ketersediala ln minya lk bumi alka ln beralkhir. Pa lsoka ln Ba lha ln 

Ba lka lr Minya lk (BBM) ya lng sema lkin menipis memalksa l pemerintalh untuk 

menalikkaln ha lrga l, pa ldalha ll hall itu berdalmpa lk palda l malsya lra lka lt secalral keseluruhaln. 

Menurut Ba lda ln Kebija lkaln Fiska ll Kementerialn Keua lnga ln, besa lra ln ba lntualn 

subsidi kesehalta ln talhun la llu halnya l Rp. 43,8 triliun, infralstruktur Rp. 125,6 triliun, 

ba lntualn sosia ll Rp. 70,9 triliun, sedalngka ln subsidi BBM menyera lp da lna l palling 

besa lr Rp. 165,2 triliun. 

Kuota l pembelialn BBM Bersubsidi ha lnya l da lpa lt diberikaln pembelialn 

seba lnya lk 120 liter per halri, dalri kuotal ya lng diberika ln tersebut tentu secalra l jumlalh 

lebih dalri cukup untuk pengguna la ln di da llalm kotal denga ln keba lnya lka ln ka lpa lsitals 

talngki ra lta l-ra lta l kendalra la ln rodal 4 (empa lt) sa la lt ini menalmpung sekita lr 40-45 liter. 

Uji cobal dilalksa lna lkaln di 11 (sebelals) wila lya lh termalsuk provinsi Da lera lh Istimewa l 

Yogya lka lrta l. Pertalminal berupalya l melalksa lna lkaln pemalhalma ln melallui sosiallisalsi ke 

malsya lra lka lt, sa llalh sa ltunya l menyia lpka ln booth-booth di setialp SPBU guna l 

memberikaln lalya lna ln penda lftalra ln subsidi tepalt melallui alplikalsi MyPertalminal da ln 

melallui website subsidi tepalt https://subsiditepalt.mypertalminal.id. Alda lpun ca lral 

pendalfta lraln melallui lalma ln resmi (website) subsidi tepalt: 

1. Menyia lpka ln dalta l daln dokumen ya lng diperlukaln dialntalra lnya l KTP, 

STNK, Foto Kenda lra laln, da ln dokumen pendukung (Sura lt Rekomendalsi 

Usa lha l) 

2. Membukal la lmaln resmi subsidi tepalt di link 

subsiditepalt.mypertalminal.id. 

3. Mencentalng (checklist) informalsi memalha lmi persya lra ltaln. 

4. Tekaln (klick) “Dalftalr Seka lralng” 

5. Mengikuti instruksi pengisia ln dalta l palda l lalmaln (website) resmi. 

https://subsiditepat.mypertamina.id/


98 
 

6. Menunggu pencocoka ln dalta l malksimall 7 (tujuh) halri kerjal ya lng a lka ln di 

konfirmalsi melallui alla lmalt emalil ya lng tela lh dida lftalrka ln a ltalu mengecek 

sta ltus pendalftalra ln di lalmaln resmi secalral berkalla l. 

7. Menunggu pencocoka ln dalta l malksima ll 7 ha lri kerjal ya lng a lka ln 

dikonfirmalsi melallui allalma lt emalil ya lng telalh didalfta lrkaln a ltalu 

mengecek staltus pendalftalra ln di website secalra l berkallal. 

8. Setelalh terkonfirmalsi, kemudialn unduh (downloald) kode QR Code 

da lri lalmaln resmi (website) daln menyimpa lnnya l untuk bertralnsa lksi di 

SPBU Perta lminal. 
 

Alda lpun ca lra l pendalftalra ln melallui alplikalsi MyPertalminal: 

1. Menyia lpka ln dokumen ya lng dibutuhka ln dialnta lralnya l KTP, STNK, 

Foto Kenda lra laln, da ln dokumen pendukung (Sura lt Rekomendalsi 

Usa lha l) 

2. Mengunduh (downloald) a lplikalsi MyPertalmina l di Google 

Pla lystrore a ltalu A lpple store. 

3. Menda lftalka ln alkun terlebih dalhulu 

4. Setelalh terdalftalr malka l malsuk ke talmpilaln menu alwa ll denga ln 

ba lnya lk ta lmpilaln menu 

5. Kemudia ln pilih menu “Subsidi Tepalt”  

6. Setelalh itu mengisi form sesuali denga ln dokumen/da ltal ya lng suda lh 

dipersialpka ln 

7. Kemudia ln alka ln dialralhka ln menuju lalma ln resmi (website) link 

subsiditepalt.myperta lminal.id 

8. Mencentalng (checklist) informalsi memalha lmi persya lra ltaln 

9. Tekaln (klick) “Dalftalr Seka lralng” 

10.  Mengikuti instruksi pengisia ln dalta l palda l la lmaln resmi (website) 

11. Menunggu pencocoka ln da ltal ma lkssima ll 7 ha lri kerjal ya lng a lka ln di 

konfirmalsi melallui alla lmalt emalil ya lng telalh dida lftalrka ln a ltalu 

mengecek staltus pendalfta lraln di lalma ln resmi (website) secalra l 

berkalla l. 
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12.  Setelalh terkonfirmalsi, kemudialn unduh (downloald) kode QR 

Code da lri lalmaln resmi (website) da ln menyimpa lnnya l untuk 

bertralnsa lksi di SPBU Perta lminal. 

Setelalh melalkukaln pendalftalra ln di la lmaln resmi (website) alta lu alplikalsi 

MyPertalminal, selalnjutnya l lalngka lh-la lngka lh tralnsa lksi pembelialn a lntalra l lalin:  

1. Menyia lpka ln kode QR Code. 

2. Menunjukkaln kode QR Code kepalda l opera ltor SPBU. 

3. Pengisia ln sola lr subsidi a ltalu pertallite sesuali denga ln ketentualn. 

4. Melalkuka ln pembalya lra ln secalra l tunali malupun non tunali (calshless) 
 

Terkalit proses pengguna la ln ha lndphone da llalm tralnsa lksi pembelialn di 

SPBU untuk melalkukaln tralnsa lksi di alrea l pengisialn BBM seca lra l online 

diperbolehkaln ka lrenal pengguna la ln da ltal tidalk menga lkibaltka ln ga lnggua ln da lla lm 

proses penya llura ln BBM ke kenda lrala ln, tra lnsa lksi pembalya lra ln da lri dalla lm mobil 

denga ln ja lra lk 1,5 meter dalri dispenser SPBU. Alka ln teta lpi ya lng menga lkiba lt 

permalsa llalha ln da llalm pengguna la ln ha lndphone bukalnla lh jalringa ln da lta l online 

melalinkaln jalringa ln seluler seperti SMS (Short Messalge Service), altalupun 

pa lnggila ln telepon seluler, sehingga l tidalk diperkenalnka ln melalkuka ln altalu 

menerimal pa lnggila ln telepon seluler daln dilalra lng untuk melalkuka ln pa lnggila ln 

seluler dekalt a lreal talngki pembongka lra ln SPBU da ln pompa l pengisia ln Ba lha ln Ba lka lr 

Minya lk (BBM). 

Denga ln a lda lnya l penya lluraln BBM (Ba lha ln Ba lka lr Minya lk) bersubsidi 

khususnya l Sola lr da ln Perta llite bersubsidi a lda llalh sa lla lh sa ltu tuga ls ya lng diberikaln 

kepalda l Perta lminal Pa ltral Nia lga l, Sub Holding Commerciall & Tralding PT. 

Pertalminal (Persero) dallalm ralngka l memenuhi kebutuhaln energi ya lng terjalngka lu 

ba lgi malsya lra lka lt. Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) bersubsidi malsuk ke dallalm 
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ka ltegori Jenis Ba lha ln Ba lka lr Khusus Penuga lsa ln da ln telalh dialtur dalla lm regulalsi, 

a lntalra l lalin Pera lturaln Presiden No. 191 Ta lhun 2014 tentalng Penyedia la ln, 

Pendistribusialn, da ln Ha lrga l Jua ll Ecera ln Ba lha ln Ba lka lr Minya lk, da ln Sura lt 

Keputusa ln (SK) BPH Miga ls Republik Indonesial No. 4/p3bt/bphmiga ls/kom2020.  

Pengguna l Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) bersubsidi solalr da ln pertallite 

dikhususka ln untuk rodal 4, da ln wa ljib mendalftalrka ln kendalra laln da ln da ltal diri 

melallui lalmaln resmi subsidi tepalt https://subsiditepalt.mypertminal.id,  altalu 

melallui alplikalsi MyPertalminal denga ln ca lral mendalfta lrkaln terlebih dalhulu 

kemudialn pilih menu subsidi tepalt, setelalh malsuk da lla lm menu subsidi tepalt a lkaln 

dialra lhka ln menuju lalmaln https://subsiditepalt.mypertalminal.id/. 

Ha lsil Penelitialn ya lng dika lji oleh peneliti, terdalpalt kendalla l-kenda llal ya lng 

dikeluhkaln malsya lra lka lt paldal sa lalt tralnsa lksi pembelialn BBM (Ba lha ln Ba lka lr 

Minya lk) melallui alplikalsi MyPertalminal a lta lu lalmaln subsidi tepalt, ya litu: 

1. Pa lda l sala lt verifikalsi emalil, pendalfta lr alplika lsi altalu web subsidi kesulitaln 

da ln tidalk semual pendalftalr bisa l melalkukaln verifika lsi. 

2. Pa lda l sa lalt pembelialn BBM mela llui scaln ba lrcode Jalringa ln error. 

3. Pa lda l sala lt tralnsa lksi pembelialn terdalpa lt jenis kendalra laln daln jenis BBM 

subsidi ya lng berbeda l, contohnya l: Jenis kendalrala ln ya lng seha lrusnya l 

pengguna la ln jenis subsidi Pertallite, tetalpi tercaltalt mengguna lka ln Sola lr. 

4. Pa lda l sa la lt tralnsa lksi terdalpa lt kesalla lhaln pa lda l emalil, NIK, a ltalu pla lt nomor 

kendalra la ln. 

Alpa lbila l terdalpalt kendallal pa lda l poin nomor (1), pemilik kendalrala ln alka ln 

dialra lhka ln operaltor ke booth-booth ya lng disedialkaln oleh SPBU ya lng na lntinya l 

a lkaln diba lntu calral verifikalsi emalil; untuk kendalla l palda l poin nomor (2) a lkaln 

dilalkuka ln scaln balrcode ulalng, ga lga llnya l tralnsa lksi melallu scaln ba lrcode bialsa lnya l 

https://subsiditepat.mypertmina.id/
https://subsiditepat.mypertamina.id/
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terhalmbalt ka lrenal jalringa ln ya lng tida lk sta lbil, selalnjutnya l dila lkukaln beberalpa l ka lli 

sca ln sa ljal kemudialn ja lringa ln sta lbil kemba lli daln da lpa lt dialkses kemballi, a lpalbilal 

ba lrcode ya lng dida lpa lt melallui alplikalsi MyPertalminal alta lupun website tidalk bisal 

discaln a ltalu dia lkses da llalm tralnsa lksi pembelialn malka l operaltor cukup mencalta lt plalt 

nomor kendalra la ln sa ljal; untuk kenda llal pa ldal poin nomor (3) da ln (4), pemilik 

kendalra la ln alka ln dialra lhkaln oleh operaltor ke booth MyPertalminal ya lng sela lnjutnya l 

a lkaln diba lntu calra l untuk memperbaliki kesa llalha ln dalta l ya lng di input, da ln a lka ln 

dibalntu calra l memperbalha lrui daltal. 

Selalin itu da llalm fa lktor sosia ll, malsya lra lka lt membutuhkaln a ldalnya l pema lha lmaln 

da ln pengetalhualn tentalng teknologi khususnya l pengguna la ln a lplikalsi daln lalma ln 

resmi (website), ba lnya lk ma lsya lra lka lt Indonesial terutalmal ba lgi ya lng la lnjut usia l a ltalu 

suda lh berumur belum palha lm teknologi, sehingga l pengguna la ln ya lng melallui alkses 

internet daln a lplikalsi pa lda l smalrtphone tidalk a lka ln mencalpa li efektifitals da lla lm 

tralnsa lksi pembalya lra ln BBM mela llui lalmaln resmi subsidi tepalt daln a lplikalsi 

MyPertalminal. Na lmun untuk menga lntisipa lsi permalsa lla lhaln tersebut Pertalminal 

menyedia lka ln booth-booth di SPBU ya lng na lntinya l da lpa lt membalntu malsya lra lka lt 

ya lng kesulitaln da llalm menga lkses da ln membalntu calra l bertralnsa lksi melallui alplikalsi 

MyPertalminal malupun melallui lalma ln https://subsiditepalt.mypertalminal.id/. 

Sua ltu pernya lta la ln menyebutka ln balhwa l da llalm dunial ekonomi sala lt ini, taltal 

kelolal perusa lhala ln (corporalte governalnce) menjaldi ha ll ya lng sa lnga lt penting da lla lm 

sua ltu pemerintalh Nega lra l. Pernya lta la ln ini telalh menjelalska ln kedudukaln penting 

perusa lhala ln-perusa lha la ln dalla lm menjalla lnka ln peralna ln dalla lm kehidupaln ekonomi 

da ln sosia ll. Pernya ltala ln tersebut juga l menya ltalka ln kekualsa la ln politis da ln jalngka lua ln 

https://subsiditepat.mypertamina.id/
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ke dunial globa ll ya lng di miliki oleh perusa lhala ln tersebut ya lng da lla lm balnya lk ka lsus 

seka lralng tela lh lebih menjalngka lu da ln kekua lsa laln pemerintalh.114 

Ba lga limalna lpun kecendurunga ln dalri pa lral pembualt kebijalkaln untuk 

mereformalsi pengelola laln perusa lha laln da ln kepentingaln terkalit da llalm mengura lngi 

tindalk korupsi daln kroniisme di dunial bisnis sa lalt ini salnga lt terga lntung pa lda l 

ekonomi daln kepercalya la ln da llalm penga lloka lsialn efisiensi dallalm palsa lr bebals. Sa la lt 

permintala ln untuk meningka lt di nega lra l berkembalng da ln nega lra l ma lju, daln tembok 

pengha lla lng menuju a lrus modall/ca lpitall bebals runtuh, pa lra l pembualt kebijalkaln 

lalya lknya l menya lda lri ba lhwa l pengelola la ln perusa lha laln sa lnga lt terkalit denga ln 

kemalmpualn untuk menalrik alrus moda ll. Merekal juga l menya lda lri balhwa l sistem 

pengelolala ln perusa lhala ln ya lng lema lh, seiring denga ln keberalda la ln tindalk pida lnal 

korupsi, mencega lh alloka lsi secalral efektif sumber dalya l ya lng a lda l, melemalhka ln 

da lya l sa ling tingka lt la lpalnga ln kerja l, da ln memperlalmbalt pertumbuhaln investa lsi.115 

Ha ll-ha ll demikialn ternya ltal telalh menginspira lsi pembualt kebijalka ln Ba ldaln 

Usa lha l Milik Nega lra l (BUMN) Indonesia l untuk membualt ra lngka lia ln a lturaln ya lng 

dilalnda lsi palda l komitmen dallalm meneralpka ln prinsip-prinsip talta l kelolal 

perusa lhala ln ya lng ba lik. Altura ln-a lturaln ini a lntalra l lalin: Unda lng-unda lng No. 19 

Talhun 2003 tentalng Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l, Unda lng-unda lng No. 17 Ta lhun 

2002 tentalng Penyelengga lra laln Sistem Malna ljemen ya lng Ba lik pa ldal BUMN 

tercaltalt sebalga li perusalha la ln pertalmal ya lng meneralpka ln prinsip Good Corporalte 

Governalnce di Indonesial da ln berbentuk keputusaln-keputusa ln ya lng tega ls. 

                                                             
114 Budi Agus Riswandi, Good Corporate Indonesia di BUMN, Total Media, Yogyakarta, 

2008, hlm. 59 
115 Ibid, hlm 60 
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Berda lsa lrka ln Pa lsa ll 1 Undalng-unda lng No. 19 Ta lhun 2003 menya lta lkaln 

ba lhwa l pengertialn dalri Ba lda ln Usa lhal Milik Nega lral selalnjutnya l disebut BUMN, 

da ln merupalka ln ba ldaln usa lha l ya lng seluruh a ltalu seba lgia ln besa lr moda llnya l dimiliki 

oleh Nega lra l melallui penyerta la ln lalngsung ya lng bera lsa ll da lri Keka lya la ln Nega lra l 

ya lng dipisa lhka ln, daln tuga ls uta lma lnya l a lda llalh mengelolal sektor-sektor produksi 

penting ba lgi Nega lra l ya lng sepenuhnya l untuk melalya lni kesejalhteralaln ra lkya lt.  

BUMN berperaln penting dallalm mengalra lhka ln bidalng-bida lng produksi ya lng 

penting balgi nega lra l daln ba lngsa l secalra l keseluruhaln. Kebera ldala ln BUMN untuk 

mengimbalngi kebera lda laln perusa lhala ln swa lsta l dan menghindalri monopoli alta lu 

pengua lsa la ln sektor malnufalktur oleh swa lsta l. Oleh kalrenanya itu, pekerjalaln 

restrukturisalsi diperlukaln untuk menyeha ltkaln BUMN seba lga li la lngka lh stra ltegis 

untuk memperbaliki kondisi internall perusa lha laln, meningka ltkaln kinerjal da ln nila li 

perusa lhala ln, sehingga l perusa lhala ln da lpalt beroperalsi secalra l efisien, tralnspa lra ln, daln 

profesionall sesua li denga ln Pa lsa ll 1 a lya lt (1) No. 19 Ta lhun 2003 tenta lng Ba lda ln 

Usa lha l Milik Nega lra l. 

Alda lpun la lngka lh domina ln dilalkuka ln oleh Kementerialn BUMN da lla lm 

restrukturisalsi BUMN a lda lla lh Priva ltisa lsi da ln Rightzing. 116  Rightzing aldallalh 

lalngka lh ya lng sering diguna lka ln oleh Kementerialn BUMN, da ln da llalm 

peneralpa lnnya l Rightzing dibalgi denga ln beberalpa l metode, ya litu denga ln konsolida lsi 

a ltalu merger, Stalnd Allone, Divesta lsi, Likuidalsi da ln holding. Holding Compa lny 

merupalka ln bentuk usalha l di malnal terdalpa lt saltu induk perusalha laln ya lng 

                                                             
116 Kementerian BUMN, Master Plan Kementerian BUMN 2004 – 2014, hlm. 80 
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mengenda llikaln alna lk – alna lk perusalha laln ya lng memiliki jenis bidalng usa lha l ya lng 

sa lmal. 

Perusa lha laln holding alta lu Perusa lhala ln induk sering disebut seba lga li holding 

compalny alta lu perusa lhala ln pengenda lli (controlling compalny), ya lng dimalksud 

denga ln holding compalny alda llalh perusa lhala ln ya lng bertujualn untuk memiliki 

sa lha lm daln.altalu mengelolal sa ltu altalu lebih perusalha laln lalin. Bia lsa lnya l holding 

compalny memiliki beberalpal perusa lhala ln ya lng bergera lk pa ldal bidalng bisnis ya lng 

sa lnga lt berbedal.117 

Denga ln mengelompokkaln BUMN ke da lla lm holding, penciptalaln nilali palsa lr 

ba lgi perusa lha la ln (malrket vallue crealtion), ya litu upa lya l melipalt-ga lnda lkaln nila li 

perusa lhala ln ya lng a lda l da lpa lt ditingka ltka ln. Selalin itu, diha lralpka ln kepemilikaln da lpa lt  

meningka ltkaln keunggula ln kompetitifnya l denga ln fokus kepalda l ya lng lebih 

ekonomis daln ska lla l bisnis ya lng lebih besa lr da lpalt menciptalkaln da lya l nila li 

corporalte levera lge 118 ba lgi perusa lha la ln untuk meningkaltka ln keunggula ln 

kompetitifnya l. 

Pengertia ln dalri alna lk perusalha la ln BUMN dia ltur dallalm Peralturaln Menteri 

Nega lra l BUMN No. PER-03/MBU/202 Talhun 202 mengena li Pedomaln 

Penga lngka lta ln Alnggota l Direksi daln Alnggotal Dewa ln Komisa lris Alna lk Perusa lha la ln 

Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lral (Permeneg BUMN No. 3 Talhun 2012). Palda l Pa lsa ll 1 

a lngka l 2 disebutkaln ba lhwa l a lna lk perusalha laln BUMN merupa lka ln perseroaln terbaltals 

                                                             
117 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2002, hlm.83  
118Ibid. 
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ya lng seba lgia ln besa lr sa lha lm dimiliki oleh Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l (BUMN) 

a ltalu perseroaln terbaltals ya lng dikenda llikaln oleh BUMN. 

Konsekuensi dikelualrkalnnya l a ltura ln ini menjaldikaln BUMN ha lrus konsisten 

da llalm peneralpaln prinsip ta ltal kelolal perusa lha laln ya lng ba lik. Konsistensi ini da lpalt 

diukur tidalk sa lja l dalla lm taltalna ln pera lturaln ya lng menga ltur BUMN, na lmun juga l 

hingga l pa ldal implementalsinya l a lta lu penega lka lnnya l (lalw enforcement). Peneralpaln 

talta l kelolal perusa lhala ln ya lng ba lik (Good Corpora lte Governalnce) alda llalh lalngka lh 

penting untuk memulihkaln daln membalngun kepercalya la ln (trust) malsya lra lka lt. 

Talta l kelolal perusa lha laln (Good Corporalte Governalnce) ya lng efektif 

memungkinkaln terciptalnya l sistem check alnd ballalnces melallui pemalntalua ln ya lng 

efektif. Perusalhala ln ya lng meneralpka ln (Good Corporalte Governalnce) denga ln balik 

da ln berkelalnjutaln memiliki nilali ya lng lebih tinggi diba lndingka ln denga ln 

perusa lhala ln ya lng tida lk a lta lu belum meneralpka ln Good Corporalte Governalnce. 

Penga lla lmaln menunjukkaln ba lhwa l ta ltal kelolal perusalha la ln ya lng ba lik merupalka ln 

sa lra lnal penting balgi perusa lhala ln dallalm ralngka l menciptalka ln nilali (vallue crealtion) 

ka lrenal a ldalnya l fa lktor tralnspa lra lnsi da llalm ta ltal pengelolala lnnya l. 

Staltement of corporalte intent alda llalh dokumen publik ya lng berisi pernya lta la ln 

bersa lmal alnta lral ba ldaln usa lha l milik negalra l daln Kementerialn Ba lda ln Usa lha l Milik 

Nega lra l tentalng tujua ln da ln ha lsil ya lng diha lralpka ln. Tujualn keseluruhalnnya l a lda lla lh 

untuk meningkaltkaln ha lsil usa lhal milik nega lra l daln mendukung pengguna la ln 

sumber dalya l seca lral efisien daln efektif. Sa lmpali sa la lt ini, keralngka l kerjal a lntalra l 

BUMN denga ln Nega lra l seba lga li pemega lng sa lha lm dallalm kalitalnnya l denga ln 

perencalnala ln lalba l a ldallalh melallui meka lnisme ralpalt umum ya lng meliputi 
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penyusuna ln renca lnal kerjal da ln alngga lra ln perusa lhala ln, sertal rencalna l jalngka l pa lnja lng. 

Sa la lt ini daln ke depaln, mekalnisme ini alka ln diperluals hingga l mencalkup proses 

staltement of corporalte intent ya lng melibaltka ln malsya lra lka lt luals da lla lm bentuk 

publikalsi da llalm ra lngka l tra lnspa lra lnsi da ln a lkuntalbilitals. Tra lnspa lra lnsi pengelolala ln 

BUMN merupa lkaln sya lra lt penting untuk meningkaltka ln kinerjal perusa lhala ln daln 

kunci keberhalsila ln sertal menciptalka ln lingkunga ln bisnis ya lng tepalt untuk progra lm 

priva ltisa lsi daln reforma lsi BUMN. Sela lin melalksa lnalka ln sistem taltal kelolal da ln 

pengenda llialn, Kementerialn Ba lda ln Usa lhal Milik Negalra l melalkuka ln aludit 

penga lda la ln terhaldalp 20 BUMN, serta l kegia lta ln lalin seperti pembentukaln komite 

pengenda llialn terhalda lp 30 BUMN da ln pembentukaln Ba lda ln corporalte secretalry 

terutalmal untuk BUMN ya lng terdalfta lr, belum berkembalng, da ln ya lng a lka ln di 

priva ltisa lsi, sertal kegia ltaln lalinnya l da lla lm ralngka l reforma lsi BUMN.119 

PT. Pertalminal menjallalnka ln kegia ltaln usa lha l dallalm bidalng penyelengga lra la ln 

energy ya lng terintegralsi mula li dalri a lwa ll hingga l a lkhir ra lntali produksi. Seba lga li 

perusa lhala ln holding energi sesua li Sura lt Keputusaln Menteri BUMN tertalngga ll 12 

Juni 2020, kemudialn fokus kegia lta ln usa lha l Pertalminal secalra l umum alka ln 

dialra lhka ln palda l pelalksa lnala ln kegia ltaln pengelola laln portofolio daln sinergi bisnis di 

seluruh Pertalminal Group, serta l percepa ltaln pengembalnga ln bisnis ba lru da ln 

pelalksa lna laln progra lm na lsiona ll. 

Alpa lbila l melihalt pa lda l prinsip Good Corporalte Governalnce nalmpa lknya l 

malsih menyimpa ln sejumlalh permalsa lla lhaln khususnya l denga ln munculnya l a lplikalsi 

                                                             
119 Ibid, hlm. 61-62 
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MyPertalminal ya lng dimiliki PT. Pertalminal (Persero) ya lng mengindika lsikaln 

peneralpa ln Good Corporalte Governalnce belum efektif. 

Denga ln a ldalnya l kebijalka ln tersebut, menjaldikaln semalkin sulitnya l 

pembelialn BBM mengguna lka ln a lplikalsi MyPertalminal, telalh ditemukaln beberalpa l 

malsa lla lh ya litu tidalk ditemukaln pera lturaln ya lng jelals da ln pa lsti pa ldal PT. Perta lminal 

(Persero) terkalit pembelialn BBM mengguna lka ln a lplikalsi MyPertalminal. Di sisi 

lalin, ha ll ini tentunya l sa lnga lt inova ltif ka lrenal da llalm pengguna la ln a lplikalsi da lpa lt 

dilalkuka ln pembalya lra ln seca lra l non-tuna li (calshless). Denga ln kebijalka ln ya lng 

sebenalrnya l sa lnga lt inova ltif seperti inilalh malsya lra lka lt a lka ln diwa ljibkaln untuk melek 

teknologi alga lr mengeta lhui keguna laln fungsi, tujua ln, daln ba lga limalna l 

penga lplikalsia ln a lplikalsi MyPertalminal da llalm tralnsa lksi pembelialn BBM.  

Denga ln a ldalnya l keja ldialn sala lt ini merupa lkaln indikalsi tidalk terpenuhinya l 

prinsip-prinsip good governa lnce. Oleh ka lrenalnya l penera lpaln Good Corporalte 

Governalnce dimalksudka ln untuk terciptalnya l keterbukala ln informalsi, 

pertalnggungja lwa lba ln pimpinaln, daln perlalkua ln ya lng a ldil balgi pa lra l stalkeholders, 

ka lrya lwa ln, da ln malsya lra lka lt ya lng terlibalt pa ldal pengemba lnga ln perusa lha laln a lga lr 

da lpalt menjaldi lebih balik. Dalla lm peneralpa ln Good Corporalte Governalnce sebalga li 

wujud taltal kelolal perusalha laln ya lng ba lik, ha lrus diperhaltikaln prinsip-prinsip dalsa lr 

talta l kelolal perusalha la ln ya lng ba lik, ya lng merupalka ln ba lgia ln da lri pra lktik daln ha lrus 

selallu menjaldi alcualn da llalm malna ljemen, ya litu: Tra lnspa lra lnsi (Tralnspalrency), 



108 
 

a lkuntalbilitals (A lccountalbility), talnggung jalwa lb (Responsibility), independensi 

(Indenpendency), daln Kewa lja lra ln (Falirness).120 

1. Tralnspa lra lnsi (Tralnspalrency) 

Tralnspa lra lnsi alda llalh kebebalsa ln altalu keterbuka laln da llalm melalksa lna lkaln 

proses penga lmbila ln keputusaln da ln keterbuka laln melalksa lna lka ln proses 

penga lmbilaln keputusaln da ln keterbuka laln da llalm mengemukalka ln 

informalsi malteriall daln releva ln mengenali perusa lhala ln. 

2. Alkunta lbilitals (A lccountalbility) 

Alkunta lbilitals a lda llalh kejelalsa ln fungsi, pela lksa lna laln, da ln 

pertalnggungja lwa lba ln orga ln perusa lha la ln sehingga l pengelola laln 

perusa lhala ln terlalksa lna l secalra l efektif. 

3. Pertalnggungja lwa lba ln (Responsibility) 

Pertalnggungja lwa lba ln alda llalh kesesua lialn da llalm pengelolala ln perusalha la ln 

terhalda lp peralturaln perunda lng-unda lnga ln ya lng berla lku da ln prinsip-

prinsip korporalsi ya lng seha lt. 

4. Kema lndirialn (Independency) 

Kema lndirialn a lda llalh kealda laln perusa lha laln ya lng dikelolal seca lral 

professiona ll talnpa l benturaln kepentingaln da ln penga lruh a lta lu tekalna ln 

da lri pihalk ma lnalpun ya lng tida lk sesua li denga ln pera lturaln perunda lng-

unda lnga ln ya lng berla lku daln prinsip-prinsip korpora lsi ya lng seha lt. 

 

 

                                                             
120 Chief Legal Counsel & Compliance, Buku Board Manual, PT. Pertamina (Persero), 

2017, hlm. 5 
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5. Kewa lja lra ln (Falirness) 

Prinsip Kewa lja lraln a lda llalh kea ldilaln da ln kesetalra laln da lla lm memenuhi 

ha lk-ha lk pemalngku kepentinga ln (stalkeholders) ya lng timbul 

berdalsa lrka ln perjalnjialn da ln peralturaln perundalng-unda lnga ln ya lng 

berlalku. 

Implementalsi Good Corporalte Governalnce, kallimalt “implementalsi” 

da llalm hall ini dimalksudka ln untuk sesualtu ya lng sifa ltnya l pilihaln (optionall) daln 

buka ln sebua lh kewa ljibaln. Tidalk perlu a lda lnya l pema lksa laln a lta lupun perintalh ba lgi 

sebua lh perusa lhala ln untuk memiliki direksi, komisa lris, modall, Alngga lra ln Da lsa lr 

a ltalu Alngga lra ln Ruma lh Ta lngga l, da ln mungkin na lmal perusa lhala ln, menginga lt ba lhwa l 

sifa lt alla lmialh da lri perusalha laln a lda llalh demikialn, ma lka l ha ll-ha ll ya lng demikialn wa ljib 

dimiliki denga ln sendirinya l. Na lmun demikialn, sehubunga ln denga ln ja llalnnya l usa lha l, 

a ldalnya l pemega lng sa lha lm publik, aldalnya l tra lnsa lksi alnta lr perusalha laln, a lda lnya l uta lng-

piutalng, da ln ra lngka lia ln kegia ltaln usa lha l la linnya l, ma lka l muncul pertalnya la ln a lpa lkalh 

mekalnismenya l da lpa lt diseralhka ln palda l keingina ln pa lral pihalk sendiri altalu optionall? 

tentu hall demikialn memerlukaln peralngka lt ya lng da lpa lt membalwa l perusalha laln 

untuk wa ljib meneralpka ln norma l-norma l sta lndalr da ln buka ln seba lga li meka lnisme 

pilihaln semaltal.  

Jikal implementalsi prinsip-prinsip Good Corporalte Governalnce alda llalh 

merupalka ln pilihaln, malka l dalla lm baltalsa ln tertentu pilihaln taldi ditralnsforma lsikaln 

seba lga li sebua lh kewa ljibaln. Inilalh menga lpa l pera lngka lt pera lturaln perunda lng-

unda lnga ln merupalka ln ha ll-ha ll ya lng ma lmpu mentralnsforma lsikaln sebua lh pilihaln 

taldi menjaldi kewaljibaln. Ma lkal penera lpaln prinsip-prinsip Good Corporalte 
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Governalnce tersebut halrus dibualt menjaldi sua ltu kehalrusa ln (malndaltory). 

Keha lrusa ln tersebut mengimplikalsikaln penjalba lra ln prinsip-prinsip Good Corporalte 

Governalnce menjaldi lebih efektif. Perlindunga ln terhalda lp kepentinga ln ya lng lebih 

luals menjaldi sa llalh sa ltu pendorong uta lmal pentingnya l regula lsi tersebut. 

Terhadap implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi 

MyPertamina terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi ya lng dikeluhka ln 

malsya lra lka lt pa ldal sa la lt tralnsa lksi pembelialn BBM (Ba lha ln Ba lka lr Minya lk) melallui 

a lplikalsi MyPertalminal altalu la lmaln subsidi tepalt, ya litu: 

1. Pa lda l sala lt verifikalsi emalil, pendalfta lr a lplikalsi altalu laman subsidi 

kesulitaln daln tidalk semua l pendalftalr bisa l melalkukaln verifika lsi. 

2. Pa lda l sa lalt pembelialn BBM mela llui scaln ba lrcode Jalringa ln error. 

3. Pa lda l sala lt tralnsa lksi pembelialn terdalpa lt jenis kendalra laln daln jenis BBM 

subsidi ya lng berbeda l, contohnya l: Jenis kendalrala ln ya lng seha lrusnya l 

pengguna la ln jenis subsidi Pertallite, tetalpi tercaltalt mengguna lka ln Sola lr. 

4. Pa lda l sa la lt tralnsa lksi terdalpa lt kesalla lhaln pa lda l emalil, NIK, a ltalu pla lt nomor 

kendalra la ln. 

Kendala yang pertama membuktikan bahwa masyarakat masih kesulitan 

dalam melakukan verifikasi pada aplikasi MyPertamina dan laman subsidi tepat, 

sehingga prinsip Good Corporate Governance dalam hal Transparansi atau 

keterbukaan informasi material terkait penggunaan aplikasi dan laman subsidi 

tepat tidak terpenuhi. 

Kendala yang kedua membuktikan bahwa aplikasi masih belum siap 

menerima transaksi terus menerus yang mengakibatkan jaringan error atau 

bermasalah, sehingga adanya permasalahan tersebut prinsip Good Corporate 

Governance dalam hal Akuntabilitas dimana kejelasan fungsi dan permasalahan 
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pengelolaan transaksi pada penggunaan aplikasi dan laman subsidi tepat tidak 

terpenuhi. 

Kendala yang ketiga membuktikan bahwa terdapat permasalahan pada 

data kendaraan yang terdaftar berbeda dengan jenis BBM yang digunakan, 

sehingga adanya permasalahan tersebut mengakibatkan proses pengisian bahan 

bakar terhambat menunggu proses penggantian data terlebih dahulu, terhadap 

kendala tersebut di atas prinsip Good Corporate Governance dalam hal 

Responsibilitas dimana perrtanggungjawaban pada penggunaan aplikasi dan 

laman subsidi tepat tidak terpenuhi. 

Kendala yang keempat membuktikan bahwa terdapat kesalahan pada 

email, NIK, plat nomor kendaraan, sehingga adanya permasalahan tersebut 

mengakibatkan proses pengisian bahan bakar terhambat dan tertunda, terhadap 

kendala tersebut di atas prinsip Good Corporate Governance dalam hal 

Responsibilitas dimana pertanggungjawaban pada penerapan aplikasi dan laman 

subsidi tepat tidak terpenuhi. 

Adanya kendala-kendala tersebut di atas membuktikan bahwa aplikasi 

MyPertamina belum siap diterapkan dalam sistem pembelian BBM terbukti 

terdapat prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang belum terpenuhi dan 

belum dioptimalkan secara efektif. 
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B. Peran Pemerintah mewujudkan Good Corporate Governance dalam 

Aplikasi MyPertamina 

Subsidi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat agar bisa 

mengkonsumsi produk dengan skala besar dan dengan harga yang lebih 

terjangkau, dan penggunaannya dapat tepat sasaran. Realitanya tidak sedikit 

penggunaannya dinikmati oleh kalangan menengah atas dari pada masyarakat 

kurang mampu, sehingga hal ini perlu adanya pengawasan kuota dan 

segmentasi pengguna. Dalam hal ini BPH Migas telah melakukan berbagai 

kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya agar penyaluran pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak Solar dan Pertalite dapat tepat sasaran. 

BPH Migas bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik 

Indonesia (Korlantas) dan PT. Pertamina Patra Niaga melakukan perjanjian 

kerja sama dalam rangka melaksanakan penyediaan dan pendistribusian bahan 

bakar minyak Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar 

Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Solar dan Pertalite agar lebih tepat 

sasaran. Perjanjian Kerja Sama ini sangat penting dimana kebutuhan BBM 

subsidi dan BBM penugasan semakin meningkat tiap tahun permintaannya. 

Upaya pengendalian dengan digitalisasi nozzle dan saat ini menggunakan 

aplikasi MyPertamina. Sehingga ada sinergi data dengan Korlantas, distribusi 

akan semakin tepat sasaran. 

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan PT Pertamina Patra Niaga 

maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan: 
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a. Dukungan dan fasilitasi atas pertukaran data dan/atau informasi dalam 

rangka pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan 

Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP; 

b. Dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan verifikasi Data Kendaraan 

Bermotor dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik 

Indonesia terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP agar terintegrasi 

dalam sistem teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. Dukungan dalam rangka pengaturan dan pengendalian konsumen 

pengguna JBT dan JBKP agar tepat sasaran; 

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan produk hukum yang monumental 

dan strategis. Kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam 

penggunaan BBM bersubsidi yang nantinya bisa berdampak baik pada 

penggunaan APBN secara tepat.121 

Adapun Pertamina selaku BUMN di bidang energi bertanggung jawab 

memastikan kuota dan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran. Oleh 

karenanya Pertamina melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina di 

beberapa kota untuk membangun basis data konsumen pertalite dan solar, yang 

kemudian nantinya memilah dan memilihnya berdasarkan spesifikasi 

kendaraan dan berkaitan dengan pelaksanaannya dimana Surat Keputusan 

Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala BPH Migas  Nomor 

40/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 merupakan tindak lanjut terbitnya 

                                                             
121 Upaya pendistribusian JBT dan JBKP Tepat Sasaran, BPH Migas bersama Korlantas 

dan Pertamina Patra Niaga tandatangani Perjanjian Kerja Sama,  

https://www.bphmigas.go.id/upaya-pendistribusian-jbt-solar-dan-jbkp-pertalite-tepat-sasaran-bph-

migas-bersama-korlantas-dan-pertamina-patra-niaga-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama/, diakses 

pada 27 Januari 2023, pukul 21.15 WIB. 

https://www.bphmigas.go.id/upaya-pendistribusian-jbt-solar-dan-jbkp-pertalite-tepat-sasaran-bph-migas-bersama-korlantas-dan-pertamina-patra-niaga-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama/
https://www.bphmigas.go.id/upaya-pendistribusian-jbt-solar-dan-jbkp-pertalite-tepat-sasaran-bph-migas-bersama-korlantas-dan-pertamina-patra-niaga-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama/
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Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyaluran, 

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan atas 

terbitnya peraturan tersebut di atas, BPH Migas melakukan evaluasi Triwulan, 

dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, 

Kota untuk mensinergikan pengawasan konsumen pengguna Jenis Bahan 

Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam 

hal ini solar dan pertalite dengan ruang lingkup kerja sama meliputi: 

a. Fasilitasi penyediaan data dan informasi konsumen pengguna 

b. Memfasilitasi peran pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota 

dalam pelaksanaan instrument pengendalian penyediaan dan 

pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 

Khusus Penugasan dalam hal ini Solar dan Pertalite 

c. Pembinaan dan Pengawasan 

Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk 

memperkuat dan sinergitas antara BPH Migas dan kemendagri sebagai 

pengampuh Pemerintah Daerah terutama pengendalian konsumen yang berhak 

untuk mendapatkan BBM bersubsidi agar tepat sasaran untuk masyarakat yang 

tidak mampu. Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota 

Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ESDM 

Nomor 193/3035/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tentang 
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Koordniasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian ESDM.122    

Berdasarkan capaian program BBM satu harga tahun 2017 sampai 

dengan 2020 capaian program BBM satu harga sebanyak 253 penyalur. Dan 

capaian 2021 yang sudah beroperasi menjadi 78 penyalur atau melebihi target 

tahun 2021 sebanyak 76 penyalur. Melalui kebijakan BBM satu harga daerah 

di luar jawa dapat menikmati BBM yang harganya sama dengan di Pulau Jawa 

sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta 

memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Selain itu kehadiran BBM yang terjangkau harganya oleh masyarakat 

tidak ada diskriminasi satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dan 

merupakan tujuan dari pemerintah bagaimana menyediakannya dan 

melaksanakannya. 

Selanjutnya berdasarkan roadmap pembangunan penyalur BBM satu 

harga sampai dengan akhir tahun 2024 yaitu terbangunnya 583 penyalur BBM 

satu harga. BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal 

pelaksanaan pembangunan satu harga agar target tersebut dapat tercapai.123 

 Dengan adanya penyaluran distribusi satu harga demi pencapaian agar 

penyaluran distribusi bahan bakar minyak dapat tepat sasaran melalui tindak 

                                                             
122  Sinergikan Pengawasan Konsumen Pengguna JBT dan JBKP dengan Pemda 

https://www.bphmigas.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-bph-migas-ditjen-bangda-

kemendagri-sinergikan-pengawasan-konsumen-pengguna-jbt-dan-jbkp-dengan-pemda/, diakses 

pada 27 Januari 2023, pukul 21.03 WIB 
123 Resmikan BBM satu harga, https://www.bphmigas.go.id/resmikan-bbm-1-harga-kepala-

bph-migas-memberikan-manfaat-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah/, diakses pada 27 Januari 

2023, pukul 17.45 WIB. 

https://www.bphmigas.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-bph-migas-ditjen-bangda-kemendagri-sinergikan-pengawasan-konsumen-pengguna-jbt-dan-jbkp-dengan-pemda/
https://www.bphmigas.go.id/penandatanganan-perjanjian-kerja-sama-bph-migas-ditjen-bangda-kemendagri-sinergikan-pengawasan-konsumen-pengguna-jbt-dan-jbkp-dengan-pemda/
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lanjut pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 

disempurnakan dengan adanya pelaksanaan oleh PT. Pertamina (Persero) yang 

kemudian menugaskan PT. Pertamina Patra Niaga terkait penyediaan dan 

pendistribusiannya. 

Adanya aplikasi MyPertamina sebagai wadah atau alat agar transaksi 

pembelian kendaraan roda 4 (empat) untuk konsumsi pertalite dan solar 

menggunakan QR Code dapat tepat sasaran. Hal ini juga mengantisipasi 

terjadinya penyalahgunaan BBM Subsidi di lapangan. Hal tersebut dibuktikan 

BPH Migas dan Kepolisina Republik Indonesia (POLRI) di Tahun 2022 

berhasil mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi dan berhasil 

mengamankan BBM bersubsidi melalui permohonan pemberian keterangan 

ahli oleh Tim BPH Migas sebanyak kurang lebih 1.422.263 liter pada dugaan 

tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti yang 

dominan adalah BBM solar bersubsidi. Dengan banyaknya kasus yang 

diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sistem 

pengendalian dan pengawasan yang belum optimal, disparitas harga solar 

industri dan solar subsidi yang cukup besar, permintaan pasar (demand) untuk 

solar yang dipergunakan bagi pelabuhan perikanan, industri, dan pertambangan 

yang jumlahnya sangat besar dan tidak adanya spesifikasi antara solar subsidi 
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dan solar industri, perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait dengan 

penyalahgunaan BBM.124 

Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini dimandatkan oleh Pertamina 

terdapat unsur keadilan distributif dimana penyaluran subsidi BBM dari 

pembatasan konsumen melalui pengawasan aplikasi MyPertamina 

penerapannya dapat meminimalisir distorsi BBM subsidi yang terjadi sehingga 

alokasi anggaran BBM subsidi selebihnya bisa dialihkan pada sektor esensial 

lainnya.125 Adanya kebijakan tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang 

baik (good governance) dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. 

Namun faktanya penerapan sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) 

melalui aplikasi MyPertamina masih terdapat kendala-kendala di lapangan 

dimana fakta tersebut membuktikan Peran pemerintah belum optimal dalam 

mendorong penerapan aplikasi MyPertamina yang semula diperuntukkan 

sebagai wadah untuk promosi produk Pertamina dan untuk transaksi 

pembayaran namun aplikasi MyPertamina juga sebagai alat digitalisasi 

pendukung untuk mendata agar penyaluran pendistribusian bahan bakar 

minyak subsidi dan pembatasan kuota pembelian dapat berjalan sesuai yang 

diharapkan dan tepat sasaran. 

Terhadap permasalahan tersebut di atas membuktikan adanya fungsi 

utama dan pendukung penerapan aplikasi MyPertamina dimana fungsi-fungsi 

                                                             
124  BPH Migas dan Polri amankan penyalagunaan distribusi BBM Bersubsidi 

https://www.bphmigas.go.id/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-penyalahgunaan-

distribusi-bbm-subsidi-%c2%b1-1-422-263-liter/, diakses pada 27 Januari pukul 20. 59 WIB 
125  Kontroversi penggunaan aplikasi MyPertamina, https://ayocenter.com/2022 

/07/22/kontroversi-penggunaan-aplikasi-my-pertamina-dalam-perspektif-keadilan-distributif/, 

diakses pada 27 Januari 2023, pukul 20.09 WIB 

https://www.bphmigas.go.id/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-penyalahgunaan-distribusi-bbm-subsidi-%c2%b1-1-422-263-liter/
https://www.bphmigas.go.id/tahun-2022-bph-migas-dan-polri-amankan-penyalahgunaan-distribusi-bbm-subsidi-%c2%b1-1-422-263-liter/
https://ayocenter.com/2022%20/07/22/kontroversi-penggunaan-aplikasi-my-pertamina-dalam-perspektif-keadilan-distributif/
https://ayocenter.com/2022%20/07/22/kontroversi-penggunaan-aplikasi-my-pertamina-dalam-perspektif-keadilan-distributif/
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yang disebutkan di atas memiliki fungsi yang sama-sama harus diutamakan, 

hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan fungsi dan kegunaan dan akan 

berpotensi terjadinya permasalahan dalam penerapan dan pelaksanaan 

penggunaan aplikasi MyPertamina oleh konsumen. Sehingga terhadap 

permasalahan tersebut di atas prinsip dasar Good Corporate Governance dalam 

kaitannya akuntabilitas menjadi tidak terpenuhi. 

Pa lda l dalsa lrnya l Good Governalnce merupalka ln sua ltu konsep pemerintalhaln 

ya lng membalngun serta l meneralpka ln prinsip profesionallitals, demokralsi, 

tralnspa lra lnsi, efisiensi, alkunta lbilitals, efektivitals, pela lya lna ln prima l, sertal bisa l 

diterimal oleh seluruh ma lsya lra lka lt. Di Indonesia l, kera lngka l hukum da ln 

perundalng-unda lnga lnnya l tela lh menga ldopsi prinsip-prinsip Good Corporalte 

Governalnce ini, balik secalra l lalngsung ma lupun secalra l tersiralt dallalm peraltura ln 

perundalng-unda lnga ln ya lng a lda l. Seja luh ma lnal peraltura ln perundalng-unda lnga ln di 

Indonesia l mendukung pelalksa lna laln prinsip Good Corporalte Governalnce, 

sa lnga ltla lh penting untuk dika lji keralngka l peraltura ln perundalng-unda lnga ln ya lng 

a ldal. Kera lngka l hukum da ln pera lturaln perunda lng-unda lnga ln di Indonesia l terka lit 

denga ln pengimplementalsialn prinsip-prinsip Good Corporalte Governalnce paldal 

Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l (BUMN), perusa lhala ln swa lsta l, perbalnka ln, daln 

industri palsa lr modall Indonesia l.  

Doktrin Taltal Kelola l Pemerintalhaln ya lng Ba lik (Good Governalnce) 

merupalka ln doktrin ya lng sebena lrnya l terda lpalt daln dikembalngka ln da lla lm ilmu 

malna ljemen modern, tetalpi kemudialn menyusup juga l da ln diterimal ke da lla lm 

bidalng hukum. Ma lna lkalla l doktrin Good Governalnce ini diteralpka ln ke dalla lm 
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sistem pemerintalhaln, disebut denga ln istilalh Good Governa lnce sa lja l. Da ln 

malna lka llal doktrin Good Governalnce ini diteralpka ln ke dallalm malna ljemen 

perusa lhala ln misallnya l, ma lkal untuk hall itu a lkaln disebut dengaln istilalh Good 

Corporalte Governalnce. Doktrin Taltal Kelolal Pemerintalhaln ya lng Ba lik (Good 

Governalnce) aldalla lh sua ltu doktrin ya lng mengha lruska ln sua ltu pemerintalha ln 

dikelolal seca lral ba lik, benalr daln penuh integritals, ya lng memiliki beberalpal 

elemen - elemen pokok sebalga li berikut:126 

1. Elemen Keterbukala ln (Tralnspalrency); 

2. Elemen Kea ldilaln (Justice); 

3. Elemen Alkunta lbilitals Publik (Public A lccountalbility); 

4. Elemen Responsibilitals (Responsibility); 

5. Elemen Pemerintalhaln ya lng bersih (Clealn Government); 

6. Elemen Responsivitals (Responsiveness); 

7. Elemen Efektivitals da ln Efisiensi (Effective alnd Efficient); 

8. Elemen Prediktalbilitals (Predictalbility); 

9. Elemen Palrtisipalsi Publik (Public Palrticipaltion); 

10. Elemen Pendekaltaln Konsensus (Consensus A lpproalch); 

11. Elemen Penega lkaln Hukum (Lalw Enforcement); 

12. Elemen Perlindungaln ya lng sa lma l (Equall Protection); 

13. Elemen Penghorma ltaln terhalda lp Prinsip-prinsip etika l (Ethicall 

A lpprecialtion) daln Mora llitals Publik (Public Morallity); 

14. Elemen Visi ya lng stra ltegis (Straltegic Vision); 

15. Elemen Palrtisipalsi Ma lsya lra lka lt (Palrticipaltion); 

16. Elemen Kompetensi dalri Pengelolal Pemerintalha ln (Competency); 

17. Elemen Pendekalta ln Keseja lhterala ln Ra lkya lt (Sociall Welfalre 

A lpproalch). 

                                                             
126 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Bandung: Refika Aditama, 

2009, hlm.77 
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Untuk memenuhi keseluruhaln elemen-elemen dialtals peneralpa ln Good 

Governalnce ke dallalm sua ltu sistem pemerintalha ln diya lkini suda lh menjaldi sua ltu 

kehalrusa ln pa lda l nega lral modern. Pa ldal prinsipnya l, istilalh Good Governalnce 

beralrti balga lima lna l malna ljemen pemerintalha ln mengelolal pemerintalha ln tersebut 

secalra l balik, benalr daln penuh integritals. Ka lrena l itu, prinsip Good Governalnce 

melngkupi juga l seluruh alspek da lri orga lnisalsi, bisnis da ln buda lya l. Na lmun 

demikialn, secalra l lebih spesifik, Good Governalnce dalpalt dialrtikaln sebalga li 

sua ltu proyek sosia ll, hukum da ln pemerinta lhaln ya lng melibaltkaln sektor nega lra l, 

ra lkya lt daln palsa lr, ya lng berisika ln ketentua ln ya lng menga ltur hubunga ln alnta lral 

unsur-unsur pemerintalh, palrlemen, penga ldilaln daln ra lkya lt da ln lalin-la lin ya lng 

berkalitaln denga ln pengenda llialn pemerinta lhaln. Good Corpora lte Governalnce 

lebih merupalkaln proses, buka ln tujualn, ketikal pemerintalh mengelolal sualtu 

nega lra l da ln pemerintalha ln. 

Seba lga limalna l diketalhui balhwa l prinsip Good Governalnce telalh 

merupalka ln prinsip dalla lm talta l pemerintalha ln ya lng diterimal secalral Interna lsionall. 

Da lri pengertialn da ln elemen -elemen Good Governalnce tersebut di altals da lpa lt 

disimpulkaln balhwa l setelalh disesualikaln denga ln kondisi Indonesia l, malka l sualtu 

corporalte governalnce sekuralng-kura lngnya l meliputi objek-objek sebalga li 

berikut:127 

1. Perlindunga ln ralkya lt da lri kesewenalng-wena lnga ln, perlindungaln 

terhalda lp minoritals, perlindunga ln investor, konsumen, daln 

lingkunga ln hidup;  

2. Kekua lsa la ln pemerintalh dija llalnka ln sesua li hukum ya lng bersumber 

da lri konstitusi; 

3. Meningka ltka ln kinerjal pemerintalha ln;  

                                                             
127 Ibid, hlm.78 
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4. Ma lna ljemen pemerintalha ln ya lng efektif;  

5. Kekua lsa la ln pemerintalh ya lng ha lrus diba ltalsi;  

6. Penga lwa lsa ln ya lng intensif terhalda lp jallalnnya l pemerintalhaln;  

7. Hubunga ln ya lng ba lik daln optimall alntalra l malsya lra lka lt, pers, 

pemerintalh,  pa lrlemen, pengaldilaln da ln sta lkeholders lalinnya l;  

8. Altura ln da ln pa lndua ln perilalku ya lng jelals a lntalr pelalku pemerintalha ln;  

9. Fiducialry duties dalri pelalksa lna l pemerintalha ln;  

10. Proses da ln struktur ya lng efektif dallalm ralngka l mengelolal 

pemerintalha ln; 

11. Penga lmbilaln keputusa ln ya lng efektif daln efisien; 

12. Meka lnisme kerjal ya lng ba lik da ln pemba lgia ln tuga ls, ha lk da ln 

talnggung ja lwa lb  ya lng seimbalng a lnta lr pelalku pemerintalha ln; 

13. Sistem, halk, proses, pengenda llia ln da ln ma lnaljemen ya lng ba lik da lri 

pemerintalh;  

14. Sistem perwalkilaln ralkya lt ya lng ba lik, kalrenal kekualsa la ln diperoleh 

da lri ralkya lt;  

15. Pemerintalh menghormalti kewenalnga ln judiciall review oleh balda ln 

peraldilaln ya lng berwena lng (Ma lhka lma lh Konstitusi). 
 

Sa llalh sa ltu dalri keuntungaln dalri sistem pemerintalh ya lng menetalpkaln 

prinsip-prinsip Good Governa lnce a lda llalh ba lhwa l pemerintalha ln tersebut alkaln 

terhindalr dalri perbualtaln-perbua lta ln tercelal, terutalmal ya lng dila lkuka ln oleh pihalk 

insider pemerintalha ln. Denga ln diteralpka lnnya l prinsip Good Governa lnce denga ln 

dukunga ln da lri regula lsi ya lng ba lik, da lpa lt menyeba lbka ln pemerintalh terhindalr 

da lri tindalka ln tercelal, seperti mencegalh berbalga li bentuk overstalted terhalda lp 

kegia ltaln a ltalu keua lnga ln nega lra l, ketidalkjujura ln dalla lm melalkuka ln kegia ltaln ya lng 

berkenala ln denga ln malsa llalh keua lnga ln, da ln berbalga li tindalka ln tercelal lalinnya l 

ya lng berka litaln denga ln keualnga ln Nega lra l. 
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Alda l beberalpa l falktor utalmal ya lng berpenga lruh ya lng sa ltu sa lmal ya lng la lin 

sa lling berkalitaln da llalm meneralpka ln prinsip Good Corporalte Governalnce ke 

da llalm sua ltu pemerintalha ln, ya litu sebalga li berikut: 

1. Altura ln hukum ya lng ba lik, ya lkni seperalngka lt alturaln ya lng menga ltur 

hubunga ln a lntalra l walrga l ma lsya lra lka lt, pemerintalh, palrlemen, 

penga ldilaln, pers, lingkunga ln hidup, sertal pa lra l stalkeholders 

lalinnya l; 

2. La lw enforcement ya lng ba lik, ya lkni sepera lngka lt mekalnisme ya lng 

secalra l lalngsung a lta lu tidalk lalngsung mendukung upa lya l penega lka ln 

a lturaln hukum; 

3. Sistem pemerintalha ln ya lng kondusif terhaldalp pertumbuhaln 

ekonomi daln pemeraltala ln.128     

Ba lhwa l konsep Good Governalnce denga ln konsep nega lra l hukum pa ldal 

prinsipnya l berjallaln seiring da ln memiliki tujualn ya lng serupa l. Pelalksa lna laln ta ltal 

kelolal pemerintalhaln ya lng ba lik ha lrus menginda lhka ln prinsip-prinsip Nega lra l 

hukum ya lng ba lik ha lrus sela llu memperhaltikaln da ln melalksa lna lka ln prinsip Good 

Governalnce. 

Elemen-elemen dalri sualtu pemerintalhaln denga ln taltal kelolal ya lng ba lik 

(Good Governalnce) tersebut dialtals, terlihalt balhwa l beberalpa l segi da lri 

peneralpa ln Good Governalnce tersebut juga l merupalka ln persya lra ltaln ba lgi sua ltu 

nega lra l hukum. Ba lhwa l da lla lm sua ltu nega lral hukum, setia lp ora lng ba lik ya lng 

memerintalh malupun ya lng diperintalh, ha lrus tunduk kepa ldal hukum, da llalm ha ll 

                                                             
128 Ibid, hlm. 79 



123 
 

ini hukum ya lng a ldil, ya lng ha lrus ditega lkka ln secalral a ldil pulal. Ha ll tersebut 

merupalka ln penjalbalra ln dalri elemen falirness/equity daln lalw enforcement dalri 

Good Governalnce. 

Di sa lmping itu, perlindunga ln terhalda lp ha lk-ha lk ra lkya lt, seba lga limalna l ya lng 

selallu dikumalnda lngka ln da lla lm setialp nega lra l hukum, termalsuk pela lksa lnala ln 

prinsip due process, merupa lkaln penjalba lra ln da lri unsur tralnspalrency, 

responsibilitals da ln responsiveness da lri prinsip Good Governalnce memalng 

tidalk da lpalt dipisalhka ln sa ltu salma l lalin.129 

Meskipun perspektif governalnce mengimplikalsikaln terjaldinya l 

pengura lnga ln pera ln pemerintalh, pemerintalh seba lga li institusi tidalk bisal 

ditingga llka ln begitu sa ljal. Pertalnya la lnnya l, balga lima lnal nega lra l (pemerintalh) 

menempaltka ln diri daln bersikalp ketikal berlalngsung proses governing dallalm 

konteks governalnce? Alta lu ba lga lima lnal pemerintalh berperaln da llalm mengelolal 

nega lra l a ltalu publik? Setidalknya l terda lpalt enalm prinsip ya lng dita lwa lrkaln ya lng 

da lpalt dijaldikaln a lcualn untuk menjalwa lb pertalnya la ln ini, ya litu: 

a. Da llalm kolalbora lsi ya lng diba lngun, nega lra l tetalp bermalin sebalga li figure 

kunci nalmun tidalk mendominalsi, sertal memiliki kalpa lsitals 

mengkoordina lsi (bukaln memobilisalsi) alktor-a lktor palda l institusi-

institusi seni daln non pemerintalh untuk mencalpa li tujualn-tujua ln publik. 

b. Kekua lsa la ln ya lng dimiliki nega lral ha lrus ditralnsforma lsikaln, da lri ya lng 

semulal dipalha lmi sebalga li “kekualsa la ln alta ls” menjaldi “kekualsa la ln untuk” 

                                                             
129 Ibid, hlm. 80 
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menyelengga lra lka ln kepentinga ln, memenuhi kebutuhaln da ln 

menyelesa lika ln malsa llalh publik. 

c. Nega lra l, NGO, swa lsta l daln malsya lra lka lt lokall merupalkaln a lktor-a lktor 

ya lng memiliki posisi daln peraln ya lng sa lling menyeimba lngka ln – untuk 

tidalk menyebut seta lral. 

d. Nega lra l ha lrus malmpu mendesalin ulalng struktur da ln kultur 

orga lnisa lsinya l a lga lr sia lp da ln ma lmpu menjaldi ka ltallisa ltor balgi institusi 

lalinnya l untuk menjallin sebualh kemitrala ln ya lng kokoh, otonom, daln 

dinalmis. 

e.  Nega lra l ha lrus melibaltka ln semual pilalr malsya lra lka lt da llalm proses 

kebijalkaln mulali dalri formulalsi, implementalsi, da ln eva llualsi kebijalka ln 

sertal penyelengga lra la ln lalya lna ln publik. 

f. Nega lra l ha lrus ma lmpu meningka ltkaln kua llitals responsivita ls, a ldalpta lsi, 

da ln alkuntalbilitals publik dallalm penyelengga lra la ln kepentinga ln, 

pemenuhaln kebutuhaln, da ln penyelesa lialn malsa lla lh publik.130 

Berba lga li prinsip di a lta ls da lpa lt disimpulka ln ba lhwa l sistem aldministralsi 

good governalnce halrusla lh melibaltkaln ba lnya lk pelalku, ja lringa ln, daln institusi di 

lualr pemerintalh untuk mengelolal ma lsa llalh da ln kebutuha ln publik. Denga ln 

demikialn, da llalm penyelesa lialn ma lsalla lh daln kepentinga ln publik selallu 

melibaltka ln multi stalkeholders da lri berba lga li lembalga l ya lng terka lit denga ln 

malsa lla lh daln kepentingaln publik. Stalkeholder dallalm taltal pemerintalha ln 

(governalnce) tersebut memiliki keduduka ln ya lng seta lra l da ln halnya l diika lt oleh 

                                                             
130 Ibid. 
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sua ltu jalringa ln da ln prosedur ya lng senga lja l diciptalka ln untuk memfalsilitalsi 

merekal dallalm perumusaln, pelalksa lna laln, monitoring, daln juga l eva llua lsi 

kebijalkaln.  

Peneralpa ln Good Corpora lte Governalnce sa lnga lt diperlukaln, hall ini sesua li 

denga ln komitmen Pertalminal da lla lm meningka ltka ln kelalngsunga ln usa lha l ya lng 

seha lt, kompetitif, meningka ltkaln kepercalya la ln da ln pelalya lna ln publik. Seca lral 

prinsip kebijalkaln Perta lminal sa lnga lt ba lik, kerjal sa lma l ya lng stra ltegis dila lkuka ln 

bersa lmal penegalk hukum dallalm menga lwa ll bisnis daln proyeknya l ya litu Komisi 

Pemberalntalsa ln Korupsi (KPK), sela lin itu BUMN Miga ls bekerja l sa lma l denga ln 

Pusa lt Pelalpora ln da ln Alna llisis Tra lnsa lksi Keua lnga ln (PPAlTK), Ba lda ln 

Penga lwa lsa ln Keua lnga ln da ln Pembalnguna ln (BPKP), da ln Keja lksa la ln Algung 

Republik Indonesial.131 

Pera ln Pemerintalh da llalm mewujudkaln Good Corporalte Governalnce 

sistem pembelialn BBM melallui alplikalsi MyPertalminal belum terimplementalsi 

secalra l optimall, daln terbukti denga ln kekecewalaln ma lsya lra lka lt ya lng 

mempertalnya lka ln persoalla ln palyung hukum dallalm pengguna la ln a lplikalsi 

MyPertalminal a ldalla lh sua ltu kewaljibaln, dimalna l informalsi ya lng terda lpalt di setialp 

SPBU terda lpa lt informalsi pengguna l BBM diwa ljibkaln mendalfta lr palda l website 

lalma ln subsidi tepalt a ltalu melallui alplika lsi MyPertalminal. Kebija lka ln a ltalu 

peraltura ln perundalng-unda lnga ln ba lik seca lral umum alta lu khusus menya lngkut 

                                                             
131 Anto Kurniawan, Pertamina terus Perkuat Good Corporate Governance, diakses pada 

https://ekbis. sindonews.com/read/308612/34/pertamina-terus-perkuat-good-corporate governance-

kpk-digandeng-1611187308, pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 19.29 WIB  
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kewa ljibaln pengguna la ln a lplika lsi MyPertalminal da llalm sistem pembelialn BBM 

tidalk dialtur sejalra l jelals da ln a lkura lt. 

Di Indonesia l sa la lt ini, peraltura ln mengenali Good Corporalte Governalnce 

pa ldal BUMN dia ltur dalla lm Keputusa ln Menteri BUMN No. Kep-117/M-

MBU/2002 ta lngga ll 1 Algustus 2002 tentalng Penera lpa ln Pra lktek Good 

Corporalte Governalnce palda ln Ba lda l Usa lha l Milik Nega lral, daln telalh 

disempurnalka ln denga ln Pera lturaln Menteri Nega lra l BUMN Nomor: PER – 

01/MBU/2011 tentalng Penera lpa ln Taltal Kelola l Perusa lhala ln ya lng Ba lik (Good 

Corporalte Governalnce) palda l Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l (BUMN) 

menekalnkaln kewa ljibaln ba lgi BUMN untuk meneralpka ln Good Corporalte 

Governalnce secalra l konsisten daln a ltalu menyela lra lskaln kegia ltaln usa lha lnya l 

denga ln prinsip-prinsip ta lta l kelolal perusa lha laln ya lng ba lik, ya lng seca lral umum 

bertujualn untuk meningkaltka ln keberha lsilaln usa lha l da ln talnggung ja lwa lb 

perusa lhala ln untuk menciptalka ln nilali pemega lng sa lha lm da llalm jalngka l pa lnjalng, 

denga ln memperhaltikaln kepentinga ln pema lngku kepentinga ln (stalkeholder) daln 

berdalsa lrka ln peralturaln perunda lng-unda lnga ln da ln nilali etikal. 

Melallui sura lt S-359/MK.05/2001 ta lngga ll 21 Juni 2001 tentalng Penilalia ln 

Talta l Kelola l Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l menurut Good Corporalte Governalnce, 

Menteri Keua lnga ln memintal Ba lda ln Penga lwa lsa ln Keua lnga ln daln Pembalnguna ln 

(BPKP) mengka lji da ln mengemba lngka ln lebih lalnjut sistem malna ljemen Ba lda ln 

Usa lha l Milik Negalra l (BUMN) ya lng menga lcu pa ldal prinsip-prinsip taltal kelolal 

ya lng ba lik (Good Corporalte Governalnce). Sela lin itu, BPKP tela lh membentuk 

Tim Pengelolal Perusa lhala ln ya lng Ba lik sesua li denga ln Peraltura ln Direktur BPKP: 
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KEP/06.02.00-316/K/2000 ya lng dimutalkhirkaln menjaldi KEP-

06.02.00.268/K/2001. Tim Good Corporalte Governalnce memiliki ketuga lsa ln 

untuk merumuskaln prinsip-prinsip pedomaln eva llua lsi, peneralpaln da ln 

sosia llisalsi, da ln memberikaln malsuka ln kepalda l Pemerintalh dallalm 

pengemba lnga ln sistem pelalpora ln kinerjal seba lga li ba lgia ln da lri penera lpaln ta ltal 

kelolal ya lng ba lik (Good Corporalte Governalnce) di BUMN/BUMD da ln bida lng 

usa lha l lalin (BUL).132 

Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lral (BUMN) berperaln penting dalla lm 

mewujudkaln perekonomialn nalsiona ll sebalga li pelalku pembalnguna ln ya lng tujualn 

utalma lnya l a ldallalh terwujudnya l keseja lhtera laln ra lkya lt. Oleh kalrena l itu, BUMN 

ha lrus meneralpkaln ta ltal kelolal perusa lha laln ya lng ba lik, malna ljemen risiko daln 

kepaltuha ln untuk memalstikaln ba lhwa l perusa lha laln beroperalsi palda l koridor ya lng 

seha lrusnya l. Pemerintalh memberlalkukaln UU No. 19 Ta lhun 2003 seba lga li 

pa lyung hukum ba lgi perusa lha la ln, khususnya l BUMN, a lga lr da lpa lt menjalla lnkaln 

perusa lhala lnnya l sesua li ta ltal kelolal perusa lhala ln ya lng ba lik. Da lla lm Pera lturaln 

Menteri Nega lral BUMN No. PER-01/MBU/2011, BUMN wa ljib melalkuka ln 

eva llua lsi terhaldalp ma lna ljemen, melalkuka ln pencalta ltaln risiko da ln melalkukaln 

pengenda llialn intern. Eva llualsi peneralpaln taltal kelolal perusalha laln ya lng ba lik 

terbukti memalstikaln efektivitals da ln peningka ltaln pelalksa lnala ln malnaljemen 

BUMN. 

                                                             
132 https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp, diakses pada tanggal 5 

Desember 2022, 21:35 

https://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp
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Upa lya l pemerintalh untuk menciptalka ln sualsa lna l penyelengga lra la ln 

pemerintalha ln ya lng ba lik (Good Governalnce) alnta lral la lin upa lya l keterbukala ln 

informalsi AlPBN kepa lda l malsya lra lka lt, memfalsilitalsi pa lrtisipalsi malsya lra lka lt 

da llalm penga lmbilaln kebijalka ln da ln pengenda llialn penyelengga lra laln AlPBN da ln 

BUMN. Oleh ka lrena l itu, hall ini da lpa lt terus menjaldi a lcualn ta lnggung ja lwa lb 

a ldministralsi publik a lga lr lebih balik da ln kredibel di malsa l mendaltalng. Berba lga li 

unda lng-unda lng, pera ltura ln, daln lembalga l telalh dibualt untuk mendukung 

peneralpa ln taltal kelolal pemerintalhaln ya lng ba lik (Good Governalnce). 

Peneralpa ln taltal kelolal ya lng ba lik di Indonesial tidalk halnya l berda lmpalk 

positif palda l sistem taltal kelolal, tetalpi juga l da lpa lt berdalmpalk positif ba lgi ba lda ln 

usa lha l non-nega lra l ya litu munculnya l ta ltal kelolal ya lng ba lik. Denga ln la lnda lsa ln 

ya lng kua lt dihalra lpkaln malmpu mengalnta lrkaln malsya lra lka lt Indonesia l menuju 

pemerintalha ln ya lng bersih da ln terpercalya l. 

PT. Perta lminal (Persero) meneralpkaln prinsip Good Corporalte 

Governalnce sebalga li a lcualn dalla lm pengelola lalnnya l dima lnal prinsip Good 

Corporalte Governalnce menjaldi pedomaln da ln ka lidalh ba lgi pengurus 

perusa lhala ln da llalm menjalla lnkaln a lktifitals kegia ltaln usa lha lnya l. Prinsip-prinsip 

Good Corporalte Governalnce alntalra l lalin: Tralnspa lra lnsi (Tralnspalrency), 

Alkunta lbilitals (A lccountalbility), Responsibilitals (Responsibility), Kemalndirialn 

(Indenpendency), daln Kewa lja lra ln (Falirness). Prinsip-prinsip tersebut salnga lt 

dibutuhkaln perusalha laln untuk bertalha ln da llalm mengha lda lpi persalinga ln ya lng 

semalkin sulit, daln dalpa lt menjaldi sa lralna l da llalm meralih tujualn sesua li dengaln 

visi misi perusa lhala ln. 
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Sistem Taltal Kelola l Perusa lha laln (Good Corporalte Government) ya lng 

disusun oleh PT. Pertalminal (Persero) menga ltur tentalng susuna ln ta ltal kelolal 

perusa lhala ln  (RUPS, direksi daln komisalris), proses corporalte governalnce, daln 

orga ln penunja lng corporalte governalnce. 

Selalin meneralpka ln taltal kelolal perusalha la ln ya lng ba lik (good corporalte 

governalnce), PT. Pertalminal (Persero) menga lcu pa ldal Keputusa ln Menteri ya lng 

bertalnggung ja lwa lb a lta ls Ba lda ln Usa lha l Milik Nega lra l No. 1. Per-01/MBU/2011 

talngga ll 1 Algustus 2011 Jo. Pera ltura ln No. Pa lr-09/MBU/2012 ta lngga ll 6 Juli 

2012 tentalng Penera lpaln Ta ltal Kelola l Perusa lha laln ya lng Ba lik pa lda l Perusa lha laln 

Terbukal (BUMN) mensya lra ltka ln pedomaln ya lng da lpa lt diguna lkaln untuk 

menga ltur hubunga ln kerjal fungsiona ll alnta lra l direksi daln dewa ln komisalris malkal 

dibualtlalh Boalrd Malnuall. 

Boalrd Malnuall merupalka ln sa llalh sa ltu soft structure taltal kelolal perusa lhala ln 

ya lng ba lik seba lga li kela lnjutaln da lri Pedomaln Ta ltal Kelolal Perusa lha la ln ya lng 

terkalit dengaln Alngga lra ln Da lsa lr perusa lha laln,133 da ln mengaltur pelalksa lnala ln peraln 

da ln tuga ls direksi daln dewa ln komsialris untuk mencalpali visi da ln misi 

perusa lhala ln, da ln tujualn penyusuna ln Boalrd Ma lnuall a ldallalh untuk memperjelals 

peraln, tuga ls, talnggung ja lwa lb, da ln wewena lng Direksi daln Dewa ln Komisa lris, 

sertal seba lga li taltal calra l kerjal alnta lral pengurus da ln alnggota l komite dallalm ralngka l 

peneralpa ln taltal kelolal perusalha la ln ya lng ba lik (good corporalte governalnce).134 

Alda lpun fungsi website resmi lalma ln subsidi tepa lt alta lu a lplikalsi 

MyPertalminal ini untuk memverifikalsi da ltal da lri malsya lra lka lt alga lr penya llura ln 

                                                             
133 Chief Legal Counsel & Compliance, Op.Cit, hlm. VI 
134 Ibid, hlm. 1  
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BBM bersubsidi da lpalt tepalt sa lsa lraln, hall ini sebalga li potensi untuk menghindalri 

terjaldinya l ka lsus penyelewenga ln da ln penya lla lhguna la ln Ba lha ln Ba lka lr Minya lk 

(BBM) ya lng terja ldi di lalpa lnga ln. 

Pendistribusialn BBM bersubsidi, ya litu sola lr bersubsidi da ln pertallite ya lng 

termalsuk dalla lm kaltegori jenis balha ln balka lr khusus penuga lsa ln di altur paldal 

Pera lturaln Presiden No. 191 Ta lhun 2014 tentalng Penyedia la ln, Pendistribusialn 

da ln Ha lrga l Juall Eceraln Ba lha ln Ba lka lr Minya lk da ln Sura lt Keputusa ln (SK) BPH 

Miga ls RI No .4. /p3bt/bphmiga ls/com2020. 

Da llalm..Pera lturaln..Presiden.No...191 Talhun.2014 dijelalska ln sia lpal sa lja l 

pihalk. ya lng. bisa l. mendalpa ltkaln subsidi. tepalt. khusus untuk subsidi. biosolalr, 

a lntalra l lalin: 

a. Tralnsporta lsi. Da lralt: kenda lrala ln .pribaldi, kendalrala ln .plalt kuning, 

kendalra la ln. Alngkut ba lra lng (terkecua lli  penga lngkut ha lsil pertalmbalnga ln 

da ln perkebunaln denga ln roda l ≥ 6), mobil..lalya lna ln umum (almbulalnce, 

mobil jenalza lh, sa lmpalh, da ln..pemalda lm keba lkalra ln). 

b. Tralnsporta lsi Alir: tra lnsporta lsi alir…denga ln motor..tempel, AlSDP 

(a lngkuta ln sunga li,..da lna lu,..da ln penyeberalnga ln), tra lnsporta lsi lalut 

berbenderal..Indonesia l, ka lpa ll…pelalya lra ln ra lkya lt / perintis,..denga ln 

verifika lsi da ln rekomendalsi Kepa lla l SKPD / kuota l oleh Ba lda ln Penga ltur. 

c. Usa lha l Perikalna ln: Nela lya ln..denga ln ka lpa ll ≤ 30 GT (terdalfta lr di 

kementerialn kelaluta ln daln perikalna ln, verifikalsi, daln rekomendalsi 

SKPD),..pembudida lya l ika ln ska llal kecil dengaln…verifika lsi da ln 

rekomendalsi SKPD. 
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d. Usa lha l Pertalnialn: petalni./.kelompok talni/usa lha l. pelalya lna ln jalsa l .a llalt 

mesin pertalnia ln denga ln lua ls ≤ 2 ha l denga ln verifika lsi da ln rekomendalsi 

SKPD, la lya lna ln umum/pemerintalh, krema ltorium daln tempalt ibalda lh 

untuk kegialta ln peneralnga ln sesua li denga ln verifikalsi da ln rekomendalsi 

SKPD, pa lnti a lsuha ln da ln palnti jompo untuk peneralnga ln sesua li denga ln 

verifika lsi daln rekomendalsi SKPD, .ruma lh .sa lkit .tipe C.&.D.  

e. Usa lha l .Mikro: usa lha l mikro./.home industry denga ln verifikalsi da ln 

rekomendalsi SKPD.135 

Selalnjutnya l Pera ltura ln..Presiden No. 191 Talhun 2014 tenta lng..Penyedia la ln, 

pendistribusialn, daln Ha lrga l Juall Ecera ln Ba lhaln Ba lka lr Minya lk...(BBM), 

pengguna l perta llite malsuk da lla lm kaltegori Jenis Ba lha ln Ba lka lr Khusus 

Penuga lsa ln, untuk Jenis Ba lhaln Ba lka lr Minya lk Khusus Penuga lsa ln disingka lt 

JBKP ya litu jenis bensin .(galsoline) ya lng bia lsa l kital kena ll denga ln na lmal 

Pertallite, daln jenis BBM ini tida lk diberika ln subsidi, nalmun oleh Pemerintalh 

diberikaln kompensalsi penuga lsa ln untuk pendistribusialn JBKP (Jenis BBM 

Khusus Penuga lsa ln).136 

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 

menyerahkan perubahan Surat Keputusan Penerima Penugasan PT.Pertamina 

(Persero) kepada PT. Pertamina Patra Niaga selaku Pelaksana Penugasan 

Penyediaan dan Pendistribusian jenis BBM Terterntu (JBT) dan Jenis BBM 

Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2018 sampai dengan 2022.  

                                                             
135  Lampiran Peraturan..Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014.tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Rincian Konsumen 

Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, hlm. 17-22 
136  Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor 

37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan, hlm.3 
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Selanjutnya Surat Keputusan yang diserahkan secara langsung kepada 

Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. Pertamina 

Patra Niaga terdiri dari Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas Nomor 

60/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 

38/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk 

melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak 

Tertentu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dan Surat Keputusan Kepala 

BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHIGAS/KOM/2021 tentang Perubahan atas 

Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 

40/P3JBKP/BPH/KOM/2017 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) 

untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar 

Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. 

Kepala BPH Migas menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Perubahan 

Penugasan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No.69 

tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.191 tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang 

berlaku sejak 3 Agustus 2021 dan Surat Direktur Utama PT.Pertamina (Persero) 

Nomor 343/C00000/2021-S0 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan 

Penugasan Penyediaan dan Pendsitribusian JBT dan JBKP sehubungan 

restrukturisasi PT. Pertamina (Persero), dimana PT. Pertamina (Persero) 

mengusulkan pengalihan penugasan kepada anak perusahaan PT. Pertamina 

Patra Niaga sesuai pasal 8A Perpres No.69 Tahun 2021. 
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Kepala BPH Migas melalui sidang Komite BPH Migas bahwa “Harapan 

kami kepada Pertamina, meski dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, tetap 

bertanggung jawab atas komitmennya” dan agar badan usaha penerima 

penugasan dapat menyalurkan JBT dan JBKP ke konsumen yang berhak, 

sehingga tepat sasaran.137     

Konsumen ya lng_.berha lk._mengguna lka ln pertallite daln solalr_subsidi 

dikhususka ln untuk kenda lrala ln roda l 4 (empa lt) wa ljib mendalfta lrkaln 

kendalra la lnnya l da ln menda lftalrka ln denga ln mengisi da ltal diri melallui lalma ln resmi 

subsidi tepalt https://subsiditepalt.mypertalminal.id, a ltalu melallui alplikalsi 

MyPertalminal denga ln ca lra l mendalftalrka ln terlebih dalhulu kemudialn pilih menu 

subsidi tepalt, setelalh malsuk da lla lm menu subsidi tepalt a lkaln dia lralhka ln menuju 

lalma ln..website https://subsiditepalt.mypertalmina l.id. 

Pa lra l_kepallal_da leralh telalh mendalpa ltkaln a lralha ln dalri Presiden ya lng 

menya lta lka ln balhwa l ketetalpa ln halrga l minya lk dunial sa la lt ini sudalh jaluh da lri baltals 

perkirala ln. Misallnya l di lualr negeri sala lt ini halrga l suda lh dialtals Rp..20.000/liter, 

seda lngka ln di Indonesia l sa la lt ini malsih a lda l ya lng diba lwa lh Rp..10.000/liter.. Polal 

subsidi ya lng dila lkuka ln terdalpa lt ketidalksesua lialn da ln terjaldi sallalh sa lsa lra ln 

dimalna l pihalk ya lng seha lrusnya l ma lmpu membeli talnpal subsidi tetalp 

mendalpa ltkaln subsidi. Jikal subsidi tepalt sa lsa lra ln malka l a lka ln dapat 

mengentalska ln kemiskinaln. Sesulit alpalpun sosia llisalsi progra lm ini, alka ln lebih 

sulit jikal terjaldi kebobolaln subsidi ya lng jumlalhnya l tida lk sedikit. PT..Pertalminal 

(Persero) meralsa l perlu balntualn da lla lm melalkukaln sosia llisalsi ka lrenal 

                                                             
137 Resmikan BBM satu harga, https://www.bphmigas.go.id/resmikan-bbm-1-harga-kepala-

bph-migas-memberikan-manfaat-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-daerah/, diakses pada 27 Januari 

2023, pukul 17.45 WIB. 

https://subsiditepat.mypertamina.id/
https://subsiditepat.mypertamina.id/
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sesempurnalnya l a lplika lsi MyPertalminal jika l tidalk disosia llisalsika ln malka l alka ln 

sia l-sia l. Oleh seba lb itu diperlukaln sinergi bersa lmal Orga lnisa lsi Pera lngka lt Da lera lh 

(OPD) terka lit, alga lr pendistribusialn subsidi Ba lha ln Ba lka lr Minya lk (BBM) lebih 

tepalt .sa lsa lraln.138 

Pera ln Pemerintah sangat penting dalam mewujudkan good governance, 

selalma l ini masyarakat kuralng menda lpa ltka ln sosia llisalsi da lri Peraln Pemerintalh 

da llalm keterbukala ln informalsi l, selain itu pemerintah diharapkan memberikan 

partisipasi aktif dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat di 

berbagai daerah atas penerapan penggunaan sistem aplikasi MyPertamina 

terkait dengan pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang bersubisidi. 

Denga ln a lda lnya peran pemerintah dalam memberikan keterbukaan informasi l 

malsya lra lka lt da lpa lt memberikaln penga lwa lsa ln, denga ln begitu Pemerintalh da lpa lt 

meminalmilisir permalsa llalha ln ya lng terja ldi, da ln bisal berjallaln seca lral optimall.  

                                                             
138 https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-

patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab.-.kulonprogo, diakses pada tanggal 19 November 2022, 

pukul 20:19 

https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab.-.kulonprogo
https://setda.kulonprogokab.go.id/detil/900/sosialisasi-aplikasi-mypertamina-pt-pertamina-patra-niaga-beraudiensi-dengan-pemkab.-.kulonprogo
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sistem Pembelialn BBM mela llui alplikalsi MyPertalminal ditinjalu da llalm Good 

Corporalte Governalnce malsih menyimpa ln sejumlalh permalsa llalha ln yang etrjadi 

di lapangan. Permalsa llalha ln terlihalt denga ln munculnya l a lplikalsi MyPertalminal 

ya lng dimiliki PT. Pertalminal (Persero) ya lng mengindika lsika ln peneralpaln Good 

Corporalte Governalnce ya lng belum efektif dallalm permalsa llalha ln sistem 

pengguna la ln alplikalsi MyPertalminal terkenda llal denga ln sulitnya l merumuskaln 

kriterial konsumen ya lng berha lk membeli Ba lha ln Ba lka lr Minya lk..(BBM) 

besubsidi, ya litu pertallite.daln sola lr denga ln ha lrga l subsidi, pengguna la ln a lplikalsi 

MyPertalminal da lri kallalnga ln ma lsya lra lka lt ya lng suda lh berumur atau ga lga lp 

teknologi, hingga l ma lsya lra lka lt.ya lng menetalp di pedalla lmaln da ln jaluh dalri 

jalngka lua ln koneksi internet alkaln kesulitaln meneralpka ln kebijalkaln ini. Selain 

itu, masyarakat tidak mampu diwajibkan mendaftarkan menggunakan aplikasi 

MyPertamina atau laman subsidi tepat untuk mendapatkan BBM bersubsidi. 

Fakta ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan kesetaraan dimana 

seharusnya kalangan masyarakat yang mampu dan tidak mampu mendapatkan 

perlakuan yang sama dalam melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak 

(BBM). Kendala-kendala tersebut di atas membuktikan bahwa sebenarnya 

aplikasi MyPertamina belum siap diterapkan dilengkapi dengan adanya 

prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance yang belum terpenuhi 

lainnya, prinsip transparansi atau keterbukaan informasi mengenai sosialisasi 

penggunaan aplikasi MyPertamina kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas 
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terkait kejelasan fungsi, permasalahan pengelolaan transaksi, dan kegunaan 

dimana aplikasi MyPertamina sering terjadi error atau bermasalah, dan prinsip 

responsibilitas atau pertanggungjawaban terhadap kendala yang terjadi, data 

kendaraan yang terdaftar dan jenis bahan bakar yang digunakan berbeda pada 

aplikasi MyPertamina atau laman subsidi tepat. Maka dapat disimpulkan 

kendala-kendala yang terjadi pada penerapan aplikasi MyPertamina 

mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip dasar Good Corporate Governance. 

2. Pertamina selaku BUMN di bidang energi bertanggung jawab memastikan 

kuota dan penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran. Oleh karenanya 

Pertamina melakukan uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina di beberapa 

kota untuk membangun basis data konsumen pertalite dan solar, yang 

kemudian nantinya memilah dan memilihnya berdasarkan spesifikasi 

kendaraan dan berkaitan dengan pelaksanaannya dimana Surat Keputusan 

Kepala BPH Migas Nomor 61/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 tentang 

Perubahan atas Keputusan Kepala BPH Migas  Nomor 

40/P3JBKP/BPHMIGAS/KOM/2021 merupakan tindak lanjut terbitnya 

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyaluran, 

Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan atas 

terbitnya peraturan tersebut di atas, BPH Migas melakukan evaluasi Triwulan, 

dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI), Korps Lalu Lintas Republik Indonesia (KORLANTAS RI), PT. 

Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Kabupaten, 
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dan Kota untuk mensinergikan pengawasan konsumen pengguna Jenis Bahan 

Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam 

hal ini solar dan pertalite, dan juga sebagai upaya pengendalian dengan 

digitalisasi nozzle dan saat ini menggunakan aplikasi MyPertamina. Sehingga 

dengan adanya sinergi data dan kerja sama tersebut dapat memberikan: 

a. Dukungan dan fasilitasi atas pertukaran data dan/atau informasi dalam 

rangka pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor dalam Pengaturan dan 

Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP; 

b. Dukungan dan fasilitasi atas pelaksanaan verifikasi Data Kendaraan 

Bermotor dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

terkait konsumen pengguna JBT dan JBKP agar terintegrasi dalam sistem 

teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. Dukungan dalam rangka pengaturan dan pengendalian konsumen 

pengguna JBT dan JBKP agar tepat sasaran; 

d. Dukungan dan fasilitasi dari peran pemerintah Daerah Provinsi, 

Kabupaten, Kota dalam pelaksanaan instrumen pengendalian penyediaan 

dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar 

Khusus Penugasan dalam hal ini Solar dan Pertalite; dan Pembinaan dan 

Pengawasan untuk memperkuat dan sinergitas antara BPH Migas dan 

kemendagri sebagai pengampuh Pemerintah Daerah terutama 

pengendalian konsumen yang berhak untuk mendapatkan BBM 

bersubsidi agar tepat sasaran untuk masyarakat yang tidak mampu. 
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Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman 

antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian ESDM Nomor 

193/3035/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tentang Koordinasi 

Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian 

ESDM. 

B. Saran 

1. Sistem Pembelialn BBM mela llui alplikalsi MyPertalminal disa lralnka ln a lga lr kriterial 

konsumen dibualt sederha lnal sa lja l dan dapat memenuhi prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance sehingga kendala-kendala yang terdapat pada 

penerapan dan pelaksanaan sistem pembelian BBM melalui aplikasi 

MyPertamina dapat terselesaikan dengan baik dan penyaluran, pendistribusian 

BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. 

 

2. Denga ln a lda lnya l peneralpaln a lplikalsi MyPertamina dihalra lpkaln Pemerintalh dapat 

berperan aktif dalam melakukan kerja sama dengan Instansi Pemerintah 

lainnya dengan saling koordinasi, memfasilitasi data dan membantu dalam 

mengatasi perrmasalahan-permasalahan tekhnis maupun non-tekhnis, dan 

menghindari potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan 

BBM bersubsidi di lapangan, sehingga penyaluran dan pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina terlaksana 

dengan baik dan tepat sasaran. 
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